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Nama 
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Judul 

: Krista Kurnia 
: Ilmu Hukum 

ABSTRAK 

: Letter of Credjt Sebagai Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan 
Internasional, Praktek Negosiasi Wesel Ekspor di PT, BNl 
(Persero) Tbk 

Keterbatasan sumber daya alam suatu negara menimbulkan "interaksi antar negara. guna 
memenuhi keterbatasan tersebut sehingga terjadi perdagangan intemasional. 
Perkembangan perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme 
pembayaran yang aman dan dapat melindungi para pihak yang terkait di dalamnya, 
Hingga saat ini UC dipandang sebagai a1at pembayaran yang paling aman karena cukup 
merniliki kepercayaan untuk melindungi para pihak yang terllbat dalam transaksi LIC 
yaitu dalam hal ini adalah eksportir, importir dan bank. 

BNI adalah salah satu lembaga perbankan yang memitiki ijin sebagai bank devisa dan 
dengan demikian melayani pembukaan fasilitas UC maupun pembayaran UC. 
Pembukaan dan pembayaran fasilitas LIC bagi nasabah BNI melaiui proses dan prosedur 
yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan 
naslonal dan intemasionaL Fasilitas Negosiasi Wese~ Ekspor (NWE) adalah salah satu 
bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing- masing kantor cabang BNI untuk 
melakukan negosiasi atas L!C masuk Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa BNI 
turut serta mendukung percepatan pertumbullan ekonomi negara. Namun dernikian pada 
fasilitas UC tetap me!ekat resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya. 

Sebagai kesimpulan bahwa peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir 
adalah saJah satunya sebagai mediator kepentingan eksportir dan importir. Bagi eksportir 
khususnya BNI berperan sebagai bank pembayar melaJui fasilitas NWE yang diberikan 
kepada kantor cabang. Namun tetap haros mempertimbangkan resiko yang secara garis 
besar adalah :mpaid bills, delay of payment, double payment, settlement of delay, fraud. 
Masing~ masing resiko tersebut memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak 
yang Jain. Untuk itu mutlak bagi para pihak untuk menguasai aturan main dalam transaksi 
UC guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. 

Kata kunci: 
Letter of Credit, Negosiasi Wesel Ekspor) ResikQ Transaksi 
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Trade, Negotiated Bitl Export Practice in PT. BNI (Persero) 
Tbk 

The limitations of nature resources of a country caused the international interaction in 
order to fills these limitations so as to the international trade happen. The deveiopment of 
the quite fast international trade needed the mechanism of safe payment and could protect 
the related sides inside, Nowdays UC was gazed at as the payment implement that was 
safest because really had the belief to protect the sides that were involved in the 
transaction L/C that is in this case was the exporter, the importer and the bank 

BNI was one of the bank that had permission as the foreign exchange bank and therefore 
served the facUlties opening UC facilities and UC payment. Opening and payment UC 
facilities for the BNI customer through the process and the procedure that were appointed 
internally pennanently to refer by the company in the national and international 
provisions. Negotiated Bill Export facilities (NWE) was one of the forms of the authority 
that was gjven to the BNI branch office to execute Negotiated Bin Export. This shown us 
that BNI supported the acceleration of the growth of the country's economics. But 
however there is a risk for every party in L/C. 

As the conclusion that the BNJ role in accomodated the exporter interests were as a 
mediator of the exporter and the importer. For the exporter especially BNI played as a 
paying bank through Negotiated Bill Export facilities that were given to the branch office. 
However there is a risk such as unpaid bills, delay of payment, double paymentl settlement 
of delay, fraud. Each of this risk had the connection between. So very important for every 
party to understand rules of play in the L/C transaction in order to minimises the risk that 
possibly happened. 

The key word :Letter of Credit, Negotiated Bill Export, Transaction Risk 
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A. LATARBELAKANG 

BABI 

PENDAHULUAN 

Manusia seca.ra individu maupun secara berkelompok memiliki ketergantungan 

satu sama lain yang akhirnya menimbulkan interaksi yang salah satunya dalam 

bentuk perdagangan. Pada mulanya perdagangan dilakukan secara sederhana 

melalui sistem pertukaran atau barter. 1 Pada sistem barter yang menjadi 

instrumen pembayarannya adalah barang atau jasa. Sistem pertukaran dilakukan 

antara barang dengan barang, atau jasa dengan barang; atau jasa dengan jasa. 

Sistem perdagangan tradisional tersebut mulai berkembang tidak hanya dalam 

satu wilayah negara saja melatukan sudah berkembang lebih jauh yang 

kemudian menjadi lintas negara. 2 

Perdagangan internasional merupal<an salah satu aspek yang sangat penting 

dalam menunjang kehidupan bangsa dan negara. Sejalan dengan perkembangan 

jaman, letak geografis antar negara bukan lagi merupakan masalab dalarn proses 

pertukaran barang dan jasa. Kebutuhan suatu bangsa akan barang dan jasa yang 

diproduksi oleh negara lain mengakibatkan terjadinya perdagangan 

intemasional. 3 

Secara sistematis alasan terjadinya perdagangan internasional selain karena 

kebutuhan barang dan jasa yang diproduksi negara lain, juga terjadi karena 

manfaat yang dirasakan dari barang dan jasa yang dibasilkan oleh negara lain 

tersebut, rnlsalnya dalam fungsinya untuk memenuhl kebutuhan internal 

bangsanya yang mengakibatkan adanya saling keterkaltan antara suatu bangsa 

atas barang- barang subtitusi~ barang- barang yang komplementer. eftsiensi dan 

teknologL Inl tetjadi karena masing· masing negara memiliki keterbatasan dalam 

1 Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, Sen' Hukum Bisnis Transaksi Bisnis lnternasional (Ekspor lmpor 
& lrnbal Beli), cetJll, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pcrsada, 2003),h. 11 S 
2 Kasmir, SE., MM., Dasar Dasar Perbankan, cet.l, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 12 
1 Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, cp cir, h.l 
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4 lbid 

bidang sumber daya alam1 sumber daya manusia., teknologi dan modal baik 

secara parsial maupun secara keseluruhan.4 

Selain karena alasan tersebut, perdagangan antar negara dapat timbul sebagai 

akibat dati adanya pertimbangan comparative advantage (keunggulan yang 

berbeda- beda) dimana suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan 

intemasional jika memiliki keunggu1an tertentu dibandingkan dengan negara 

lain dalam memproduksi, distribusi suatu barangl jasa. Comparative advantage 

ini misalnya bila suatu negara dapat mernproduksi suatu jenis barang dengan 

lebih baik dan lebih murah disebabkan lebih baiknya kombinasi faktor- faktor 

produksi (alam1 tenaga keija, modal dan manajemennya) maka negara tersebut 

memiliki keu.nggulan karena produktifitas yang tinggi. Hal ini adalah karena 

keunggulan dalam perbandingan biaya.' 

Sementara suatu negara disebut memiliki competitive (absolute) advantage 

{perbedaan keunggulan yang bersifat mutlak) dimana suatu negara memiliki 

keunggulan dan ciri khas sendiri baik dari sumber daya alam maupun dari 

bidang teknologi, jaringan keuangan dan distribusi yang memungkinkan negara 

tersebut menguasai secara mutlak 6 Sehingga karena keunggulan mutlak tersebut 

suatu negara memiliki ciri khas tertentu dan dapat menguasai pasar secara 

monopo!L Perdagangan intemasional yang terj adi an tar negara tersebut juga 

semakin marak dengan duknngan jatingan informasi, distribusi dan komunikasi 

yang semakin baik. 7 

Perdagangan intemaslonal saat ini mutlak diperlukan oleh negara- negara di 

dunia karena pengaruh keterbukaan ekonomi terutama mulai dilaksanakannya 

liberalisasi pas:ar, arus uangj modal makin mudah dan cepat, transfer teknoiogi 

baik yang dibutuhkan atau terpaksa menerima transfer teknologi supaya tidak 

' Proyek Pelatihan dan Pengembangan SDM, " Pelatihan Transaksl lntemas!onal, " ( Makalah 
rlisampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. Bank Negara Indonesia, Jakarta, 19-21 Juni 
2007) 
6 ibid 
1 Gunawan Widjaja& Ahmad Yani, op cit, h.2 menyebutkan bahwa Teori keunggu!an kompelitif 
dikembangkan oleb Michael E. Porter dalam bukunya Competitive Advantage dan Competitive 
Strategy. 
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tertinggal dari nega:ra lain. Kemudian dari sisi ekonomi karena adanya 

ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan dan industri antar negara serta 

adanya persaingan antar negar,;. atau anta:r perusahaan dalam negara yang 

semakin ketat untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi, efektifitas yang 

optimal. 

Timbulnya perdagangan intemasional memberikan hak dan kewajiban bagi 

roasing- masing pihak yang terlibat. Di satu sisi memiliki hak untuk memperoleh 

barang atau jasa yang diinginkan dengan membawa kewajiban untuk melakukan 

pembayanm atas barang atau jasa tersebut' Pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut melibatkan peran serta pihak ketiga lainnya seperti misalnya jasa 

pengangkutan dan bank. 

Bank memainkan peranan penting bagi kelangsungan perdagangan intemasional. 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentu.k kredit dan atau 

bentu.k- bentu.k lainnya dalarn rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak9 

Hal ini sesual dengan definisi bank pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten!arlg 

Perbankan. Me!alui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan 

lembaga keuangan yang kegiatan adalah sebagai berikut : 10 

Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya 

dalam hal ini bank sebagai tem.pat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi 

masyarakat Tujuan ut.ama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk 

1 indi;a Carr and Richard Kidner, Slalutes Cll'ld Conventions on Jnrernarfonal Trcdc Law, 4th Edition 
(USA: Cavendish Publishing Limited, 2003) 
Uniform Laws on Intentarional Sales act.1967 chap1er lil article 1$. Da:lam Indira Carr and Richard 
Kidner disebutkan babwa : The Seller shall effect delivery ofthe goods, hand over any documents 
relating there to and transfere the property in the goods and required by the contracl and the present 
Jaw. 
Uniform Laws on International Sales act.I967 chapter JV article 56. Dalam Indira Carr and Richard 
Kidner disebutkan bahwa: The Buyer shall pay the price for the goods and take delivery of them, as 
required by the contra;;t and the present Jaw. 
9 Dr. Sentosa Sembiring. SH.1 MH., Himpunan Lengkop Undang- Undang Tcntong !'erhankan, cet I, 
\Bandung: Nuansa AuJia, 2006) 
° Kasmir, SE., MM., op cit, tLJ 
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keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua alasan berinvestasi adalah untuk 

memperoleh hasil atau bunga dari sirnpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk 

memudahk:an me1akukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, balk untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, 

bank menyediakan sarana yang disebut sebagai simpanan. Jenis simpanan itu 

sendiri sangat bervariasi tergantung bank yang bersangkutan. Namun secara 

umum jenis simpanan yang ada di bank adalab simpanan giro (demand deposit), 

simpanan tabungan (saving deposit), dan simpanan deposito (time deposit). 

Kegiatan bank lainnya adalab menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya 

adalab bank memberikan pinjarnan (kredit} kepada masyarakat yang 

mengajukan permohonan. Dalam hal ini bank menyediakan dana bagi 

masyarakat yang membutuhkan yang memenubi syarat dan kondisi yang 

ditetapkan masing- masing bank agar bank terhindar dari kerugian karena 

ketidakrnampuan pengembalian dana yang telab dikeluarkan oleh bank. Jenis­

jenis laedit yang diberikan tergantuug kepada masing- masing bank dan 

tergantung kebutehan caJon penggunanya seperti laedit modal kerja, kredit 

investasi dan kredit konswntif. 

Selain itu bank juga mcmberi jasa- jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang 

(transfer), penagihan surat- sura! berharga yang berasal dari dalarn kota 

(clearing), penagihan sura!- surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar 

negeri (inkaso),/etter of credit (sealnjutnya disebut IJC), safo deposit box, bank 

garansi~ bank notes, travellers cheque dan jasa lainnya. Jasa- jasa bank ini 

merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan 

menyalurkan dana, 11 

Secara ringkas kegiatan bank sebagai lernbaga keuangan dapat digamharkan 

sebagai berikut : 

lllbid, h.4 
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Bank 

I Menghimpun dana I Menyalurkan dana J~a~ jasa lainnya 

Kegiatan bank yang telah dijelaskan tersebut hanya dilakukan o!eh bank umum 

dan bank perkreditan rakyat. Selain kedua jenis bank yang dilihat dari fungsi 

tersebut masib ada Bank Indonesia yang disebut sebagai bank sentral dan hanya 

satu saja yaitu Bank Indonesia yang memiJikJ fungsi tersebut, 12 

Dalam kaitannya dengan perdagangan intemasional dimana peran bank sebagai 

pibak ketiga sangat diperlukan dewasa W karena dalarn perkembangannya 

dengan sistem barter para pelaku usaha menemukan kesulitan untuk menemukan 

lawan yang sesuai dengan masing~ masing kebutuhan maka kemudian dikenal 

sistem moneter dimana bank sangat berperan. Sistem moneter pada mulanya 

dibuat darl kepingan logam mulia narnun dengan modernisasi yang semaldn 

berkernbang diciptakan pula alat tukar dalam bentuk kertas selain dalam bentuk 

kepingan logam. 

Pada akhimya dalam praktek perdagangan intemasional saat ini muncul suatu 

kemudahan dalam proses pembayaran dengan fasilitas yang disebut dengan LIC 

dimana masing- masing pihak merasa dilindungi kepentingannya. 13 Pemikiran 

filosofis yang melatarbelakangi penggunaan LIC adalah terjaminnya 

pembayaran bagi para pibak terkait dalaru transaksi LIC.14 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya al:an disebul BNI) ada!ah 

salah satu bank yang melayani pembukaan fusilitas UC bagi nasabahnya. 

11 Ketut Rindjin, Pengantar Pet'banlwn dan Lemboga Kew:mgan Bukan BanA, cet.l (Jakarta; 
PT.(iramedia Pustaka Utama. 2000), b.I7 
13 Michael Rowe, Leuers ofCredil, (Londoo: E.uromoney Publications Limited, l985 ), p.31 
14 Agus Sudrajat. SM., eta!., "Masalal! Eukum LC sebagoi Alar Pembayaran Dalam Perdagangan," 
(Makalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1997), h.Ll 
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Pembukaan fasHitas UC bagi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang 

telah ditetapkan secara intern o)eh perosahaan dengan tetap mengacu pada 

ketentuan nasional dan intemasional. Pembukaan fasllitas UC pacla awalnya 

dapat diajukan oleh nasabah pada kantor cabang tempat nasabah membuka 

rekening. Namun kemudian kebijakan perusahaan mengatur bahwa pembukaan 

fasilitas LIC tersentralisir pada suatu divisi sa1ah satunya sebagai akibat dari 

kasus UC Cabang Kebayoran Barn, dimana teijadi transaksi UC fiktif sejumlah 

l, 7 triliun." 

Pada rna.sa kasus tersebut terjadi, kewenangan membuka UC sepenuhnya ada 

pada kantor cabang sehingga fungsi kontrol dan monitor menjadi terbatas pada 

cabang terse but. Plafond nominal yang diberikan pada suatu kantor cabang juga 

sangat besar sehlngga dengan kondisi yang demikian kemungkinan teljadi fraud 

sangat besar. Dengan pertimbangan tersebut kemudian kewenangan tersentrallsir 

pada suatu divisi yang di BNI dinarnakan dengan Divisi IntemasionaL Sejalan 

dengan perkembangan bisnis justru sentralisasi tersebut membuat nasabah 

menjadi malas membuka UC karena pertimbangan jarak sehlngga sekarang 

terjadi penyesuaian kembali untuk: meroberikan kewenangan bagi cabang nntuk 

melakukan proses pembukasn LIC dengan memberikan limit tertentu yang 

disebut dengan limit NWE. Kebjjakan yang sering disesuaikan ini tentu saja juga 

berimbas pada penyesuaian parangkat hukum yang menjadi dasar bagi cabang 

untuk melakukan transaksi LIC. 

B. POKOK PERMASALAHAN DAN TUJUAN PENELITIAN 

Perdagangan intemasional merupakan kegiatan yang berlangsung lintas negara 

dan benua yang sudah tentu mempunyai peraturan huk:um dan budaya yang 

berbeda maupun cara berdagang. Denga.n adanya perbedaan tersebut otomatis 

eksportir maupun importir mengbadapi resiko dalam kegiatan perdagangan 

intemasio~aJ. Oleh karena itu bank ha.rus dapat be~peran sebagai lembaga yang 

15 Hardy R. Hermawan. "Selamat, Tapi Karena Utang", Trust {November 2003): 10~1 l 
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mengakomodir kepentingan masing~ masing pihak eksportir maupun importir 

dengan segala karak1eristiknya.16 

Keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini akan mengacu kepada sumber 

pustaka yang relevan dan praktek perbankan di BNL Adapun yang akan menjadi 

pennasalahan dalam penelitian ini adalah : 

I, Bagaimana peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir 

melalui kewenangannya dalam proses LIC, Peran bank dimaksud akan 

difokuskan pada fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NEW) di cabang, 

dalam hal ini adalah di Kantor Cabang May. 

2, Bagaimana resiko yang dihadapi para pihak dalarn ttansaksi LIC 

sehubungan dengan prinsip dasar bahwa LIC adalah transaksi 

berdasarkan dokumen dimana pihak bank hanya berurusan dengan 

dokumen tanpa rnelihat fisik dari isi dokumen tersebut. 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian lni adalah : 

L Untuk mencari s~auh mana peran bank sebagai lembaga yang mernilikl 

nilai strategis dalam kegiatan perdagangan intemasional a:pakah telah 

memenuhi fungsinya dalam mengak:omodasi kepentingan dan importir 

dalarn hal ini melalui filsilitas limit NWE secara maksimal. 

2. Memberikan pengertian mengenai LIC dimana bagi pihak bank adalah 

transaksi berdasarkan dokumen saja dan resiko~ resikonya bagi piliak 

terkait. Sehingga dalam hal ini penulis juga akan menjabarkan 

penj elasan- penje!asan yang mendukang bahwa tanggung jawab bank 

adalah terbatas pada dokumen saja. 

C. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

1~ Lloyd .B, Thomas, Money, Banking and Financial Markets, (USA: The McGraw- Hill Companies, 
1996), p.99 
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Berkaitan dengan hubungan perdagangan yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi eksportir dan importir; dimana ada kewajiban melakuk:an pembayaran dan 

rnengirimkan barang, maka proses pengiriman dan pembayaran tersebut menjadi 

sesuatu yang penting. Pada mulanya sebelum dikenal fasilitas UC dikenal cara­

cara pembayaran sebagai berikut: 17 

1. Pembayaran dimuka ( advance paymen() 

2. Open account (perhitungan kemudian) 

3. lnkaso (collection draft/bill of collection) 

4. Konsinyasi 

Pembayaran dengan sistem tersebut diatas tidak memberikan kedudnkan 

seimbang pada importir dan eksportir o1eh karena itu kemudian dikenal sistem 

pembayaran dengan UC. UC merupakan salah satu sarana pembayaran dalam 

perdagangan intemasional. UC termasnk dalam jenis kredit non cash. Jenis 

kredit ini diperlukrm berkaitan dengan adanya transaksi luar negeri yang 

melibatkan lernbaga perbankan. Maka transaksi yang menggunakan UC berarti 

harus melalui prosedur perbankan, dalam hal ini tennasuk produk trade finance, 

yaitu pembiayaan kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan transaksi ekspor 

impor. 

UC adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam 

perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahk.an 

penyelesaian kewajiban kepada pihak Jawan. 11 UC dapat diartikan sebagai surat 

yang dikeluarkan bank bersangkutan dan ditujnkan kepada eksportir di luar 

negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. lsi surat tersebut menyatakan 

bahwa ekspertir penerima UC diberi hak olah importir untuk menarik wesel 

(surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka ,. untuk sejumlah 

uang yang disebut da1am surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamJn 

17 S. Tamer Cavusgll, Gary Knight, and John R, Ricsenberger, International Business Strategy, 
Management, and the New Realities, (New Jersey: Pearson Education, Inc., 2008), p.3'17. 
Jt Kartono, SH., Komentar Tentang,· Sural Kredft (LIC. Letter a/Credit), Konosemen (8/L, Bill of 
Lading), Wesel (BIE, Bill of Exchange), Dokumen~ dakumen laincya, ceLl, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
1980), h.9 
19 Bank Pembuka ! Opening Bank I Issuing Bank adalah baok yang berdasarkan permintaan, membuka 
fasilitas LIC. 
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untuk mengakseptifl0 wesel yang dltarik tersebut asal sesuru dan memenuhi 

semua syarat yang tercantum di dalam surat terse but. 

Ada juga yang mendefinisikan L/C sebagai suatu perjanjian~ apapun namanya 

atau maksudnya, dimana suatu bank (issuing bank) bertindak atas pennintaan 

dan instruksi seorang nasabah (applicant) atau atas namanya sendiri untuk: 

L Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga (beneficiary) atau ordemya 

(orang yang ditunjuk oleh pihak ketiga), atau mengaksep atau membayar 

wesel~ wesel yang ditarik oleh beneficiary, atau 

2. Memberi kuasa kepada benk lain unt\lk melakukan pembayaran tersebut. 

atau untuk mengaksep atau membayar wesel- wesel tersebut, atau 

3. Memberi kuasa bank Jain unt\lk menegosiasi atas pembayaran dokumen­

dokurnen ditetapkan selarna persyaratan dan kondisi dari !credit yang 

bersangkutan sudah dipenuhi. 21 

Jenis- jenis UC ada bermacam~ rnacam dimana ma.sing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak. 

Secara global UC dapat dikelompokan menjadi 2 ( dua) rnacam, yaitu UC yang 

urn urn dan UC yang khusus. 22 

Jenis- jenis UC yang umum adalah sebagai berikut : 23 

20 Hartono Hadisoeprapto, SH., J<redit Beniokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual 
Beli Perniagaan, (Yogyakarta: Uberty, 1991), h,96 
Akseptasl adalah suatu penyataan kesanggupan dati pihak tersangkut untuk menerima perintah dati 
pihak penerbit guna melakukan pembayaran alas wesel kepada pemegangnya pada tanggal yang 
ditentukan atau pada harj gugur. 
at ICC Unlfonn Customs and Practise for Documentary Credits (UCP 600) Rev. 2007 Article 2 which 
mentioned that : 
For lhe purpose of these rules, Credlt(s) means any ammgement, however named or describe, that is 
irrevocable and thereby constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying 
presentation. 
Honour means : 

i. To pay at sight lfthe credit is available by sight payment. 
ii. To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is deferred 

payment. 
iii. To accept a bill of exchange (draft) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit 

is available by acceptenace 

:a rry Widiyono, A.spek Hukum Opel'f.lsional Transaksi Produ.kPerbankan Di indonesia, cet l, ( 
Jakarta: Gllalia lndonesia, 2006) 
;u Hamdan!, Seluk B2luk Perdagangan Eksp<Jr-lmport, cet fl, (Jakarta : Yayasan Bina Usaha Niaga 
indonesia (Bushindo), 2007), b, 304 
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24 Ibid 

1. Revocable VC 

2. Irrevocable VC 

3. Irrevocable Confirmed lJC 

4. Irrevocable Unconfirmed UC 

Jenis- jenis UC yang khusus adalah sebagai berilrut : 24 

1. Revolving VC 

2. Red Clause VC 

3. Transferable VC 

4. Back to Bank IIC 

5. Straight VC 

6. Restricted VC 

7. Negotiable VC 

8. Premiliminary VC (Preadvice) 

9. Merchant's 1/C 

10. StandbyVC 

Namun demikian tidak semua bank dapat memberikan fasilitas jasa L/C bagi 

importir dan eksportir. Hanya bank devisa sajalah yang dapat menerbitkan UC. 

Dari segi status, jenis bank dapat dikategorikan sebagai berilrut : 

1. Bank Devisa25 

Merupakan bank yang telah mendapat ijin dari Bank Indonesia untuk 

melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata 

uang asing secara keseluruhant misalnya transfer ke luar negeri, inkaso 

keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran UC. 

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2. Bank non devisa 

Merupakan bank yang beium mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sebingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan 

lS H. Djauhari Ahsjar, SH.,S.Sos .• Msi., Pftdoman Transaksi Ekspor& lmpor, cetl, (Jakarta: Prestasi 
Pustaka, 2007), h-6 
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kebalikan dari bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam 

batas- batas negara. 

Untuk membuka fasilitas LIC banyak melibatkan pihak- pihak baik dari importir 

maupun dari sisi eksportir, Pihak- pihak yang umumnya terlibat antara lain 

adalah: 26 

1, Opener atau Applicant 

lmportir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka L/C guna 

keperluan penjual atau eksportir disebut sebagai opener atau applicant dari 

LIC. 

2. Opening Bank atau Issuing Bank 

Bank devisa yang dimintai bantuan oleh importir untuk membuka suatu 

LIC untuk keperluan ekspoitir disebut opening bank atau issuing bank. 

Bank devisa inilah yang akan memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh 

karena itu bonafiditas L/C yang diterbitkan tergantung nama balk dan 

reputasi dari bank devisa yang membuka fasilitas LIC tersebuL 

3. Advising 

Opening Bank membuka LIC untuk eksportir melalui bank lain di negara 

eksportir yang menjadi koresponden dari Opening Bank tersebut. Bank 

korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan arnanat yang 

terkandung dalarn LIC kepada ekportir yang berhak. Oleh karena itu bank 

koresponden bersangkutan disebut Advising Bank atau bank penyampai 

amana!. 

4. Beneficiary 

Eksportir yang menerima pembukaan LIC dan diberi hak untuk menarik 

uang dari dana LIC yang tersedia. Beneficiary dapat dikatakan sebagai 

penerima LIC. 

5. Negotiating Bank 

Di dalam LIC biasanya disebutkan bahwa beneficiary boleh menguangkan 

(rnenegosiasikan shipping document) melalui bank mana saja selama 

memenuhl syarat dalarn LIC. Bank yang melakukan pembayaran alas 

16 Supriyo Adhibroto,Letfer ofCredit Dalam Teoridan Pniktck, eeL Jl, (Semarang: Dahara Prize, 
1997), h.51 
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dokumen tersebut disebut sebagai Negotiating Bank Tapi ada kalanya 

dalam LIC menyebutkan bahwa negosiasi (pembayaran) LIC hanya boleh 

dilakukan pada bank tertentu saja. 

Dengan demikian L/C berfungsi antara lain : " 

J, Merupakan suatu penjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi 

perdagangan internasional. 

2. Memberikan pengamanan bagi pihak- pihak yang terllbat dalarn transaksi 

yang diadakan. 

3. Merupakan instrumen yang didasarkan hanya pada dokumen- dokumen 

dan bukan atas barang dagangan atau jasa. 

4. Membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada. importir 

dan memonitor penggw1aaru1ya. 

Kedudukan LIC sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dengan kontrak 

penjualan alau kontrak lainnya yang menjadi dasar L/C tersebut dan bank sama 

sekali tidak bersangkutan atau terkait dengan kontrak antara importir dan 

eksportir yang tercantum daJam L!C.28 

Untuk meminimalisir resiko yang mungkin teijadi bagi importir dan eksportir, 

maka masing~ masing pernain melaui bank-nya masing- masing, juga negara~ 

negara dunia barus memahami peraturan huk:um yang berlaku secara 

intemasional. 29 Dalam hal ini peraturan yang mengatur mengenai tata ca.ra 

perdagangan secara internasional salah satunya adalah Uniform Custom and 

Practise for Documentary Credit (UCPDC) yang dikeluarkan oleh Kamar 

Dagang lntema.sional (International Chamber of Commerce I ICC) yang 

berpusat di Paris. Narnun demiklan UCPDC ini bukan merupakan produk hukum 

melainkan merupakan penyeragaman kebiasaan praktek mengenai transaksi 

perljaminan (kredit) berdokumen, sehingga aturan dalom UCPDC ini baru 

berlaku jika para pihak menyatakannya dalarn setiap L/C. International 

Chamber of Commerce telah banyak mengeluarkan aturan UCPDC dan yang 

z; Hamdani, op cit, hA08 
73 Ramlan Ointing, Tumsaksi Bisnis dQn Perdagangan lnternasional, (Jakarta: Safemba Empat, 2007), 
h. 13 
1~ M,Solehudin, Tindak Pidana Perbanlwn, Edisi 1 CetJ, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997} 
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terakhir adalah UCPDC 2007 Revision, ICC Publication No.600, Sebelum 

digunakan UCPDC 600 adalah UCPDC 500 yang merupakan pembaharuan dari 

UCDC 400.30 UCPDC selalu mengalami pembaharuan sejalan dengan 

perkembangan praktek perdagang<in internasional, 

Selain penyeragarnan dalarn bentuk UCPDC, ada juga yang disebut dengan 

International Standard Banking Practise (ISBP) yang juga diterbilkan oleh ICC 

ISBP ini merupakan custom pelengkap praktis pasal- pasal pada UCPDC dan 

dapat dlkatakan sebagai pengisi kekosongan antara prlnsip- prinsip umurn 

sebagalmana dinyatakan dalam ketentuan/ pasal pada UCPDC. 

Peraturan lainnya adalah International Standby Practise (ISP) yang diterbilkan 

oleh ICC. Peraturan ini lebih kepada praktek dalarn pemakaian fasiliil!s standby 

LIC dan pengelolaan transaksinya termasuk kineija, finansial, dan Surat Kredit 

Siaga Pembayaran Langsung. 

Kemudian dikenal pula Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) yang 

diterbilkan oleh ICC Ini merupakan penjelasan peraturan yang mengatur 

transaksi pemberian guarantee I jaminan, bond atau jaminan pembayaran 

lainnya yang berhubungan dengan counter- guarantee. 

Sedangkan custom yang mengatur lalu lin!as pembayaran (settlement) transaksi 

antar hank yang terkeit menggunakan J.JC ada dalam Uniform Rules for Bank to 

Bank Reimbursements (URR) Under Documentary Credit yang diterbitkan oleh 

ICC. 

Custom yang mengatur transaksi dengan collection (menagih pembayaran) yang 

umumnya penagihan transaksi tanpa LIC juga diterbitkan oleh ICC dan disebut 

sebagal Uniform Rules for Collection (URC). 

ICC juga menerbitkan apa yang disebut dengan International Commercial Terms 

(INCOTERMS) yang pertama kali diterbitkan tahun 1936 yang kemudian 

Jo John F. Dolan, The Law ofLetrer$ of Credit and Commercial and Standby Credits, Revised Edition, 
(Warren, Gorham and Lamont, 1996}, pA,:£0 
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dilakukan penambahan pada tahun- talmo berikutnya. lNCOTERMS merupakan 

aturan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban 

pembeli dan penjual dalam transaksi internaslonal terutama yang rnenyangkut 

syarat penyerahan barang dan biaya yang terkait dengan delivery barang dan 

lain~ lain. 31 

Secara nasional) dalam praktek transaksi perdagangan internasional selain harus 

memperhatikan peraturan yang berlaku secara intemasional per!u diperhatikan 

juga peraturan yang berlaku di dalam negeri seternpat yang menyangkut dan 

mengatur tata niaga transaksi intemasiona1 misalnya peraturan dari Departemen 

Perdagangan dan Industri, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bank 

Indonesia dan sebagainya. Serta harus diperhatikan pula peraturan negara 

setempat yang menjadi lawan dalam perdagangan intemasional tersebut 

misalnya restrictions, custom, quota regulation dan sebagainya. 

Dalam praktek perbankan di BNI, pemberian fasilitas UC ini harus melalui 

prosedur tertentu yang telah ditet.apkan dan menjadi kebijakan intern 

perusahaan. Prosedur baku tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bexwenang 

dalam penerbit.an LIC dan melalui beberapa unit atau divisi yang berkaitan satu 

sama lain. Prosedur dan kebijakan tersebut pada dasarnya diharapkan 

memberikan kemudahan begi pemohon UC. 

Pemohon UC di BNI terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu nasabah 

simpanan dan nasabah pinjaman. Secara organisasi, pelayanan bagi nasabah 

simpanan dan nasabah pinjaman tezpisah dalam unit- unit yang berbeda. 

Nasabah simpanan berhubungan penuh dengan kantor cabang sedangkan 

nasabah pinjaman berhubunganjuga dengan unit kredit yang terpisah dari kantor 

cabang. Begitu pula akhimya dengan pernbukaan fasilitas UC bagi nasabah 

pinjaman yang menggunakan fasHitas plafond hams dengan analisa dari divisi 

kredit sedangkan untuk nasabah simpanan saat ini pe!ayanan untuk pembukaan 

UC tersentralisir pada Divisi Intemasional dan saat ini cabang akan diberikan 

kewenangan untuk melayani nasabah simpanan. 

:;
1 H. Djauhari Ahsjar, SH., S.Sos., Msi., op cit, h,237 
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0. METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konsepsionai dan landasan atau 

kerangka teoritis menj adi syarat yang sang at penting. DaJam kerangka 

konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertlan yang akan 

dipergunakan sebagai dasar pene!itian hukum. Sementara di dalarn landasan/ 

kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai 

suatu sistem aneka ajaran atau theorema. 32 

Kemudian untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan 

penulis akan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menca.ri 

kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variahel 

dan hubungan antar variabel, dan memiliki daya generalisasi yang baik, 

meskipun dalam deskripsi dan generalisasi ini tidak digunakan angka- angka, 

meskipun kebenaran ini tidak bebas konteks. Kuantitatif juga mengacu pada 

keakuratan deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan hubungan antara 

satu variabel dengan variabellainnya. yang disebut sebagai internal validity atau 

linking power. lJ. 

Penelitian knantitatif sebenamya tidak banya berurusan dengan kuantita. Paling 

tidak dalam ilmu sosialj kata kuantitatif ditafsirkan secara bebas sebagai 

keakuratan deskripsi suatu variabel dan keakuratan hubungan antara suatu 

variabel dengan variabel !ainnya, serta memiliki daerah aplikasi (genera!isasi) 

yang luas. 34 

Pendekatan knantitatif inl juga akan dilakukan secara deskriptif dan 

eksplanatoris, deduktif- induktif dengan berpijak dari teori dan konsep yang 

baku. Kemudian pcnulis juga akan menggunakan metode dimana variabel­

variabel yang akan digunakan telah ada sejak awal dan dapat digeneralisasikan.35 

n Prof. Dr. Soejono Soekanto, S,H., M.A. dan Sri Mamudj i, S.H., M.L.L., Peneiilian Hukum Narmarif 
Suatu TinjauanSingkot, cet.l, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006) , h. 7 
33 Prasetya Irawan, Penelitlan Kualitaiif &: Kuanlitatif Untuk llmu- llmu Sosial, cet. I, {Jakarta : 
Departemen Jlmu Administrasi Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Polltik Universitas Indonesia, 2006) • 
h. !OJ 
34 ibid 
35 Burhan Ashshofa, Metode Peneliticm Hultum, cet. IV, (Jal<arta: Rineka Cipta, 2004) 
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Dalam menjawab permasalahan yang telah dlrumuskan, penulis akan 

menggunakan data sekunder yang mencakup data- data sebagai berikut : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, contobnya : 

a. Norma atau kaidah dasar 

b. Peraturan perundang- undangan 

c. Yurisprudensi 

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikun penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti rancangan undang- undang, basil penehtian, hasU 

kruya hukum, dan lain· lain. 

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhsdap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan 

ensildopedia. 

Data sekunder itu sendiri ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifut publik, 

dengan cirl- ciri sebagai berikut :36 

I. Data sekunder pada umwnnya ada da!am keadaan siap terbuat (ready­

made) 

2. Bentuk maupun lsi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti~ 

peneliti terdahulu 

3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 

temp at. 

Dernikian langkah· langkah yang akan dilakukan pene!iti dalarn menceri 

jawaban atas rumusan permasalah yang ada. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulis akan menulis mengenai fasilitas L/C da!am kaitannya dengan 

perdagangan intemasional, dengan mengarnbil judul Letter of Credit Sehsgai 

Sarana Pembayaran Dalam Perdagangan Internasiona!, Praktek Negosiasi Wesel 

Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk. 

36 Prof. Dr, Soej{JnO Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., op cr'J, h. 24 
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Penjelasan- penjefasan akan diberikan melalui bab per bab dalam tesis ini yang 

keseluruhannya terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut ; 

BABI PENDAHULUAN 

A, Latar Belakang 

B. Pokok Pennasalahan dan Tujuan Penelitian 

C. Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 

D. Metodologi Penelitian 

E. Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN 

INTERNASIONAL, LETTER OF CREDIT DAN BANK 

A. Konsep Pemahaman Perdagangan Intemasional, Letter of Credit 

dan Bank 

1. Pemahaman Perdagangan Internasional 

2. Pemaharnan Letter of Credit 

3. Pemaharnan Bank 

B. Strnktor Organisasi BNI 

BAB Ill TRANSAKSI LETTER OF CREDIT Dl PT. BANK NEGARA 

INDONESIA (PERSERO) TBK 

A. Prinsip Dasar UC 

B. Prosedur Pembnkaan LIC pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero) Thk 

C. Kendala Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang 

D. Resiko UC Sebagai !nstrumen Pembayaran Berdasarkan 

Dokurnen 

BAB IV PRAKTEK TRANSAKS! LETTER OF CREDIT DI PT. BANK 

NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK 

A. Peran BNJ dalarn Mengakomodasi Kepentingan Eksportir 

1. Penerapan Fasilitas Limit NWE di Kantor Cabang 
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2. Kewenangan Kantor Cabang Mela)ui Fasihtas Limit NWE 

B. Resiko yang Dihadapi Para Pihak Dalam Transaksi IJC 

1. Masalah· Masalah Dalam Pelaksanaan Pembayaran LIC 

2. Pemberlakuan UCPDC Dalarn Perspektif Hukum Nasional 

dan Hukum Perdata Intemasional 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BABII 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL, LETTER 

OF CREDIT DAN BANK 

A. KONSEP PEMAHru'I1AN PERDAGANGAN INTERNAS!ONAL, LETTER 

OF CREDIT DAN BANK 

Pada bab ini penulis akan menjeJaskan mengenai dasar pemikiran dalam penulisan 

tugas akhir ini dan yang akan menjadi teQri dasar atau acuan dala.m mencari jawaban 

atas rumusan permasalahan. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Letter of Credit 

Sebagai Sarana Pembayaran DaJam Perdagangan Internasjonal, Praktek Negosiasi 

Wesel Ekspor di PT. BNI (Persero) Tbk. maka pembahasan akan mencakup 

beberapa hal yaitu mengenai fasilitas L!C itu sendiri, kemudian perdagangan 

interna.sional dan subyek yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Pada bab pendahuJuan telah diberikan gambaran singkat dan umum mengenai topik 

bahasan ini. Sebagai informasi penelitian ini terutama akan mengacu khususnya 

pada praktek perbankan Oi BNI, mengenai kewenangan dan proses pembukaan UC 

serta praktek perbankan pada umumnya. 

I. PEMAHAMAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 

Perdaganga.n diawali dari sistem barter dengan instrumen pembayamya adalah 

barang dani ~tau jasa.37 Sistem barter di kemudian hari menimbulkan kesulitan 

da\am mencari partner yang sesuai dengan kebutuhan karena keragaman kebutuhan 

dari masing- masing individu dengan individu.38 Walaupun saat ini sistem barter 

masih digunakan namun selanjutnya muncul sistem moneter dengan menggunakan 

logam mulia yang memiHki nilai standar yang diakui oleh masyarakat dan kemudian 

)
7 Michael Rowe, Lett~rs of Credit, op cit, p.l38 

st Gunawan Widjaja & Ahmad Yan~ opcit, h. II? 
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sejalan dengan tingkat modernisasi masyarakat yang semakin berkembang maka. 

dalam sistem moneter kemudian dikenaJ pula mata uang kartal dalam bentuk logam 

dan kertas. Dengan diterimanya mata uang kartal oleh masyarakat maka sistem 

perdagangan menjadi jauh lebih mudah karena standar mata uang ini telah diakui 

dalam masyarakat setempat. Bahkan dewasa inl mulai dikenal beberapa jenis mata 

uang yang telah berlaku lintas negara. 

Namun dengan laju globalisasi yang semakin luas tuntutan pemenuhan kebutuhan 

tidak lagi terbatas pada letak geogra:fis. Perrlagangan telah meiuas menjadi lintas 

negara yang kemudian diistilabkan dengan perdagangan internasionaJ.39 Bahkan 

dewasa ini hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang betul- betui dapat 

memenuhi kebutuhannya dari basil praduksi negaranya sendiri.40 

Beberapa Hteratur mendefinisikan perdagangan intemasional sebagai berikut: 

Perdagangan intemasional didefinisikan sebagai perdagangan luar negeri yang pada 

hakekatnya berarti menyelenggarakan fungsi- fungsi marketing { pemasaran ) yaitu 

pelaksanaan dart kegiatan usaha dan niaga yang diarahkan kepada yang 

bersangkutan dengan mengalimya. barang- barang atau jasa- jasa dari pihak produsen 

sampai kepada konsumen pada tingkat internasional atau dengan kata Jain masing~ 

masing piha.k produsen dan konsumen dipisahkan oleh batas kenegaraan 

(geopolitisJ'' 

Perdagangan adalah salah satu kegiatan bisnis yang meHputi investasi, produksi, 

pemasaran~ dan lain~ lain~ dimana perdagangan yang berkaitan dengan transaksi 

barang dan jasa. Suatu kondisi jika suatu produk melintasi batas suatu negara dengan 

maksud diperjual~ belikan maka disebut sebagai perdagangan intemasional. Dalam 

perdagangan internasional kegiatan jual beli tersebut dinamakan transaksi ekspor 

impor. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berlangsung lintas negara 

:w S.TamerCavusgit, Gary Knight. and John R. Riesenberg, op cit, p.5 
40 Amir MS., Sctuk Beluk den Te!wik Perdagangan Luar Negeri cet.lX, (J<Ikarta : PPM, 2000), h. 97 
41 ibid 
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dan benua dimana terdapat perbedaan peraturan hukum dan budaya maupun cara 

berdagang. 42 

Perdagangan internasional adaiah proses pertukaran barang dan jasa antar negara 

melalui kegiatan ekspor dan impor yang diiakukan berdasarkan keunggulan 

komparatif dan keunggulan mutJak yang dimiiiki suatu negara dalam menyediakan 

produk~produk tertentu, yang memberikan dasar dari suatu pembagfan kerja 

intemasional.43 

Perdagangan itu sendiri melibatkan minimal pembeli dan penjual yang kemudian 

meluas menjadi banyak pihak terutama jika perdagangan tersebut terjadi lintas 

negara. Pembeli atau disebut juga pihak importir dan penjual atau disebut juga pihak 

eksportir adalah pihak utama dalam suatu transaksi perdagangan. Maslng~ masing 

pihak ini kemudian memlliki hak dan kewajiban yang rnelekat dari suatu 

kes.epakatan dagang. Di satu sisi importir berhak mendapatkan obyek perdagangan 

dengan membawa kewajiban melakukan pembayaran atas obyek perdagangan 

tersebut, dan begitu pula sebaliknya dengan eksportir. Eksportir memiliki hak untuk 

mendapatkan pembayaran atas obyek dagang miliknya. 

Hak dan kewajiban atas perda.gangan internasional tersebut salah satunya adaJah 

melakukan pembayaran kepada pihak lawan.44 Pembayaran ini kemudian menjadi 

persoalan karena perdagangan dilakukan lintas negara yang otomastis banya.k 

terdapat perbedaan yaitu jarak lokasi antar subyek perdagangan yang mengakibatkan 

pembayaran tidak dapat di!akukan secara tradisionai. Perbedaan in! juga menjadi 

lebih kompleks karena melibatkan kepentingan lebih dari sa~ sistem bukum. 

Perbedaan negara antara para pihak mengakibatkan hukum yang melekat pada 

subyek hukum tersebut berbeda karena masing- masing pihak tunduk dan terikat 

,.2 Hamdani, op cil, h, 1 
.u Irawan Sri Kartika, "Bkspor~ lmpor, Pe!lgenalan Ttansaksi, " (File Presentasi Pribadi, September 2008 ), 
h.l 
·~ Prof.R.Subekli, SH., Kitab Undang- Undang Hukum Perdnta, (.lakarta: Pradnya Paramita.1996) Ps.J513 
KC\vajiban utama si pembeli ialah mcmhayar harga pembeiian, pada waktu dan di tempat sebagaimana 
ditetapkan menurut perjanjlan 
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pada hukum nega:ra maslng- masing dan kecenderungan yang terjadi adala.h masing­

masing pihak ini menghendaki perdagangan disepakati berdasarkan hukum 

negaranya masing- masmg demi rasa keamanan pribadi. Perbedaan tersebut 

mengakibatkan perdagangan intema.sional menjadi rentan terhadap penyelesaian 

pembayaran dan pengiriman obyek perdagangan. 

Perbedaan geografis dan geopoJitis mengakibatkan kegiatan perdagangan 

internasional lebih sulit dan berbelit-belit. Selain karena perbedaan sistem hukum 

seperti tersebut sebelumnya juga terdapat perbedaan waktu di negara para piha!4 

sehingga menimbulkan kendala~ kendala lain yaitu diperlukannya tenggang waktu 

pengiriman barang. penjuai dan pembeli tidak saling mengena! secara pribadi 

sehingga menimbulkan resiko transaksi, pembeli menghendaki pembayaran 

dilakukan setelah menerima barang, sedangkan penjual menghendaki pembayaran 

dapat diterjma setelah barang dikirim. Selain itu, dalam hal bargaining position jika 

penjual lebih temah maka ia !taros membiayai pembeli (seller's credit), dan jika 

bargaining position pem.beH lebih iemah maka ia: harus memblayai penjual (huyer•s 

credit I advance payment).45 

2. PEMAHAMAN LETTER OF CREJ>IT 

Banyaknya kendala yang muncul tersebut tidak menghentikan proses perdagangan 

internasional karena faktor ketergantungan antar negara yang sangat tinggi. Maka 

diperJukan .suatu solusi yang dapat menjernbatani kepentingan masing- maslng pihak 

untuk mengakomodasi masalah pembayaran. Daiam praktek perdagangan 

internasional dikenal macam~ macam sarana pemhayaran. Sistem pembayaran 

tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perdagangan itu 

sendiri.46 

4s Acbmad Ruslan dan Nyoman Suastini, Leller of Credit DalamNegeril Antar Pulou, Edisi I, (Jakarta: 
Institut Bankir Indonesia, 1993) 
46 Jan Ramberg, International Ccmmercial Transactions. 2M Edition, (Paris: ICC Publishing S.A,, 2000), 
pA3.4.3 
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Berikut macam- macam sistem pembayaran yang lazim digunakan dalam 

perdagangan intemasional. yaitu : 47 

l. Pembayaran dimuka (advance payment) 

Berdasarkan kontrak dagang. pihak pembell melakukan pembayaran terlebih 

dahulu meialui bank. Selanjutnya pihak penjual melakukan pengiriman barang 

setelah menerima pembayarannya. 48 

2. Open account (perhitungan kemudian) 

Berdasarkan kontrak dagang. pihak penjual melakukan pengiriman barang 

terlebih dahulu kepada pihak pembeli. Selanjutnya pihak pembeli me!akukan 

pembayaran setelah barang diterima.49 

3. Inkas.o (collection draft/ bill of colleclion)50 

Tenor collection ; 

DIP (delivery against payment) 

Penyerahan dokumen kepada pembeli setelah pembayaran. 

D/ A (delivery against acceptance) 

Penyerahan dokumen kepada pembeii dilakukan setelah Drawee 

melakukan akaeptasi draft. 

4. Konsinyasi 

PembeJi bertindak sebagai agen dari penjual. Berdasarkan consignment 

agreement, pihak penjual melakukan pengiriman barang kepada importir/ 

pembeli selaku Agen dan diteruskan kepada pembeli yang sebenamya. 

Selanjutnya pihak pembe1i sebena.rnya melakukan pembayaran setelah barang 

terjual dan selama masa penjualan, barang menjadi milik penjual. 

Dalarn sistem pembayaran tersebut bank tidak bertindak sebagai penjamin dan 

sistem pembayaran terSebut tidak memberikan kedudukan yang seimbang bagi para 

pihak sehingga akhimya dikenal sistem pembayaran leiter of credit atau Jazim 

41 Irawan Sri Kartika, op cit, h.8 
u Charles del Busto, iCC Guide 10 Documentary Credit Operatians[or the UCP 500, (Paris: ICC Publishing 
S.A., 1994), p.\9 
49 ibid 
!II ibid, p.20 
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disebut UC. LIC bersifat accesoir dari suatu perjanjian dagang. Sehingga L/C tidak 

mungkin dapat diterbitkan oleh bank tanpa ada suatu kontrak dagang (sales contract) 

sebagai kontrak dasar yang disepakati para pihak mengenai syarat pembayaran (term 

of payment). Sales contract tersebut me~pakan kesepakatan yang dibuat dan 

ditanda~tangani oleh pihak penjua} dan pembeli untuk melakukan jual beli barang/ 

jasa sesuai dengan syarat serta ketentuan yang telah disetojui. Pada dasarnya suatu 

sales contract terdirl dari terms of goods, terms of delivery, terms of payment dan 

documentalion.51 

1. Syarat tentang barang (Terms of Goods) adalah klausul yang disepakati dalam 

kontrak yang mengatur tentang barang meliputi 

a. Rincian da.ri barang meliputi 

i. Jenis barang (kinds of goods) 

ii. Type barang (type of goods) 

iii. Spesifika.si barang (specification of goods) 

iv. Keaslian barang (originality of goods) 

v. Asal barang (origin of goods) 

b. Jumlah dan kualitas barang (quantity and quality goods) 

c. Harga barang bersangkutan (price of goods) 

2. Syarat tentang pengiriman dan penyerahan barang (Terms of Delivery) 

a. Syarat pengiriman barang, meliputi : 

L Pelabuhan rnuat dan pelabuhan tujuan (port of loading and port of 

destination) 

;t Pelatihan Transaksi lrtternasional Modul U ( Makalah disampaikan pada Pelalihan Tnmsaksi Luar Nl.lgeri 
PT. Bank Negara Indonesia, Jakart~ September 2008) 
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ii. Klausul pengiriman sebagian- sebagian (partial shipmen!) 

diperbolehkan atau tidak 

iii. Pindah kapal (transhipment) diperboJehkan atau tidak 

b. Syarat penyerahan banmg 

Pasal~ pasal dalam kontrak mengenai syarat penyerahan ban:mg yang 

pada umumnya mengacu pada International Commercial Terms 

(INCOTERMS) 2000, sebagai suatu penyeragaman penafsiran terhadap 

syarat penyerahant peralihan resiko dan biaya dari penjual kepada 

pernbeli berdasarkan jenis alat transportasi yang dlgunakan. 

3. Syarat tentang pembayara.n (Terms of Payments) 

Pasa.J- pasal dalam kontrak dagang yang rnengatur tentang sistem pembayaran 

yang disepakati apakah menggunakan fasilitas LfC atau tanpa UC. 

4. Syarat dokumen (Documentations) 

Pasal dalam kontrak yang berisi persetujuan tentang jenis dokumen yang 

diperlukan dalam rangka realisasi kontrak. Jenis dokumen yang dipersyaratkan 

selain isinya yang ditentukan juga batas waktu penyerahannya, Secara garis 

besar dokumen yang h.arus diserahkan penjuall eksportir kepada 

pembeli/importir adalah. 

a. Dokumen financial, berupa draft! weseJ sebagai surat perintah tak 

bersyarat untuk membayar sejumlah uang. 

b. Dokumen komersial 

1. Invoice/ faktur sebagai bukti penjualan barang 

H. Transport documents sebagai bukti pengiriman/ pengangkutan 

iii. Insurance documents sebagai bukti penutupan resiko/ asuransi 

iv. Dokumen lainnya seperti certificate of origin1 analysis, inspection, 

packing list. weight list, dll. 
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Namun demikian UC itu sendiri merupakan suatu hal yang terpisah dari kontrak 

dagang karena L/C merupakan suatu sarana pembayaran dalam perdagangan 

internasional yang diterbitkan oleh bank atas permintaan eksportlr atau importlr 

(penjual dan pembeli). UC baru digunakan jika para pihak dalam perdagangan itt! 

sepakat untuk menggunakan fasilitas UC, dan penyataan kesepakatan tersebut 

biasanya tercantum dalam kontrak dagang yang dibuat.52 

UC adalah sa1ah satu solusi penyelesaian dart kendala tersebut karena merupakan 

sarana yang dapat merninimalisir resiko yang dihadapi oleh para pi.hak. Dalam 

mela.kukan transaksi perdagangan internasional, metode pembayaran yang paling 

aman bagi kepentingan para pihak adalah apabila melibatkan pihak bank sebagai 

penjarnin pembayaran, yaitu melaJui pembukaan Banker's L!C53 sebagai salah satu 

jasa trade finance. 

Sesuai dengan sifatnya dengan trade finance, pihak bank melakukan 

pengambilahhan resiko para pihak yang tlmbul dalam transaksi perdagangan 

internasionaJ dan dilakukan dengan membiayai pihak terkait tersebut. UC 

merupakan s:alah satu instrumen trade finance yang lazim dlgunakan oleh suatu bank 

untuk membiayai transaksi perdagangan intemasional yang terbatas dengan jarak 

dan dimana pembeli dan penjuai belum saling mengenal dengan baik. 

UC sebagai alternatif cara pembayaran lebih disukai dalam dunia perdagangan 

karena adanya unsur jaminan pembayaran bersyarat dari penerbit yang berupa Bank 

sebagai lembaga kepercayaan. Penjual merasa aman dengan adanya janji 

pembayaran dari bank penerbit sepanjang penjual dapat menyerahkan dokomen yang 

complying presentation54 sedangkan pembeli sebagai pihak pemohon L!C juga 

~1 Broke Wunnicke, Diane B Wunnicke:, and PaulS Turner, Standby and Commereial Uuer ofCredil, znt 
Edition, {New York: Wiley Law Publications, John Wiley & Sons Inc., 1996), p.i9.2.6 
'}Drs. JohnS. H3i-tanto,S.IP, Kredit Dokumenterdan Terjemahan UCP 5()0 (Surabaya; lndah, 1994) h.l9 
Banker's LC adalah LC yang diterbitkan oleh bank (opening! issuing bank) dimana bank tersebttl 
bertanggungjawab penuh terhadap pembayarannys sepanjang syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh 
benetielary 
~Ibid, sesuai dengan syarnt dan kondisi yang ditetapkan dalam UC 
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merasa aman dengan adanya syarat penyerahan dokumen yang teiah ditentukan 

dalam UC. 

UC adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh Bank atas perintah nasabahnya 

(Applicantll3Uyer), dimana Bank berjanji untuk me!aksanakan pembayaran kepada 

Beneficiary (SeHer} melalui penyerahan dokumen yang diminta sesuai dengan syarat 

dan kondisi L/C. ss 

Dalam UCP 600 pasal 2 UC didefinisikan sebagai setiap janji bagaimanapun 

dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji 

pa.sti dari issuing bank 56 untuk membayar presentasi yang sesuai. 57 

Selanjutnya M. Rafiqul Islam mendefinisikan UC sebagai commercial credit~ yaitu a 

commercial credit is therefore an inslnltnent which mabs the issuer/ bank the 

paymaster to the beneficiary on account of its customer ( the applicant) in the 

process relations between the parties is established. SB 

LIC adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam 

perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan 

penye!esaian kewajiban kepada pihak lawan. UC dapat diartikan sebagai surat yang 

dikeiuarkan bank bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang 

menjadi relasi dari importir tersebut.59 lsi surat tersebut menyatakan bahwa eksportir 

penerima L!C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk 

melunasi utang) atas Bank Pembuka60 untuk sejumlah uang yang disebut dalam 

surat tersebut. Bank yang bersangkutan menjamin untuk rnengakseptir wesel yang 

15 Ps. 2 UCP 500 
16 Bank yang menetbitkan UC alas pennintaan apli~ant atau atas nama bank sendiri (Pasal 2 UCP 600) 
~1 Credit means eny arrangement however named or describe that is irrevocable and tltereby constitutes a 
definite undertaking of the issuing to honour a complying presentation. (Art.2 UCPDC 600) 
~• M. Rafiqul Islam, JnrernaslionaJ Trade Law, (USA; LBC Information Services, 1999 ), p. 340 
59 K;:trtono, SH., op cit, 11.9 
61'1 Bank Pembuka I Opening Bank I Issuing Bank adalab bank yang berdasarkan pennintaan, membuka 
fasilitas LIC. (Art 2 UCP 600) 
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ditarlk tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam 

surat tersebut 

BNI merupakan snlah satu bank yang melayani pembukaan fasilitas UC bagi 

nasabahnya. Menyadari pentingnya peran bank dalam perdagangan intemasional 

maka BNI ikut serta mendukung perdagangan internasional dengan melayani 

pembukaan fasilitas l.JC bagi nasabahnya. Nasabah pemohon fasilitas LIC di BNI 

adalah nasabah simpanan dan nasabah pinjaman. 

Secara garis besar BNI mengenal jenis UC sesuai dengan UCPDC dan praktek 

perdagangan intemasional • yaitu sebagai berikut: 61 

Berdasarkan penerbitannya: 

Revocable, UC ini bersifat dapat ditarik kembali dan tidak mengikat pihak manapun 

oleh karena itu UC jenis ini mengandung resiko sebab sewaktu- waktu pada saat 

barang dida!am perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen 

telah diajukan tetapi diadakan pembayaran, UC ini dapat diubah atau dibatalkan 

sepihak tanpa sepengetahuan pihak lainnya.61 

Irrevocable, dalam L/C ini bank pembuka UC menyatakan janji yang tidak dapat 

ditarik kembali untuk membayar atau mengaksep wesel yang diajukan dengan 

dokumen- dokumen yang sesuai dengan syarat- syarat UC.63 

Dengan diberlakukannya UCP 600 dimana BNI adalah bank yang tunduk pada 

ketentuan nasional dan intemasional yang diakui maka L/C yang bedaku di BNI 

adalah hanya UC irrevocable saja. 64 

Berdasarkan hak tagih, Transferable l./C, yaitu L/C yang memperkenankan 

beneficiary pertama yang tereantum dalam UC untuk memjnta nominateed bank65 

' 1 Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Penero) Tbk. Hukum Perkreditan II, 2004. 
62 Charles del Busto, ICC Guide To .... , , op cit, p.36 
~3 Ibid, p.36 
04 a credit is irrevocable ever; if there is nD lndicatkm to that effect (Art 3 UCP 600) 
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memindahkan sebagian atau seluruh nilai UC kepada beneficiary lain .. L!C hanya 

dapat diterbitkan sebagai transferable UC jika ada instruksi khusus darj applicant 

UC ( importir ) 

Berdasarkan jaminan pembayaran dikenal : 

Confirmed UC, kepastian pembayaran djjamin oleh confirming hank 66 dan bank 

penerbit. Bank pengkonfirmasi tidak memilikl hak regres (right of recourse)61 

terhadap penerimaa walaupun cara pembayaran UC atas rlasar negosiasi. Hak regres 

tersebut baru muncu! jika dilakukan pembayaran kepada penerima dengan under 

reserveB8 atau dengan penandatanganan letter ofindemnizy69 oleh penerima. 

Unconfirmed UC, LIC yang diterbitkan hanya dijamin oleh issuing bank saja. 

Berdasarkan tenor pembayaran dikenal dua macarn LfC, yaitu : 

Sight LIC. yaitu mensyaratkan pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen 

dipresentir kepada bank yang ditunjuk dan dokumen tersebut telah sesuai dengan 

syarat yang ditentukan dalam LIC. 

Usance LIC, yaitu L/C yang mengandung syarat pembayaran beijangka. Pembayanm 

akan dilakukan pada saat jatuh tempo atau diskonto atas banker~s acceptance. 

Berdasarkan cara pengambilalihannya dikenal : 

Restricted LIC} suatu L!C yang membatasi/ menentukan bank yang dapat meLakukan 

pembayaran, akseptasi atau negosisi atas wesel yang ditarik berdasarkan UC 

tersebut. 

61 bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk mengambil alih nilai dokumen LIC yang diajukar; oleh 
beneficiary sesuai dengan syanrt dan kondlsi UC (Art :2 UCP 600) 
66 Bank yang turut menjamin pembayaran UC (Art 2 UCP 600) 
,., Ram! an Qjnting, Letter o[Credii Tinjauan .... ,, op cit, h, 141 menyebulkan Rancangan Peraturan .BI No.2/ 
... J PBI/2000 ps.i J Hak regres adalah hak nego/iating bank (bank yang melakukan negosiasi) untuk 
meminta pengembalian pembay<~:ran dari penerima 
6* Rantlan Ointing, Transa.ksi .Bisnis ,,. .. , op cit, h.SS· 56 menyebutkan: janji membayar kembali yang 
umumnya dilakukan secara lisan 
69Jbid, menyeb1.1tlrnn : nasabah menandatangani pemyal.aan bcuedia membayar kernbali kepada confirming 
bank, merupakan suatu bentuk penjaminan. 
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Unrestricted 1/C, suatu UC yang tidak membatasi/ menetukan bank yang dapat 

melakukan pembayaran, akseptasi, negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan 

UC tersebut. 

Berdasarkan tujuannya, yaitu sebagai bedkut: 

Commercial LIC, tujuannya menjadi sarana pembayaran dalam suatu transaksi jual 

beli sehingga akan memperoleh pembayaran atas dasar suatu presentasl yang 

dibuktikan dengan dokumen yang disyaratkan dalam L/C. 

Standby VC, diterbitkan untuk be!jaga· jaga terhadap kemungkinan adanya 

wanprestasi dan jika terjadi wanprestasi tersebut rnaka UC dapat dJrealisasi 

penarikannya?0 

Berdasarkan cara reimbursement : 

Clean Reimbursement, LIC yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan 

kepada reimbursing bank apabila dokumen telah memenuhi syarat UC tanpa adanya 

penerimaan dokumen terlebih dahulu oleh issuing bank.71 

Documentary Reimbursement, UC yang mensyaratkan penagihan pembayarannya 

kepada issuing bank apabila dokumen telah memenuhi syarat L/C dan dokumen 

terleblh dahulu ditedma o•eh issuing bonk. 

Berdas.arkan jenis dokumennya 

Documentary Letter of Credit~ UC yang mensyaratkan dokumen finansial diserta 

dokumen komersia.t 

Clean Letter of Credit, L/C yang hanya mensyaratkan dokumen finansial saja tanpa 

dokumen komersial. 

1° Collections and Documentary Credits, Revised &Upr:lated, (London: Euromoney OC Gardner 
Workbook), p.:26 
?l Pelaksanaan pembayaran antar bank (bank to reimbursemenl) selanjutnya mengacu pada Uniform Rules 
for Bank to Bank Reimbursement, ICC Pub. 525 
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Berdasarkan skema transaksinya 

Back to Back UC, UC yang diterbitkan atas permintaan beneficiary suatu UC yang 

dijaminkan sebaai Master UC. Masing masing issuing bank wajib melakukan 

pembayaran atas UC yang diterbitkannya. UC jenis ini hiasanya digunakan dalam 

perdagangan segitiga.71 

Revolving UC, suatu L/C yang berdasarkan syarat- syaratnya dapat diperba.harul 

atau dinyatakan berlaku kembali dalam kaitan "jangka waktu" dan «nilai UC*' secara 

otomatis tanpa memerlukan pembahan khusus pada UC tersebut. 

Red Clause lJC, mengandung syarat beneficiary dapat menarik pembayaran uang 

muka sebelum dilakukan pengapalan barang. 

UP A.S LIC, LIC yang diterbitkan dengan syarat pembayarannya kepada beneficiary 

dilakukan atas unjuk (sight)~ namun peJaksanaan sett1emennya oleh pemohonl 

applicant dilakukan secara betjangka (usaflce) 

SKBDN, Surat Kredit Berdok:umen Dalarn Negeri ini merupakan L/C yang berlaku 

secara nasional. Pelaksanaan SKBDN sebagai UC domestik mengacu pada 

Peraturan Bank Indonesia No.S/6/PBI/2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Surat 

Kredit Berdokurnen Dalam Negeri.13 

3. PEMAHAMAN BANK 

UC merupakan salah satu jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya dan hanya 

bank devisa saja yang memperoleh ijin untuk meJakukan proses penerbitan fasilitas 

LIC karena bank devisa adalah bank yang mendapatkan ijin dari Bank Indonesia 

seJaku bank sentral untuk meiakukan jasa transakst yang berhuhungan dengan 

seluruh mata uang asing arau jasa bank ke luar negeri. 74 Jasa yang disediakan oleh 

1l Amir MS, LeJter of Credit; Dengan Pembahasun Khli$US Mengenoi Standby LC Dalam Bism's Ekspor 
Impar. cetl, (Jakarta: PPM, 2005), h.13 
n Achmad Rvslan dom Nyoman Sua!ltini, op cit 
1' Kasmir, SE., MM. , op cit , h.8 

Universitas Indonesia 31 

Letter Of..., Krista Kurnia, FH UI, 2009



bank selaku bank devisa antara lain adalah transfer ke luar negeri, inkaso keluar 

neged, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Uc?' Demikian BNI sebagai 

bank yang memperoleh ijin sebagai bank devisa turut serta mendukung perdagangan 

internasional dengan melayani penerbitan UC bagi nasabahnya. 

Pihak. pihak yang terkait dalam transaksi Documentary Credit! Letter of Credit 

yaitu:76 

1. Issuing Bank/ Opening Bank 

Bank yang menerbitkan UC atas permintaan! instruksi applicant atau atas 

namanya sendiri. 

2. Beneficiary 

Pihak penerima UC yang berhak mcnerima pembayaran dari issuing bank 

3, Confirming Bank 

Bank selain issuing bank yang mengikatkan diri untuk ikut menjamin 

pembayaran atas suatu L'C yang diterbitkan oleh issuing bank 

4, Applicant 

Pihak yang mengajukan permohonan/ pemberl lnstruksi dalam pembukaan 

suatu UC. 

5. Advising Bank 

Bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk menerima dan meneruskan UC 

kepada beneficiary secara langsung atau mela.lui bank lain. 

6. Nominated Bank 

Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk membayar atau menegosiasi 

atau mengaksep dan membayar atas dokumen~ dokumen sepanjang syarat­

syarat kondisi UC dipenuhi. 

7. Transfering Bank 

Bank yang melakukan pengalihan (transfer) UC atas permintaan beneficiary 

LIC kepada beneficiary lainnya. 

1~ S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, and John R. Riese.uberger, op cit, p.&l 
76 Soepriyo Andhibroto, op cit, h.Sl 
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8. Negotiating Bank 

Bank yang diberi kuasa o!eh issuing bank untuk mengambil alih nilai dokumen 

UC yang diajukan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan kondisi LIC. 

9. Accepting Bank 

Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk me!akukan akseptasi wesei 

dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat kondisi L/C dipenuhi. 

10. Claiming Bank 

Bank yang diberi kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran 

kemudian~ mengaksep wesel, atau menegosiasi atas suatu UC dan melakukan 

reimbursement claim kepada reimbursement bank. 

11. Paying Bank 

Bank yang ditunjuk oleh issuing bank untuk melakukan pembayaran 

sehubungan dengan adanya tagihan dokumen LIC. 

12. Reimbursing Bank 

Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank untuk melakukan penggantian 

pembayaran (reimbursement) atas tagihan dokumen L/C yang diajukan oleh 

claiming bank sesuai dengan reimbursement authorization yang dikeluarkan 

oleh issuing bank. 

13. Ordering Bank 

Bank yang memberi kuasa kepada bank lain untuk membuka L/C. 

14. Transferor 

Beneficiary yang meminta kepada tran.sfering bank untuk mentransfer UC 

tersebut ke beneficiary lain (transferee) 

15. Transferee 

Pibak yang menerima transfer LIC, umurnnya disebut beneficiary lain atau 

beneficiary kedua. 
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B. STRUKTUR ORGANJSASI 

Sebagai bentuk perusahaan~ BNI17 memilik:i struktur organisasi yang bertujuan 

menunjang jalannya kegiatan perusahaan dan menjalankan fungsi koordinasi. 

Masing~ masing unit organisasi memiHki tugas dan tanggung jawab yang berbeda 

sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Stroktur orga~isasi juga 

menggambarkan sistem manajemen kepegawaian dan membantu anggota suatu 

organisasi untuk : 78 

1. Memahami fungsi, tugas dan tanggungjawab serta batas- batas wewenrmg dan 

tanggungjawab tersebut. 

2. Membantu pegawai/ anggota organlsasi untuk melaksanakan koordinasi 

dengan unit fungsional terkait dengan penyelesaian tugas/ pekerjaan masing­

masing, 

3. Membantu pegawai memahami kebijaksanaan sistem dan prosedur yang 

berlak:u di perusahaan secara menyeluruh dan terpadu (integral). 

4. Sebagai media pengembangan dan atau peningkatan kemampuan. pengetahuan, 

ketrampBan, dan pengalaman pegawai. 

5. Meningkatkan eftsiensi dan efektifitas kerja pegawai serta memberi 

kemudahan dan arahan dalam meJaksanakan tugas, fungsi,dan tanggung 

jawabnya. 

77 www.bpi.co.ld PT Bank Negarn lndonesia (Persero) Tbk muhmya didirikan di Indonesia sebagai Bank 
sentral. Selanjutnya berdasatkM Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank 
Negara Indonesia 1946", dan slatumya menjadi Bank Umum Milik Negrua yang berfungsi sebagai bank 
umum (middle dan retail). SejaJan dengan fungsi tersebut maka BNI membuka cabang luar neger:i. 
Bank asing yang membuka bubungan korcsponden awalnya ada!ah Overseas Chinese Banking Corporation 
Umited (Singapura &. Hongkong), Amslenlamscbe Bank NV {Amsterdam) dan Banker Trust Company 
(New York). :Kantor Pusat BNI berlokasi di JL Jendera! Sudinnan Kav. I, Jakarta. Pada tahun 2007 BNJ 
melakukan program privatisasi sejalan dengan keinginnn otorilas moneter {Bank Indonesia) yang 
mengharuskan bank-bank. beroperasi di lnd\mesia memenuhi standar baru pennodalannya sesuai Atsitektor 
Perbankan Indonesia (APl). 

75 Bulw Pedoman Orgarristl!;i BNJ, IN/0 175/REN, tanggal 02-10-1998, lndeks BOl- 02 
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Berkaitan dengan prosedur pembuatan UC di BNl melibatkan beberapa unit 

organisasi tertentu. Berikut akan diberikan sedikit gambaran mengenai struktur 

organisasi di BNI terutama yang berkaitan dengan fasHitas UC. 

Direktur Utama membawahi l (satu) WakJI Direktur dan 7 (tujuh) direktur lainnya 

yaitu Manajemen Resiko~ Kepatuhan, Hukum dan SDM; Operasional; Konsumer; 

Usaha Kecit1 Menengah dan Syadah; Korporasi; Treasury dan Private Banking.J9 

Kantor Cabang bcrada di bawah kewenangan Direktur Operasional. Untuk 

kernudahan koordinasi beberapa kantor cabang menginduk pada 1 (satu) kantor 

wilayah. Kantor cabang dan kantor wilayah ada dibawah kewenangan Divisi 

Jaringan. Divisi Jarigan bertanggunis jawab terhadap Dtrektur Operasional. Kantor 

cabang salah satu tugasnya melayani pembukaan L/C dengan jaminan setoran 

marginal deposit langsung bagi para nasabah simpanan atau bagi para nasabah 

pinjaman dengan plafond kredit sebagai marginal deposit nya. Bagi nasabah 

simpanan kantor cabang diberi kewenangan dalam bentuk limit Negosiasi \Vesel 

Ekspor (NWE) untuk memberikan kemudahan dengan melalui proses analisa yang 

dllakukan kantor cabang, 

Layanan kredit usaha berada dibawah kewenangan Direktur Usaha Keci!, Menengah 

dan Syariah. Unit kredit usaha terbagi menjadi kredit menengah dibawah Divisi 

Usaha Menengah dan kredit kecil dibawah Divisi Usaha Kecil. Unit Kredit ini salah 

satu tuga.">nya memberikan plafond kredit untuk fasilitas UC bagi para nasabah 

pif'\.iamanf debitur yang memerlukannya. 

Dalam memberikan fasintas tersebut Unit Kredit melakukan analisa kelayakan 

terhadap debitur/ calon debitur apakah 1ayak mendapat fasilitas: krerlit yang 

dimohon. Jika telah memiliki fasitas kredit berjalan rnaka aka.n dianalisa apakah 

cover jaminan dan kredibiHtas debitur masih Jayak diberikan fasmtas UC dengan 

p!afon kreditnya. 

1~ Surat Keputusan Direksi BNl Nornor KP/243/DIRIR tanggal 29 Juni 2007 
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Divisi lntemasional berada. dibawah Dlrektur Tresuri dan Private Banking. Divisi 

Intemasional terbagi menjadi beberapa kelompok dengan kewenangan maslng~ 

masing yaitu : 

a. Kelompok hubungan lembaga keuangan luar negeri 

b. Kelompok penunjang hubungan lembaga keuangan luar negeri 

c. Kelompok perencanaan internasional 

d. Kelompok pengembangan jasa luar negeri 

e. Kelompok penunjang bisnis cabang luar negeri 

f. Kelompok penunjang operasional cabang luar negeri 

Unit yang berwenang melakukan pengurusan atas fasilitas UC ada dibawah 

kewenangan kelompok pengembangan jasa luar negeri. Divisi internasional urusan 

UC memiliki fungsi pokok sebagai berikut : 

a. MengeloJa, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi ekspor. 

b. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi transaksi lrnpor. 

c. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi administrasi SKBDN valuta 

asing 

d. Mengelola, memproses dan melakukan fungsi admlnistrasi jasa luar negeri 

valuta asing lainnya. 

e. Mengelola, memproses dan meJakukan fungsi administrasi documentary 

collection atas transaksi tanpa UC. 

f. Membantu cabang- cabang dalam memecahkan masalah transaksi ekspor, 

irnpor, SKBDN val uta asing, counter guarantee, dan inkaso berdokumen. 

g. Membantu pengembangan transaksi ekspor) impor, SKBDN val uta asingl jasa 

perdagangan luar negeri dan inkaso berdokumen. 

Divisi Intemasional juga melakukan tugas dan kewenangan lainnya selain UC, 

Demikian unit~ onit terkait sccara langsung dalam pembukaan fasilitas UC. Masing­

masing berkoordinasi sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya untuk proses 

pembukaan fasilitas UC. 
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BAB Ill 

TRANSAKSI LETTER OF CREDIT Dl PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK 

A. PRINSIP DASAR LIC 

Penggunaan L/C saat ini sudah merupakan hal yang menjadi kebiasaan yang berlaku 

umum dalam perdagangan internasional. LIC juga sudah menjadl alat pembayaran 

transaksi yang sering digunakan para pihak dala.m perdagangan intemasionat S(} 

UC yang diperkenalkan di Inggris pada abad ke 17 merupakan media yang 

menjembatani eksportir dan importir yang dipisahkan oleh jarak dan belum saling 

men genal dengan balk karena domisili di dua negara yang berlainan. &l 

Dengan menggunakan fasilitas UC kepentingan importir dan eksportir Jebih 

terakomodir~ pemenuhan kewajiban baik dari pihak importir maupun bank pembayar 

dapat dialihkan kepada bank pembuka rnaupun bank pembayar dengan kondisi 

persyaratan UC terpenuhi semua. 

UC walaupun saat ini dapat dikatakan menjadi soJusi dalam pembayaran 

perdagangan intemasionai namun tetap UC rnemiliki kelebihan dan kekurangan. 

Dari sisi ek..:;portir dan irnportir ada jaminan pembayaran dan penerimaan barang 

dengan menggunakan L/C. DaJam prakteknya UC memiliki berbagai macam jenis 

yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada jenis UC yang 

dapat segera menerima pembayaran yaitu sight UC dirnana pembayaran dapat 

segera diterima selama dokumen clean.t:i Da)am Red Clause L!C3 eksportir dapat 

rnenerima pembayaran terlebih dahulu sebelum pengapalan barang. Kemudian Back 

10 Sd Setyaningsih Suwarrli, SH., Inti Sari Hukum Jntcrnasional Puhlik, (Bandung: Alumni. 1986), h. 2{; 
51 Tjarsim Adisasmita, op cit , h.3l 
n Broke Wunnicke, Diane B Wunnlcke, and PaulS. T1U1let, op cit, p. 47 . .3.6 menyebutkan ballwa: kondlsi 
dimana dokumcn yang dipresentir (diserahkan kepada b.ank) sesuai dengan syarat yang diminta dalam UC 
~~;~Charles del Busto, ICC Guide To,, . ., , op cit, p.49 
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to Back L!c!4 memberikan peluang kepada eksportir yang tidak memiJiki komoditi 

untuk rneiakukan transaksi ekspor impor dengan pihak lain. Bagi pihak importlr 

sendiri ada keamanan finansial karena bank tidak akan melakukan pembayaran 

kepada eksportir sebelum semua syarat LIC dipenuhL Hal~ hal tersebut merupakan 

beberapa keuntungan yang dlperoleb deogan menggunakan fasiHtas UC. 

Di sist lain bagi pihak bank maupun shipping company tidak dapat terlibat dalam 

pemeriksaan fisik atas barang yang diekspor/ diimpor. Kondlsi demikian 

menimbulka.n resiko bagi pihak bank terutama karena rnengasumsikan kebenaran 

obyek perdagangan melaiui dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang 

bersangkutan saja. Bagi beberapa eksportir dan importir penggunaan UC dalam 

perdagangan internaslonal sebagai sarana pembayaran juga menimbulkan biaya 

yang lebih besar dan memerlukan waktu yang lebih banyak terkait pembukaan 

fasilitas UC dan penyelesaian dokumen serta melalui prosedur perbankan yang 

rumit Kf:pastian atas obyek perdagangan yang diterlma importir masih harus 

diyakinkan kembali dengan menggunakan jasa surveyor yang kemudian 

menimbulkan biaya tambahan atas jasa surveyor tersebut. 

Namun kepastian pembayaran lebih terjamin seiama syarat tercantum dalam UC 

dipenuhi dan sesuai. Namun seperti telah diuraikan diatas menggunakan fasilitas 

L/C bukan berarti tanpa resiko bagi para pihak yang terikat didalamnya. Guna 

meminimalisir resiko yang mungkin terjadi maka mutlak bagi para pihak untuk 

mengetahui secara detail kekurangan dan keJebihan UC serta aspek hukum yang 

melekat. 85 

Secara umum transaksi dengan fasilitas UC menciptakan hubungan hukum antam 

beberapa pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yaitu sebagai berikut : 86 

1. Hubungan hukum antara pemheJi dan penjual berdasarkan kontrak dagang 

(sales contract) 

so. ibid, p.61 
11 Kerut Ridjin. cp cit, p, 124 
e6 M. Rafiqul IsJsm, op cit, p.341 
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2. Hubungan hokum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan 

penerbitan UC sebagai kontrak 

3. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan UC sebagai 

kontrak 

4, Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berda.sarkan kontrak 

keagenan. 

5. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak 

pembayaran UC. 

Dengan adanya sale:; contract menimbuikan hubungan hukum antara penjual dan 

pembeli yang dengan demikian rnembawa ak.ibat terhadap pernenuhan h.ak dan 

kewajiban. Masing- masing pihak terikat terhadap pemenuhan hak dan kewajiban 

tersebut Sales of contract dibuat antara pihak penjual dan pembeli untuk 

menetapkan : 

l. Syarat mengenai bara.ng (terms of goods) 

2. Syarat penyerahan (tenns of delivery) 

3. Syarat pembayaran (terms of payment) 

4. Syarat dokumen (documentation) 87 

Sales contract merupakan suatu dasar terjadinya transaks1 ekspor irnpor antara 

penjual dan pembeH yang otomatis menciptakan hubungan antar negara. Kontrak 

dibuat dengan mengacu kepada Hukum Perdata Internasional dengan memberikan 

kebebasan berkontrak antara para pihak untuk menciptakan kesepakatan bersama 

dengan tetap memperh.atikan kaidah hukum yang berlaku umum dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan internasionaL (freedom of contract, choice of law, 

choice of forum)." 

81 Pelatihan Transaksi Iotemasional Modul II ( Makalah disnmpaikan pada Pelatihan Traosak.si Luar Negeri 
PT. Bank Negara lndonesla, Jakarta, September 2008) 
n Sri Setianlngsih SuwanH, SH., op cit, h.IO 
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Walaupun bank tidak melakukan intervensi sampai pada proses dibuatnya kontrak 

dagang namun perlu diperhatikan juga bahwa pada prinsipnya kontrak dagang tetap 

merupaka:n kesepakatan bcrsama antara para pihak yang kemudian menjadi hukum 

bagi keduanya yang pada dasarnya terdapat kesepakatan mengenai hal tertentu yang 

halal. Ditinjau dari hukum nasional Indonesia hal ini memenuhi ketentuan dalam 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pasa! i320 mengenai syarat sahnya suatu 

perjanjian dimana harus memenuhi syarat~ syarat sebagai berikut: 

Ada kesepakatan diantara para pihak yang terikat dalam perjartiian dalam hal ini 

berarti kesepakatan pembeli dan penjual yang dicantumkan dalam sales contract, 

Jika telah muncul sepakat dalam perjanjian maka perjanjian berlaku sebagai hukum 

bagi kedua pihak. Hal ini berkaitan dengan asas kekuatan mengikat dari suatu 

perjanjian (pacta sunt servanda).89 Asas ini dapat dilihat keterkaitannya dengan 

pasal 1338 ayat (I) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian 

berlaku sebagai undang undang bagi pembuatnya, Jadi apa yang disepakati wajib 

ditaati. Kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian merupakan kewajiban hukum 

yang berarti pelaksanaannya dapa.t dltuntut meJaJui institusi hukum yang 

berwenang.90 

Kemudian syarat mengenai kecakapan subyek hukum artinya baik suhyek hukurn 

tersebut adalah perorangan atau badan usaha harus memenuhi ketentuan cakap 

secara hukum, Bagi subyek hukum perorangan berarti telah mencapai umur dewasa 

dan tidak berada di bawah pengampuan. 

Suatu perjanjian juga harus memuat suatu hal tertentu yang menjadi obyek 

perjanjian. Terkait denga:n sales contract antara pembeli dan penjua.l harus 

memperhatikan apakah obyek perdagangan baik jasa dan terutama barang tidak 

dilarang oleh peraturan nasional dan internasional mengenai barang· barang yang 

dilarang dalam perdagangan internasionaL Dl Indonesia ada peraturan menteri yang 

'
9 Jan Ramberg, opcit, p.41U.2 

00 J. Satrlo SH, Hukum Peri!ra1an: Perikatan Pada Umumnya, Get U, (Bandung; PT. Alumni 1999), h. 29 
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mengatur ketentuan umum barang~ barang yang diawasi dan dilarang ekspornya, 

Tentu saja bank sebagai pemberi fasilitas UC harus memperhatikan ketentuan ini. 

Balk pembeli maupun penjual juga harus mematuhi peraturan nasional dan 

internasional yang mengatur obyek perdagangan supaya terpenuhi syarat perjanjian 

(sales contract} mengenai causa yang balal, yang dapal diartikan bahwa obyek 

dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang~ undang dan kebiasaan 

umum. 

Materi dalam sales contract juga mencakup pilihan hukum dimana ditentukan 

domisili dan pilihan hukum jika terjadi perselisihan atau wanprestasi mengenal 

penyeJesaian kontrak tersebut. Biasanya disepakati pula alternatif penyelesaian atas 

perselisihan yang mungkin timbul di kemudian harL (lex loci contractus, lex loci 

sol11tionis, the closest and most real connection theory).91 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sales contract merupakan cikal bakal tirnbulnya 

transaksi ekspor impor sampai dengan penyelesaian yang diharapkan. Kemudian 

jika sales contract menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan dengan 

menggunakan fasilitas L/C maka sebagai akibatnya akan muncul hubungan hukum 

antara bank penerbit (issuing bank) dan pemohon UC (applicant). 

Hubungan hukum antara pemohon UC dan bank penerbit muncuJ atas dasar 

permintaan penerbitan UC oleh pemohon UC kepada bank penerbit. Pennlntaan 

penerbitan UC diajukan sebagai akibat kesepakatan pembayaran (term of payment) 

antara penjual dan pembeii- yang tertuang dalam kontrak dagang (sales controcJ). 

Jika syarat dan kondisi pemohon sesuai dengan prosedur pembukaan LJC pada bank 

penerbit maka bank penerbit akan menerbitkan UC. Narnun pennohonan penerbitan 

UC tetap merupakan suatu hal yang' berdiri se:ndiri dan terpisah dari kontrak dagang 

antara penjual dan pembeli. 

91 M. bfiqu! Islam, op cit, p.350 
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Sebelum permohonan LIC diproses oleh bank penerbit sebelumnya pemohon harus 

mengisi format permintaan penerbjtan lJC yang secara nasional telah ditetapkan 

oleh Bank Indonesia sehingga keberadaannya seragam pada semua bank penerbit. 

Formulir permohonan penerbit.an LIC juga merupakan salah satu standard 

operasional perbankan guna memenuhi prinsip Know Your Customer (KYC). 

Namun terhitung sejak tanggai 4 Juni 1996 Bank Indonesia memberikan kebebasan 

kepada semua bank devisa untuk menambahkan klausu)- klausul lain sesuai dengan 

kebutuhan bank penerbit dan pemobon) sehingga materi cak:upan format permintaan 

penerbitan LIC dapat diperiuas.92 Permjntaan penerbitan UC ini yang kemudian 

menjadi da.sar adanya hubungan hukum antara bank penerbit dan pemohon. 

Permintaan penerbitan UC diatur oleh hukum nasional masing~ masing negara yang 

dalam hal- hal tertentu berbeda dengan negara lainnya. Tetapi hakekat pennintaan 

penerbitan UC secara intemasional adalah sama yaitu bank penerbit menerbitkan 

L/C karena pemobon berjanji mernbayar kembali nllai L/C kepada bank penerbit 

yang melakukan pembayaran baik secara langsung maupun me!alui bank yang 

ditunjuk oleh penerima (beneficiary). Jarli di sini bank mengikatkan diri untuk 

meJakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang diisyaratkan yang 

diwujudkan dengan penerbitan L/C. Penerbitan UC merupakan perikatan yang 

mendahului terjadinya akseptasi draft atau pembayaran. 

Secara teknis bank penerbit dalam hal ini BNI aka.n menyetujui pembukaan UC jika 

pemohon ada!ah nasabah bank penerbit dengan rekaman transaksi baik dan untuk 

keperluan penerbitan UC maka harus ada suatu jaminan pembayaran sejumlah 

nominal L/C dari pemohon.93 Jaminan ini iazim disebut marginal deposit yang dapat 

berupa jaminan langsung sebesar nominal L/C full cover dari pernohon atau dapat 

berupa fasilitas pembiayaan dari bank penerbit. Selain itu pemohon juga harus 

menyelesa.ikan sejum)ah biaya administrasi pembuatan LIC yang jumlahnya 

;a Dr. Rami an Ginting, SH., LLM., Letter of Credit Tin} mum ......... , op cit, h. 87 
93 Buku Pedoman Perusahaan f'T. Bank Negara [ndonesia (Pcrsero) Tbk, 2007. Syarat ini dltetapkan oleh 
BNI sebagei upaya untuk meminimalisir resiko yang terjadi dan guna memenuhi prinsip Know Your 
Customer. 
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disesualkan dengan kebijakan intern masing- masing bank.94 Di BNI biaya 

administrasi untuk penerbitan UC adalah sejumlah 1/8 (satu per delapan) % dari 

jumlah nominal UC yang dimohon dengan ketentuan minimal USD 10 ata.u 

ekuivalennya. Jika disepakati bersama antara para pihak maka LIC dapat diberikan 

keJonggaran yang tercantum dalam klausul UC sampai sejumlah +/-(plus minus) 10 

(sepuluh) % darJ jumlah nominal/ kuantitas/ harga satuan yang menjadi dasar dalam 

L/C. Kondisi ini ditunjukan dengan penuHsa.n nominal yang didepannya terdapat 

kata "about" I "circa" I ~<approximately". Selain itu pemohon L!C akan dikenakan 

biaya telex sebesar USD I 0 atau ekuivalennya. 

Jika nasabah adala.h debitur dengan fasilitas pembiayaa.n di BNl maka marginal 

deposit yang harus disediakan biasanya hanya 10 {sepuluh) % dari nominal UC 

sedangkan slsanya akan diperhitungkan dari plafond fasilitas pernblayaannya. 

Namun jika nasabah bukan debitur yang memiliki fasiJitas pembiayaan di BNI rnaka 

hams menyediakan dana sebesar nominal UC sebagai marginal deposit .atas 

penerbitan L/C yang dimohon.95 

Dalam praktek perbankan secara intemaslonaJ dikenal kebiasaan bahwa bank 

penerbit menerbitkan UC kepada penerima sesuai dengan permoh.onan penerbitan 

L/C dari pemohon. Jika bank penerbit me1akukan penyimpangan maka bank 

penerbit bertanggung jawab akan resiko yang mungkin timbul dari tindakannya. 

Pemohon hanya bertanggungjawab sebatas isi permintaan penerbitan L/C. Pemohon 

berhak menolak pembayaran kembali kepada bank penerbit terhadap LIC yang 

diterbitkan bank tersebut jika menyimpang dari permintaan penerbitan UC. Hal ini 

sejaJan dengan Trust Theory yang menyatakan bahwa dana pemohon yang 

dibayarkan langsung kepada bank penerbit merupakan dana khusus yang 

dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pemegang wese! baik itu 

i~ Broke Wunnicke. Diane B. Wunnh::ke, and PaulS. Turner, op cit, p.27l.IO.l5 
ss M. Bod,san, SH., SE., op cit, 11. 131 
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penerima atau bank pengaksep yang telah me!akukan pembayaran UC kepada 

penerima. Bank penerbit berfungsi sebagai trustee.96 

Hubungan hukum lain yang terjadi sebagai akibat transaksi UC adalab hubugan 

hukurn antara bank penerbit (issuing bank) dan penerima LIC {beneficiary}. 

Hubungan hukum ini lahir atas dasar LIC yang diterbitkan oleh bank penerbit yang 

disetujui oleh penerima yang mana persetujuan itu dianggap ada dengan penyera.han 

dokumen- dokumen yang disyaratkan dalam UC. Sebelum UC disetujui oleh 

penerima maka UC merupakan kontrak sepihak dari bank penerbit yang tidak 

mengikat penerima. Walaupun LIC diterbitkan atas dasar pemintaan penerbit.an 

fasilitas UC dari pemohon (applicant) kepada bank penerbit, namun kontrak antara 

bank penerbit dan penerima merupakan hal yang berdiri sendiri. 

Hak dan kewajiban penerima dan bank penerhit diatur dalam UCPDC sepanjang 

dinyatakan bahwa LIC tunduk pada UCPDC. Namun tidak se)amanya semua 

ketentuan dalam UCPDC dipakai oleh para pihak. Para pihak dapat secara bebas 

menyatakan LIC yang mereka gunakan tunduk pada ketentuan UCPDC secara 

keseluruhan a.tau hanya secara partial saja. Selain itu LIC dapat pula berisi klaosul 

tersendiri di luar UC yang kemudian berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang 

terlihat. Namun jika ada perbedaan antara klausul dalam UC dan kebiasaan pada 

UCPDC maka sesuai prinsip "lex speciali derogate lex generali" maka yang berlaku 

adalal1 kesepakatan antara para pihak. Pengaturan seperti ini sesuai dengan asas 

kebebasan berl<:ontrak yang dikenal secara intemasional.97 

Hak dan kewajiban bank penerbit dan penerima terutama berkenaan dengan 

masalah- masalah L/C yang tidak diarur dalam UCPDC dan L/C tunduk pad a hukum 

nasional. Penetuan hukum nasional tersebut dilakukan atas dasar klausul pilihan 

hukum dalam L/C atau berdasarkan teori penentuan hukum nasional yang berlaku 

bagi UC yang dilakukan oleh hakim maupun kebiasaan intemasionaL Terlepas dari 

96 Marjanne Term1mhuizen, Kamus Hukum Befanda-lndonesia, orang! pihak yang diberikan kepercaya.an 
memegang milik atas 'oarang« barang pihak lain, 
~Jan Ramberg, opcif, p.I7.U 
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UC tunduk atau tidak pada UCPDC atau UC tunduk pada sekaligus pada UCPDC 

dan hukum nasional, hakekat LIC adalah janji pernbayaran dari bank penerbit 

kepada bank penerima:. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima 

seiama dokumen sesuai dengan syarat LIC. Hal ini sejalan dengan Agency Theory 

dan Seller's Offer Theory. 

Menurut Agency Theory, dalam kontrak penjuaJan terdapat kuasa secara tersirat dari 

penjual kepada pembeH untuk meJakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan 

pembayaran daJam kontrak penjualan. Sehubungan dengan hal tersebut pembeli 

yang mengupayakan penerbitan LIC untuk kepentingan penjual dapat dianggap 

sebagai agen penjuaJ. LIC tersebut merupakan tambahan terhadap kontrak penjualan 

atas dasar mana bank berjanji untuk membayar harga penjualan kepada penjual 

sepanjang penjual menyerahkan dokumen yang sesuai dari barang yang 

bersangkutan (document of title). 

Semen tara menurut Seller's Offor Theory, penjual menawarkan untuk menyerahkan 

dokumen atas obyek perdagangan kepada bank pembayar yang membayarkan wesel 

penjual. Hal ini diatur dalam kontrak dagang yang tidak dapat dlbata.lkan. 

Pembayaran oleh bank penerbit kepada penerima melalui bank pembayar dilakukan 

baik dengan negosiasi maupun collection. 

Hubungan hukurn iain yang muneuJ adalah hubungan hukum antara hank penerbit 

(issu.ing bank) dan bank penerus, Bank penerus disini dapat berperan sebagai 

advising bank 98 , c()njirming bank 99, 

9tl Article 9 UCPDC 600, Advising of Credits and Amendments 
a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an advising bank. An advising bank 

that is not a confirming bank advises the credit and any amendment without any undertaking to honour or 
negotiate. 

b. By advising the credit or amendment, the advising bank signifies that it has satisfied itself as to the 
apparent authenticity of the credit or amet1dment and thtil the advi;::e accurately reflects the terms and 
oonditions of the credit or amendment received. 
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negotiating/ nominaleed bank{artic1e 12 UCPDC 600)100 

c. An 2.dvising bank may utilize the services of another bank {"second advising bank") to advise the credit 
and any amendment 10 the beneficiary. Sy ad\!ising the eredit or amendment, !be second advising bank 
signifies that it has satisfied itself as to the apparent authenticity of !he advice it has received and tbat the 
advice accurately reflects the t.enns and conditions of the credit or amendment received. 

d. A bank utilizing the services of an advising bank or second advising bank to advise a credit must use the 
same bank tt;t advise any amendment thereto. 

c. If a bank is requested to advise a credit or amendment but elects not tO do so, it must so inform, withnut 
delay, the bank fi"om which the credit, amendment or advice has been received. 

f. If a bank is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy itself as to the apparent 
authenticity of the credit, the amendment or the advice, it must so inform, without delay, the bank from 
which the instructions appear to have been received. If the advising bank or second advising bank elects 
nonetheless to advise the credit or amendment, it must inform the beneficiary or second advising bank that 
it has not been able to satisfy itself as to the apparent authenticity of the credit. the amendment or the 
advice. 

99 
article II UCPDC 600, Con:lirming Bank Undertaking 

a. Provided that the stipulated documents are presented to the confirming bank or to any other nominated 
bank and that they constilute a complying presentation, the confirming bank must: 
i. honour. if the etedit is available by 

lL sight payment, deferred payment or acceptance with the confirming bank; 
b. sight payment with another nominated bank and that nominated bank does not pay; 
c. deferred payment with another nominated bank and tllat nominated bank does not incur its deferred 

payment undertaking or, having incurred its deferred payment undertaking, does not pay at 
maturity; 

d. acceptance with another nomjnated bank and that nominated bank does not accept a draft drawn on 
it or, having accepted a draft drawn on it. does not pay at maturity; 

e. negotiation with another nominated benk and that nominated bank does not negotiate. 
ii. negotiate. without rcrourse, if the credit is available by negotifl.tion with the confirming bank. 

b. A confirming bank is irrevocably bound to honour or negotiate as of the time it adds its confirmation to 
the credit. 

c, A confirming bank undertakes to reimburse another nominated bank that has honoured or negotiated a 
complying presentation and forwarded the documents to the confirming bank. Reimbursement for the 
amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at 
mmurity, whether or not another nominated bank prepaid or purchased before maturity, A confirming 
bank's undertaklng to reimburse another nominated bank is independent of lhe confirming bank's 
undertllking 10 the beneficiary. 

d. If a bank is authorized or requested by the issuing bank to confinn a credit but is not prepared to do so, it 
just infonn the issuing bank without delay and may advise the credit without eonfinnation. 

lOON , , ommatton 
a. Unless a nominated bank Is the «mfinning bank, an outhorization to honour or negotiate does not impose 

iiny obligation on that nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that 
nomfrrated bank and so communicated to the beneficiary, 

b. By nominating a bank to accept a draft or incur a deferred payment undertaking, an Issuing bank 
authorizes that nominated bank to prepay or purchase a draft accepted or a deferred payment undertaking 
incurred by that nominated bank. 

c. Receipt or examination and forwarding of documents by a nominated ba.nk that is not a confirming b1111k 
does not make that nominated bank liable to honour or negotiate, nor does it constitute honour or 
negotiation. 
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Hubungan hukum terjadi berdasarkan pada instruksi bank penerbit kepada bank 

penerus untuk meneruskan UC berdasarkan hubungan keagenan dimana bank 

penerbit bertindak sebagai principal dan bank penerus bertindak sebagai agen. 

Hubungan ini juga terjadi jika diantara bank tersebut memiliki hubungan 

koresponden. Hak dan kewajiban antar bank diatur daJam instruksi bank penerbit 

yang terc:antum dalam UC~ dan tercantum dalam UCPDC jika UC tersebut 

menyatakan tunduk pada UCPDC. Dalam UCPDC diatur hak dan kewajiban bank· 

bank dalam melakukan penerusan dan perobahan L/C kepada penerima. Jika hank 

hanya bertindak sebagai bank penerus (advising bank) maka bank tidak 

berkewajiban untuk melakukan pembayaran, negosiasj, atau akseptasi terhadap 

wesei penerima. 

Namun jika bank penerus juga merupakan bank yang melakukan konfimasi 

(amfirming bank) maka ada kewajihan yang melekat pada confirming bank sama 

seperti bank penerbit yaitu melakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi wesel 

terhadap penerima. Maka sebag;ai konsekuensinya confirming bank wajib 

melakukan pengecekan terhadap detail UC termasuk dokumen yang dipresentir 

apakah telah sesuaj dengan syarat yang teroantum dalam UC sehingga dapat 

dilakukan pembayaran, negosiasi, atau akseptasi. 

Baik bank penerbit (issuing bank) dan bank yang melakukan konfirrnasi (conj'rrming 

bank) sama- sama memHiki tanggung jawab terhadap pembayaran UC yaitu 

pembayaran alas UC dapat dimintakan kepada salah satu bank tersebut. Pembayaran 

yang dilakukan o1eh confirming bank wajib dibayar kembaH oJeh issuing bank atau 

reimbursing hank yang ditunjuk oleh issuing bank. 

Bank penerus berdasarkan pennintaan bank penerbit dalam UC dapat bertindak 

sebagai bank yang melakukan negosiasi (negotiating bank). Dalam kapasitasnya 

sebagai negotiated bank maka ada kewajiban melekat untuk nlelakukan verifikasi 

dokumen yang diterima apakah telah sesuai dengan syarat LIC atau tidak. Jika 

dokumen telah dinyatakan clean maka dapat dilakukan pembayaran (negosiasi) 
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dengan hak regres terhadap penerima, artinya jika kemudian negotiated bank gaga I 

memperoleh pembayaran kembali dari issuing bank atau reimbursing bank maka 

negotiated bank dapat meminta kembali dana yang teJah dibayarkan kepada 

penerima L/C. Di BNl hak regres juga memperhittmgkan biaya bank dan dinyatakan 

dalam surat pemyataan tertuHs. Hak regres 101 ini merupakan suatu kebiasaan yang 

berlaku umum karena pembayaran yang diterima beneficiary berasal dari negotiated 

bank bukan dari issuing bank. 

Bank yang diberi kuasa oleh issuing bank menjadi bank penerus tidak harus 

sekaligus menjadi confirming bank dan/ atau negotiating bank. Artinya bank 

penerus dapat berfungsi murni sebagai adYising bank saja dan fungsi iainnya 

diiakukan oleh bank lain. Tinrlakan bank penerus atau bank lain untuk melakukan 

pembayaran, negosiasil atau akseptasi merupakan kontrak yang mengikat (binding 

contract) terhadap issuing bank sepanjang dokumen comply with. 

Dengan demikian bank penerus dapat berfungsi sebagai : 

I. Advising Bank 102 

2. Confirming Bank 10J 

3. Transjering Bank 

4. Negotiating Bank/Nominated Bank 104 

Hubungan hukum bank penerus dan penerima (beneficiary) tergantung fungsi bank 

penerus sesuai dengan syarat L/C apakah sebagai confirming bank, negotiated bank, 

nominated bank, transfering bank. Dalam hal bank penerus berperan hanya sebatas 

advising bank maka kewajibannya terhadap beneficiary hanya sebatas pada 

penerusan sehingga beneficiary tidak dapat meminta. pernbayaran kepada advising 

bank. 

101 Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 142, Hak regres adalah hak untuk menuntut pembayaran 
kepada debitur regres yailu endosan, penerbit dan avalis apabila wesel ditolak akseptasinya atau apablla 
eada saaojatuh tempo wesel tidak dlbayar oleh tertarik. 
01 Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and PaulS. Turner, opcit, p.257.10.6 

!OJ lbid, P- 255.10.5 
104 Ibid, p.259.10.7 
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Jika bank penerus juga sebagai confirming bank maka sela.ln melakukan penerusan 

bank bertanggung jawab memberikan konfinnasi atas L/C sehingga dengan fungsi 

ini beneficiary dapat meminta pembayaran karena kewajiban confirming bank 

merupakan tambahan terhadap kewajiban pembayaran dari issuing bank terhadap 

beneficiary. 

J1ka bank penerus bertindak sebagai negotiated bank maka selain melakukan 

penerusan L/C juga wajib melakukan pembayaran dokumen yang diajukan 

beneficiary. Untuk itu negotiated bank barns melakukan pengecekan dokumen yang 

dipresentir beneficiary apakah telah sesuai dengan syarat LJC. Sehingga negotiated 

bank dapat meminta kern bali pembayara.n kepada iswing bank. 

Selain bank: penerus, issuing bank juga mengikatkan diri kepada beneficiary untuk 

melakukan pembayaran atas dasar penyerahan dokumen yang memenubi syarat 

dalam L/C baik dengan cara membayar, melakukan akseptasi dan membayar, 

memberikan kuasa kepada bank lain untuk membayar, mengaksep~ membayar. 

Jika suatu bank penerus juga diberikan hak sebagai transferee bank maka bank 

diberi kuasa didalam UC untuk mentransfer LIC atas permintaan beneficiary UC ke 

beneficiary lain. Predikat atas suatu bank diberikan dengan penulisan klausul dalam 

LIC itu sendlri. 

Pelaksanaan pembayaran UC tunduk pada UCPDC dan hukum nasional yang 

berkaitan dengan UC. UCPDC pada dasarnya merupakan kebiasaan yang sifatnya 

global atas pra.ktek L/C sedangkan teknis pembayaran diatur hukum nasional dan 

yang lebih spesifik diatur oleh peraturan intern bank dimana L/C ditransaksikan. 

L/C sebagai sarana pembayaran dalam perdagangan intemasional rnemiliki prinsip 

dasar sebagai berikut : 10
' 

1. Prinsip independensi (independent principle/05 

w~ Mardy Fery, Suatu Gagasan umrang Pengaturan Letter OfCredil (LC) Dalam Hukum NasicnaJ (Upuya 
Perlindungtin llukum Bagi Pengguan LC)), Tesis Program Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi 
Universitas Indonesia, ;2(104 
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LIC merupakan hal yang berdiri sendiri oleh karenanya disebut sebagal 

independent principle seperti teJah dijabarkan dalam hubungan hukum yang 

terjadi antara para pihak demi!dan ditegaskan kembali bahwa UC ada1ah 

kontrak yang berdiri sendiri diluar sales contract. Ini berarti bahwa bank 

sebagai penerbit UC sama sekali tidak terkait dengan kontrak dagang yang 

dibuat antara pembeli dan penjual. Isi dari kontrak dagang dibuat oleh pembeli 

dan penjual sebagai pihak yang terlepas dari bank. Namun demikian sedikit 

banyak bank harus mengetahui secara garis besar mengenai kontrak dagang 

tersebut terutama barang yang menjadi obyek daia:m perjanjian yang kemudian 

menjadi obyek perdagangan yang dicover oleh UC. lni penting untuk 

diperhatikan karena obyek perdagangan terutama di Indonesia diatur dalam 

peraturan hukum yang memHiki akibat hukum yang melekat pada para pihak. 

Misalnya jika obyek perdagangan adalah komoditi yang dilarang menurut 

undang- undang maka tentu saja ak:an membawa kerugian bagi kedua belah 

pihak pembeli dan penjuat 

Dengan ditegaskan bahwa LJC menganut prinsip 1ndependen maka LJC adalah 

kontrak yang berdiri sendiri tidak dipengaruhi oleh hal- hal lain ini herarti jika 

terjadi perselisihan mengenai prestasi atau obyek di dalam kontrak dagang 

antara para pihak tidak menjadikan hal tersebut sebagai penghalang dalam 

realisasi klausu I dalam UC dan pernbayaran atas L!C itu sendiri se!ama 

dokumen dan syarat dalam UC dapat dipenuhi. Jadi tidak dapat dibenarkan 

jika bank~nya sala.h satu pihak baik penjual maupun pembeii menolak 

melakukan akseptasi atau pembayaran dengan a1asan perselisihan kontrak 

dagang. 

Dengan demikian independent principle memberikan kepastian bagi pengguna 

fasilitas UC atas kew,.Yiban bank terhadap UC yang diterbitkan. Fungsi bank 

sebagai mediator tidak terkait dengan kontrak dagang para pihak. Bank adalah 

h»Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and PaulS. Turner, op cit, p.l9.2.6 
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institusi yang mandiri sehingga bank terkait dalam pembukaan fasHitas UC 

berdasarkan permohonan pembukaan UC yang diajukan bukan berdasarkan 

kontrak dagang. 

2. Strict Compliance Principle 107 

Seperti telah dinyatakan dalam bab sebelumnya bahwa L/C baru dapat 

direalisasijika syarat yang tercantum dalam L/C telah dipenuhi. Syarat~ syarat 

yang tertuJis dalam UC diajukan oleh pemohon UC sebagai klausul yang 

mengamankan kedua belah pihak pembeli dan penjuaL Artinya pembe\i 

mendapat jaminan atas pengiriman barang yang dibe1inya dan perUual juga 

memperoleh jaminan atas pembayaran obyek dagang karena bank tidak akan 

melakukan pembayaran atas UC selama syarat bel urn dipenuhi. 

Karena pada dasarnya L/C adalah surat yang menyatakan bahwa penjual 

( eksportlr) penerirna L/C diberi hak oleh pembeli (importir) untuk menarik 

wesel (surat perintah untuk meJunasi utang) yang dapat ditagihkan kepada 

issuing bank untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat tersebut Bank 

yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir wesel yang ditadk tersebut 

selama sesuai dan memenuhi semua syara:t yang tercantum di dalam UC 

tersebut. 

Bank pada prinsipnya menerima dokumen yang dipresentir dan me!akukan 

pemeriksaan secara fisik maupun substansinya. Selama dokumen tersebut 

sesuai (clean) dan telah mendapat akseptasi dari bank penerbit maka UC dapat 

dibayarkan kepada penerima. Dengan ditetapkannya prinsip ini dalam praktek 

penggunaan fasititas LIC di dunia perdagangan internasional maka 

memberikan kepastian dan rasa aman kepada pihak penjuaJ dan pihak pembeli 

karena kepentingannya sama- sama dijamin oleb bank sebagai mediator. 

w1 lbid, pA82.17.2 
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Penerapan sfrict compliance principle merupakan upaya penyeragaman 

praktek pemeriksaan dokumen untuk menghindarkan timbulnya perbedaan 

penafsiran para pihak yang terlibat dalam pembayaran LIC karena janji 

membayar baru dilaksanakan kepada beneficiary jika syarat dalam LIC telah 

dipenuhi dan presentasi dokumen telah sesuai. 

3. Document Concerned Principle 

Melalui prinsip ini ditetapkan kembali bahwa para pihak dalam UC ha.nya 

berurusan dengan dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran da1am LIC 

jadi bank melakukan pembayaran selama dokumen yang dipresentir sesuai 

dengan syarat yang dicantumkan dalam UC karena pengajuan dokumen 

merupakan kondisi agar L/C dapat dibayar atau diaksep dan dibayar pada saat 

jatuh tempo. 108 

Namun bank yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk melakukan 

pembayaran dalam kerangka pelaksanaan UC wajib melak:ukan pemeriksaan 

dokumen yang dipersyaratkan sebelum melakukan pembayaran. Karena 

issuing bank akan menolak mclakukan pembayaran kembaU jika bank 

pembayar ternyata melakukan pembayaran dengan kondisi dokumen tidak 

sesua.i kecuali telah mendapat akseptasi dari issuing bank. Jadi de~gan 

tanggung jawab ini bank wajib melakukan pemeriksaan secara detail untuk 

meminlmaHsir kemungkioan unpaid atas pembayaran IJC yang telah 

dilakukan karena biasa terjadi bahwa issuing bank menolak melakukan 

pembayaran kembali karena dokumen yang dipresentir tidak sesuai dengan 

LIC yang dlterbitkan. Dengan demikian document concerned principle dapat 

dikatakan sebagai jaminan penerimaan barang kepada pembeli yang 

diwujudkan dengan penyerahan dokumen yang dlsyara.tkan. 

lUI Carll. Gable, Jr, ''Srandby Lettres of Credit: Nomenclaturettas Confounded Analysis", Law and Policy 
International Business, Vol 12, Num 4. p. 907 
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Deng.an demikian apabila terjadi perbedaan a.ntara kontrak jual beli dan obyek 

perdagangan seperti pada kasus di Belgia antara issuing bank dan eksportir 

Norwegia maka bank tetap berpegang pada UC dan k!ausul yang terdapat dalam 

LIC sesuai dengan prinsip dasar JJC itu sendiri. Maka putusan pengadilan komersial 

di Brossel saat itu sudah tepat karena dalarn LIC semua pibak yang terlibat hanya 

berurusan dengan dokumen tidak dengan barang dan dokumen comply with. 

B. PROSEDUR PEMBUKAAN UC PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK 

Melalui bab sebelumnya dapat diperoleh gambara.n bahwa bank memiliki niJai 

strategis dalam mendukung perdagangan internasional. Demikian pula BNI sebagai 

saJah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perbankan harus 

ikut serta mendukung perdagangan internasional. Dukungan tersebut secara nyata 

diberikan melalui pemberian fasilitas: UC bagi nasabah yang memerlukan dengan 

prosedur dan syarat tertentu. 

Bagi BNI sendirl fasilitas UC dan transaksi ekspor impor pada umumnya 

memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar. Hal ini kemudian memberika:n 

dorongan bagi BNI untuk memberikan kemudahan bagi nasaba:hnya untuk membuka 

UC melalui BNI. Dukungan nama besar dan jaringan BN1 di luar negeri juga 

menjadi pertimbangan tersendiri bagi nasabah untuk mempercayakan transaksi 

perdagangan intemasionalnya melalui BNI. Secara umum pemohon LIC harus 

merupakan nasabah pad a bank yang bersangkutan~ demikian pula BNI mensyaratkan 

hal tersehut pada para pemohon L/C. HaJ ini merupakan salah satu langkah antisipasi 

guna menjaga keamanan bagi pihak bank. 109 

109 Roselyn Hutabar:at. Transaksi Ekspor Jmpor, cei 3, (Jakarta: Erlangga, 1990) 
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Kita semua tentu masih ingat kasus UC BNI yang mencapai 1,7 triliun dengan 

obyek perdagangan ekspor pasir kuarsa. dan minyak residu dengan negara tujuan 

Kenya dan beberapa negara di Afrika. Trnnsaksi dalam kasus BNI ini merupakan 

transaksi bermasalah dengan indikasi transaksi tersebut dilakukan tanpa mengikuti 

ketentuan umum UC dan ketentuan intern BNI. Transaksi usance L/C kedua grup 

usaha yang menjadi beneficiary telah dinegosiasikan o!eh BNI Kebayoran Baru 

dengan diskonto tanpa didahu1ui adanya akseptasi dari bank penerbit. 

Di samping itu dokumen-dokumen LIC mengandung penyimpangan dan negosiasi 

UC dilakukan tanpa kelengkapan dokumen. Berdasarkan hasil investigasi yang 

dHakukan o)eh kantor besar110 BNI, para eksportir yaitu perusahaan~perusahaan yang 

termasuk Gramarindo Group dan Petindo Group temyata telah meiakukan ekspor 

fiktif Hal ini terungkap antara lain dari basil verifikasi kepada Pejabat Bea Cukai 

cabang BeHtung menyangkut Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Gramarindo 

Group dimana Pejabat Bea Cukai cabang Belitung menyatakan bahwa PEB tersebut 

palsu.n 1 

Sementara itu penyelesaian pembayaran hasil transaksi ekspor (proceed) dari 

beberapa: slip UC tersebut yang telah dinegosiasikan dilakukan bukan oleh bank 

pembuka UC (issuing bank)~ melainkan dilakukan oleh para eksportir sendiri 

dengan cara melakukan penyetoran atau melalui pendebetan rekening para eksportir 

tersebut.u:i 

Kalau kita perhatikan satu persatu mengenai kasus UC terSebut secara jelas dapat 

kita Hhat kesalahan yang mengaklbatkan kerugian besar bagi BNI. Secara teori 

diketahui bahwa negosiasi maupun diskonto baru dapat dilakukan selama issuing 

11
" Secara struktun>l Bl'v'l menyebut !cantor pusamya deng:a:n lstilah "Kantor Bes.ar ". Selanjutnya penulis 

akan menyebut Kantor Besar untuk kantor pusa1 BNL 
111 Pradjoto. "Dukacita Bank Kapa! Layar," Trust (November 2003}; 14- 15 
112 " Memahami Kasus lJC Bank BNI dari Aspek Telmis Perbankan " , h!!P://64.203.7LUikompDS= 
c.e!ak!Olll/f}§lt))!_Qnomi/611493.hlrn , Seplembcr 100& 
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bank telah mefakukan akseptasi atas L!C yang diterima. Artinya issuing bank 

memberikan konfirmasi bahwa atas UC yang diterbitkan dapat dilakukan 

pembayaran setelah diperoleh a.kseptasi dari issuing bank dan setelah itu barulah 

kemudian dilakukan pembayaran dengan catatan dokumen yang disyaratkan dalam 

L!C telah diterima oleh bank dan dipedksa serta dinyatakan sesuai dengan klausul 

UC (complying presentation). 

Baik mener)ma maupun menerbitkan UC sangat diperlukan naluri bisnis, artinya 

perlu ditelaah mengenai korelasi obyek perdagangan~ kebiasaan bisnis nasabah dan 

negara asal tempat para pihak dalaril perdagangan. Apakah ha1~ hal tersebut dapat 

diterima secara logika atau tidak1 misalnya nasabah yang secara formal memiliki 

Jatar belakang bisnis konveksi tapi rrtelakukan ekspor atau impor suku cadang 

otomotif perlu mendapat perhatian khusus dengan mengadakan penelitian lebih 

Ianjut. Kepekaan t.erhadap hubungan tersebut akan memperkecil kemungkinan fraud 

pada Sl.latu bank dan dengan demikian memperkecil kemungkinan kerugian yang 

akan terjadi. Penelitian lebih Ian jut seharusnya dHakukan oleh BNI Kebayoran Baru 

ketika mendapati bahwa obyek perdagangan pasir kuarsa dan minyak residu 

diekspor ke negara~ negara di Afrika yang secara bisnis tidak masuk akal. 

Kemudian ditinjau dari teknis perbankan proses penyelesaian pembayaran a.tas UC 

BNJ Kebayoran Baru tersebut sangat jelas menunjukan penyimpangan karena 

seharusnya proceed dilakukan oleh issuing bank baik secara langsung kepada 

negotiating bank atau melalui reimbursing bank melalui rekening vostro 11
:l dan 

rekening nostro114 masing~ masing bank dengan didukung mekanisme SWIFT m. 

m Buku Pedoman Perusabaan PT. Bank Negare Indone>.ia (Persero} 'fbk, 2007, Rekening Vostro ada\ah 
simpanan rupiah maupun valuta asing bank koresp<>nden yang ada dl Bank BNl 
11>tBuku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Jndonesia (Persero) Tbk, 2007, Rekening Nostro adalah 
simpanan valuta asing BNI pada bank korespanden dalamjenis valuta yang berlaku di negara dimana bank 
tersebut berdomislli. 
B;~.ik rekening voslro maupun rekcning nostm keduanya berfungsi untuk menyelesaikan transaksi 
(settlement) balk transaksi kredit, money market, forex, dan trade. 
m Abdull.atiff Abdul Rahim, Dacumentary Credits in /nlenwtionol Trade, (Malaysia ; Pelan<luk 
Publications {M) Sdn Bhd : 1990 ), p.32 
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Proceed atas suatu UC tidak rnungkin dilakukan meJaJui pihak beneficiary dengan 

cara melakukan penyetoran langsung atau pendebetan rekening. 

Pada masa terjadjnya kasus tersebut struktur organisasi yang berwenang rnembuat 

LIC berbeda dengan yang sekarang berlaku. Unit organisasi yang memilikl 

kewenangan dalam membuat LIC te1ah beberapa kali rnengalami perubahan. Alur 

pembuatan UC pa<ia masa kasus UC Kebayoran Baru sepenuhnya menjadi 

kewenangan kantor cabang karena nominal LIC rnasih berada dalam limit kantor 

cabang. lni disebabkan nominal 1,7 triliun tersebut oleh pelaku dipecah- pecah 

menjadi beberapa LIC sehingga cukup dilakukan hanya di kantor cabang. Dalam 

kondisi tertentu dengan persetujuan Kantor Wilayah. 

Merangkum pain- pain yang teJah disebutkan diatas, secara singkat terjadinya kasus 

LIC BNJ Kebayoran Baru tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor human 

error tennasuk didalamnya sistem pengawasan intern.116 Kantor cabang memiliki 

kewenangan penuh dalam melayani proses pembukaan UC, Proses dimaksud yang 

dilakukan di kantor cabang mulai dari penerimaan aplikasi pembukaan UC~ analisa 

keJayakan nasabab dan bidang usahanya, screening dokumen LfC dan penyelesalan 

transaksional atas UC tersebut. Dan biasanya karena keterbatasan waktu dan tenaga 

di kantor cabang rnaka survey lapangan untuk mencari data pendukung atas suatu 

UC dilakukan hanya pada garis: besarnya saja. Sehingga kecenderungan yang terjadi 

adatah kantor cabang dalam hal pembukaan fasilita:s UC bekerja berdasarkan data 

yang diherikan oleh nasa bah/ caJon nasabahnya.1l1 

Society for Worldwide Interbank Financial Tefecomunication. Merupakan 'lembaga nirlaba berbcntuk 
koperasi (SC ; Society C()Qrporation) yang menyelenggaraka!l jaringan telekomunikasi dengan komputer 
anura anggotanya yang terdiri dari bank dan !embaga keuangan, Unluk pengamanan berita digunakan Swift 
Authenlicalion Key (SAK), yaitu kode rahasia yang dipertukarkan an tara dua bank anggota SWIFT. 

HO: Kun Wahyu Winasis dan Diah Amelia. "Kenapa Harus BNl (Lagi)? , " Trust (Februari 2006) : 28~ 29 
11 ' Remy Syahdeini, "Memab:ami Kasus LJC Bank BNl dan Aspek Teknis", Kompas, Kamis, 6 November 
2003 
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Belajar dari pengalaman tersebut kemudian BNI rnelakukan pembaharuan dalam 

sistem peJayanan khususnya dalam hal ini pemberian fasilitas UC kepada 

nasabahnya. Sentralisasl pelayanan UC dianggap merupakan solusi atas kurangnya 

sistem kontroJ yang selama ini terjadi selama pelayanan UC berada di kantor 

cabang. Dengan sistem sentralisasi yang ditetapkan management BNI maka 

peJayao.an L/C sepenuhnya berada di Kantor Besar pada Divisi lnternasionai. 

Pelayanan dimaksud mencakup keseluruhan proses pembukaan sampai dengan 

penyelesaian atas L/C tersebut yang semula keseluruhan dilakukan di kantor cabang. 

Melalui slstem sentralisasi, kantor cabang tidak mernHiki kewenangan analisa dan 

memutus melainkan hanya merupakan kepanjangan tangan dari Kantor Besar dalam 

hal ini Divisi Intemasiona1 untuk serah terima keputusan dan presentir dokumen saja 

dari dan kepada nasabah. Sistem sentralisasi ini memiJiki nilai lebih dan kurang yang 

di kemudian bari pada akhirnya dilakukan evaluasi kembali karena dengan sistem 

sentralisasi pelayanan pemberian fasiJitas UC menjadi lebih terbatas dalam arti 

potensi nasabah kurang tergali secan:1 maksimal. 

Hal tersebut perta.ma disebabkan karena nasabah lebih banyak berinteraksi dengan 

kantor cabang sehingga potensi ekspansi pemberian fasilitas UC sebenarnya berada 

pada kantor cabang narnun karena kantor cabang sifatnya pasif sebagai pemberi 

inforrnasi saja maka seringkali nasabahl calon nasabah menjadi enggan 

menggunakan fasilitas UC BNI karena informasi yang diberikan terbatas dan untuk 

memperoleh keputusan bagi nasabah memakan waktu lebih lama. Namun di sisi lain 

sistem sentraHsasi ini memitiki kelebihan yaitu kontrol monitor yang lebih terjamin 

bagi BNI karena terpusat pada satu unit kerja selama tidak terjadi kolusi intern. 

Dengan mempertimbangkan perkembangan kehutuhan nasabah dan prospek bisnis 

maka BNI melakukan review atas pelayanan pernbukaan fasilitas LIC yang selama 

ini dHakukan secara sentraJ pada Divisi Internasional. Kebijakan tersebut berupa 

pemberian kewenangan kepada kantor caba:ng untuk melakukan negosiasi wesel 

ekspot daJam batas nominal tertentu yang menjadi kewenangannya. Hal lni 
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kemudfan disebut dengan kewenangan limit negosiasi wesel ekspor bagi kantor 

cabang (Limit NWE). 

C. KENDALA PENERAP AN FASILIT AS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG 

Secara umum kriteria eksportir dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 

1. Nasabah Debitur 118 

Nasabah yang telah mendapatkan fasilitas kredit langsung dan I atau tidak 

langsung. 

2. Nasabah Non Debitur 

Nasabah yang belum memperoleh fasilitas kredit, baik langsung maupun tidak 

langsung. Nasabah giran, deposan di kantor cabang merupakan nasabah non 

debitur. 

Pembagian k.ewenangan fasilitas limit Negosiasi Wesei Ekspor bagi nasabah 

simpanan di kantor cabang dan nasahah pinjaman di Sentra Kredit merupakan 

sesuatu yang baru dilakukan di BNI. Hal ini membutuhkan penyesuaian di segala 

bidang baik SDM maupun perangkat kerja pendukungnya termasuk payung 

hukumnya, 

Terutama untuk pelaksanaan fasilitas limit NWE di kantor cabang harus banyak 

dilakukan penyesuaian mengingat . limit N\VE merupakan fasilitas kredit tidak 

langsung bagi nasabah dan calon nasabah serta resiko atas pemberian fasiiitas limit 

NWE meiekat sepenuhnya di kantor cabang sebagai eksekutor akhir. 

Dalam rnemberikan fasilit.as limit NWE bagi nasabah/ eaton nasabah di kantor 

cabang dan Sentra Kredit ( debitur rnaupun non rlebitur) harus memperhatikan : 

113 M. Bahsan, SH., SE., Pengantar Ana/isis Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta; CV. Rejeki Agung, 
2003), b.!O 
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1. lssuing bank adalah Prime Correspondent, yaitu bank koresponden yang telah 

diberikan credit lineJJ 9 oleh BNij baik bank atau lembaga keuangan non 

bank. 120 

2. Bila issuing bank non koresponden) maka UC tersebut harus dikonfirmasi oleh 

Prime Correspondent. 

Hal ini penting dUakukan demi keamanan jaminan pembayaran kembali 

kewajiban yang telah dinegosiasi terlebih dahulu. 

3. Harus ditetapkan limit Negosiasi We.sel Ekspor (NWE). Jadi pelaksanaan 

negosiasi dilakukan sesuai dengan limit yang masih tersedia. 

4. Dilakukan RiskAssesment yang mencakup beberapa aspek yaitu: 

1. Nilai ekspor diselaraskan dengan bisnis inti eksportir 

2. Penilaian Country Risk &. Credit Standing Issuing Bank lJC. Credit 

Standing ini disebut juga credit line yang merupakan batasan nominal yang 

dapat dlpergunakan untuk bertransaksi dengan suatu bank. 

3, Penilaian tingkat risiko atas syarat atau kondisi UC. 

4. Eksportir wajib menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan dan 

pemberian surat kuasa berkenaan dengan pengambilalihan atau 

pembayaran wesel ekspor oleh BNL 

5. Penyerahan dokumen ekspor kepada bank dilakukan 

dengan surat pengantar penyerahan dokumen. 

6. Dengan diterbitkannya konvensi terba.ro 600 maka praktek perdagangan 

internasional dengan L/C tunduk kepada UCP 600 dan dengan demikian 

rnenghapuskan UCPDC sebelumnya yaitu UCP 500. 

119 Buku Pedoman Perusahaan BNI, Hukum Perkreditan Buku Il, 2004 
Credit Line adtslah batas maksimum ter1entu yang dapat ditolerir pada suatu bank koresponden dalam 
melakukan transaksi yang bertujuan untuk menekan sekecil mungkin resiko yang mungkin terjadi dalam 
pelaksanaan transaksi dengan suatu bank. Penetapan credit line alas suatu bank diperhitungkan dengan 
rumus tertentu dengan memperhatikan faktor- faktor tenentu. 
Ada tiga macam jenis penggunaan Credit Line, yaitu : money market line, commercial line, dan foreign 
exc:hange (Fcrex) line. 
Untuk keperluan fasilitas VC digunakan credit line jenis commercia/line yang sesuai fungsinya memang 
di'-!na!<;an untuk transaksi komersial. 
n Buku Pedoman Perusahaan BNt. Kebijakan dan Prosedur dari Strategic Business Unit lntemasiona! Bab 
ll·A, 2001 
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7. Negosiasi/Diskonto dengan nilai diatas USD.100 1000.00 atau ekuivalennya 

wajib meminta konfirmasi kepada Divisi lntemasional. 

Setelah dilakukan hal- hal tersebut diatas maka seyogyanya negotiated bank dapat 

melakukan negosiasi atas incoming LIC yang diterima. Di sini kantor cabang yang 

berperan mengambil keputusan apakah akan dilakukan negosiasi atas incoming UC 

yang diterima atm tidak dengan memperhatikan rekomendasi dari Divisi 

Internasionat Sesuai atau tidak dengan rekomendasi Divisi Internasional, k.antor 

cabang berhak membuat keputusan atas negosiasi suatu UC dengan resiko yang 

melekat pada kantor cabang. 

Pada saat menedma berkas dari beneficiary kantor cabang BNI segera melakukan 

verifikasi yang meliputi antara lain : 121 

], Issuing Bank 

2. Advising Bank 

3. Bentuk (form) L/C 

4. Tanggal penerbitan 

5. Tanggal jatuh tempo 

6. Pihak appliccmt dan pihak beneficiary 

7. Nilai (amount) L!C 

8. Tempat I cara reaHsasi (available with ......... I by .......... ) 

9. Pengiriman I pengapalan barang 

I 0. Rincian pengangkutan (transport detail) 

IJ. Tanggal pengapalan terakhir (latest shipping date) 

121 Yohanes Masegi, Perlindungan Hulrum Terhadap Applicant Akibat Kelalaian Bfmk Dalam Menerapkan 
Standar Pemeriksatln Dokumen Padtl Utter of Credit,, Skrlpsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
2005 
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12. Uraian barang (description of goods) 

13. Dokumen yang diperlukan (document required) 

14. Charges (biaya) 

15. Presentation period of document 

16. Reimbursement 

Hal- ha! tersebut adalah hal- haJ yang harus dimonitor dan tercantum dalam 

worksheet masing· masing pegawai dalam membuat dan menerima UC. 

SeJain itu hal~ hal yang menjadi perhatian kantor cabang dalam menggunakan 

fasiiitas limit NWE antara lain adalah pertimbangan resiko pelaksanaan negosiasi 

yang dilakukan dicatat sebagai beban kantor cabang artinya pencadangan kerugian 

dibebankan pada pembukuan kantor cabang sampai dengan UC proceed atau jjka 

ternyata tetjadi resiko unpaid maka a.kan menjadi kerugian kantor cabang sebagai 

pemutus negosiasi. 

Kantor cabang secara struktural tidak memberikan kredit kepada nasabah baik 

!angsung maupun tidak Jangsung kecuaH pelayanan garansi bank domestik foil 

cover1n dan kredlt dengan jaminan deposito yang di BNl dikenal dengan sebutan 

BNI Instan.1,:} Walapun secara definltif disebutkan bahwa Hmit NWE bagi kantor 

cabang adalah hal yang berbeda dengan kredit namun ada resiko kredit pada limit 

NWE yang menyebabkan kerancuan antara kewenangan kantor cabang dan 

kewenangan Sentra Kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status 

nasabah yang di satu sisi sebagai nasabab pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan. 

m Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hokum Perkreditan ll. 2004, 
Garansi bank domestik adalah pemyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank kepada pemberl pekerjaan yang 
menjadi jaminan atas pe!aksanaa $lla(U pekcrjaan atau lender yang akan dilaksanakan oleh subyek 
perorangan atau badan usaba yang menjadi nasabah bank penerbil Garnnsi bank yang diterbitkan secara.fu/1 
cover an:inya dengan diterbhkannya garansi bank terse but oleh bank maim ada suatu jaminan senilai nominal 
yar~g: lersebut pada garansi bank tcrsebut. 
113 Buku Ped.oman Pen1sabaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Hukum Perkredilan Il, 2004, BNI 
lnstan adalah kredit dengan jamlnan deposito BNJ dimana nasabah memperoleh dana pinjaman sebesar 
maksimum 90 % dari nomina! deposito yang dijaminkan setelah memenuhi persy:aratafl. yang berlaku. 
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Karena ketidak-jelasan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi 

maka kantor cabang mengharapkan batasan- batasan yang jelas yang menjadi 

kewenangan kantor cabang sehingga dalam melakukan ekspansi fasilitas LIC bagi 

nasabah kantor cabang dapat menetapkan Jangkah~ langkah yang tepat. 

Kondisi ini menyebabkan ka:ntor cabang lebih berhati- hati dalam memanfaatkan 

fasilitas limit N\VE bagi nasabah se1ain karena memperhitungkan laba rugi kantor 

eabang juga k.arena perangkat peraturan dan pembagian kewenangan yang belum 

diklarifikasi secara tegas. Perangkat peraturan yang berlaku saat ini belum 

mendukung kantor cabang sebagai pemutus limit N'NE karena secara struktural 

kewenangan kantor cabang bukan memutus k.redit. 

Kendala Jain terjadi sejalan dengan mulai maraknya fasHitas limit NWE dimana 

krisis ekonomi terjadi secara global hampir disemua negara di dunia yang 

mengakibatkan guncangan pada hampir seluruh sektor usaha .bahkan mengakibatkan 

bangkrutnya bank- bank yang selama ini memiliki kredibilitas yang sangat baik di 

dunia. Hal ini merupakan harnbatan dalam perdagangan intemasional terutama 

berkaitan dengan sistem pembayaran yang menggunakan UC karena dalam hal ini 

bank rnemiliki peran yang sangat besar. 

D. RESIKO L/C SEBAGAI INSTRUMEN PEMBAYARAN BERDASARKAN 

DOKUMEN 

Dihhat dari fungsi dan kegunaannya LIC merupakan cara pembayaran dalam 

perdagangan intemasional yang paling ideal untuk importir dan eksportir karena 

memberi jaminan bagi kedua belah pihak. Namun demikian pembayaran dengan 

menggunakan UC juga memiliki kelemahan diantaranya waktu yang diperlukan 

menjadi lebih lama karena harus melalui prosedur perbankan yang diantaranya 

adalab proses dokumen. Selain itu prosedur perbankan tersebut tidak memberikan 
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jaminan bahwa ohyek dagang yang dikirimkan adalah barang- barang yang 

sebenamya dibeH 124 karena pihak bank hanya berurusan dengan dokumen saja. 

Disamping itu meskipun pembayaran L!C telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara 

dan prosedur yang berlaku baik UCPDC maupun ketentuan lainnya yang berlaku 

namun di dalam praktek masih sering terjadi ka:sus dimana importir atau eksportir 

maupun pihak bank mengalami kerugian akibat adanya kesalaban, penyimpangan, 

kelalaian atau bahkan penipuan. Masalah tersebut sering menjadi perselisihan yang 

menjadi kasus~ kasus hukum intemasionaf; bahkan juga menimbulkan perselisihan 

antar bank di negara eksportir dan importir rnaupun bank ketiga lainnya. 

Pada umumnya masalah yang terjadi adalah berupa wesel yang tidak dibayar 

(unpaid bills), pembayaran yang tertunda (delay of payment), pembayaran ganda 

(double payment). penyelesaian wesel (settlement of draft), dan penipuan (fraud) 125 

dalam transaksi L/C. 

Wesel- wesel yang tidak dibayar adalah wesel ekspor yang dinyatakan tidak dapat 

dibayar oleh bank penerbit/ bank pembayar karena dokumen yang diterima tidak 

sesuai dengan persyaratan dan kondisi UC yang bersangkutan.126 Masalah ini 

biasanya terjadi karena a:danya discrepancy (fes) atas dokumen dimana pihak bank 

kurang mempethatikan detail dokumen yang meng.andung penyimpangan atau 

kurangnya pertimbangan atas macam discrepancy yang masih dapat diperbaiki 

(minor) atau tidak dapat diperbaiki (mayor). 

Pembayaran yang tertUnda adalah penundaan pembayaran LJC karena alasan 

pengiriman dokumen yang terlambat karena kelalaian bank, penundaan pengiriman 

dokumen, dan dokumen mengandung discrepancy. 127 Hal ini dapat menyebabkan 

gagalnya pembayaran yang dapat merugikan semua pihak baik eksportir maupun 

bank. Penyelesaian wesel (settlement of draft) adalah kesalahan advising bank dalam 

n~ Roselyn Hulabarat, op cit , h.26 
m Broke Wunnlcke, Diane B. Wunnieke, and PaulS. Turner, op cit, p.487, 17.7 
m Roselyn Hutabarai., op cit, 11.647 
m Ibid, b.649 
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pembayaran wesel yang tidak sesuai dengan waktu pemba.yaran wesel dan istruksi­

instruksi penerbitanl pembokaan UC, 

Double payment adalah terjadinya pembayaran ganda oleh reimbursing bank karena 

kurang teliti/ keteledoran issuing bank/ bank pembuka yang mengirimkan 

authorization to debit kepada advising bank.128 Penipuan (fraud) dalam transaksi 

L/C pada umumnya terjadi dimana bank pembayar melakukan akseptasi~ negosiasi 

dan membayar dokumen LIC yang seharusnya tidak dibayar karena adanya unsur 

pemalsuan dokumen atau identitas penerima.129 Penipuan (fraud) merupakan 

pengecualian prinsip independensi UC dalam melakukan pembayaran dan karena itu 

bank berhak menolak melakukan pembayaran jika dapat dibuktikan terjadi unsur 

penipuan. 

Beberapa kasus nyata yang terjadi dalam transaksi UC antara lain yaitu : 

Kasus negotiating bank di Indonesia dengan issuing bank di Iuar negerl. 

Negotiating bank di Indonesia menerima UC dati issuing bank di luar neged dengan 

syaratlJeneficiary: Firma Setia dan Shipment/rom: Tanjung Priokj Jakarta. Setelah 

barang dikapalkan eksportir menyerahkan dokumen kepada negotiating bank untuk 

dinegosiasikan. Oleh negotiating bank dinyatakan ada discrepancy antara lain Nama 

Penerima : Fa. Setia dan pelabuhan muat ; Tg. Priok, Jakarta. Namun dokumen 

tersebut dlnegosiasikan oleh negmiating bank kepada eksportir karena discrepancy 

dianggap minor. no 

Tetapi issuing bank di luar negeri tidak memahami hal tersebut dan dokumen 

dianggap tidak sesuai dengan UC dan karenanya dianggap unpaid. Disamping itu 

tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari setelah tanggal negosiasi. 

Discrepancy tersebut terjadi salah satunya karena adanya over service kepada 

m Ibid, h.651 
ll

9 lbid, b.66{i 
13o. Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and Patli S. Turner, op cit, pA21.15.9 
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nasabah. Negotiating bank tidak mendapat pembayaran kembali (reimbursement) 

dari issuing bank karena issuing bank menolak membayar. 131 

Kasus issuing bank di Belgia dengan perusabaan eksportir Norw-egia 

TanggaJ 14 AprH 1980 issuing bank di Belgia menerbitkan L/C atas nama importir 

Belgia kepada eksportir norwegia melalui advising b()nk rli norwegia. Kemudian 

eksportir menyerahkan dokumen kepada advising bank di norwegia. Seteiah obyek 

perdagangan sampai di tujuan, importir Belgia menuntut bahwa barang barang 

tersebut tidak sesuai dengan kontrak jual beli. Importir Belgia kemudian memohon 

kepada Pengadilan komersial di Brussel untuk mengeJuarkan perintah tertulis agar 

issuing bank di Belgia tidak mernbayar kepada eksportir sementara menunggu 

putusan pengadilan. 13~ 

Pada saat kasus tersebut terjadi masih mengacu pada UCPDC 500. Maka 

berdasarkan UCPDC 500 ps 4 pengadilan komersial di Brussel memutuskan 

menolak pennohonan importir Belgia, karena dalam UC semua pihak yang ter1ibat 

hanya berurusan dengan dokumen tidak dengan bara.ng. Disamping itu dokumen 

yang diserahkan telah sesuai dengan kondisi UC. Jika sekiranya pengadilan 

mengabulkan permohonan importir Belgia maka issuing bank harus bertanggung 

jawab atas kerugian advising bank karena dokumen comply with. 

Dengan kasus tersebut menggambarkan bahwa transaksi UC merupakan kegiatan 

transaksl luar negeri yang memiliki resiko bagi bank. Adanya kesalahan, 

penyimpangan, kelalaian, atau penipuan tidak hanya mengakibatkan transak.si gagai 

tetapi juga kerugian bagi bank yang bersangkutan baik secara materi rnaupun 

kredibilitas dalam dunia perbankan dan perdagangan internasional. 

Dalam salah satu kasus tersebut bahkan terdapat penyimpangan dalam prinsip 

hukum UC dimana importir mengajukan penangguhan pembayaran ke pengadilan 

l>l Charles del Busto, Case Studies tm Dacumenlary Credits under UCP 500, (Paris: ICC Publishing S.A., 
1995) 
m ibid 
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atas kondisi obyek dagang yang diterima. m Padahal UC adalah perjanjian yang 

sifatnya mandirl dan terpisah dengan sales contract. Meskipun nama bank tersebut 

dalam kontrak namun bank bukan merupakan subyek dalam sales contract 

Mengingat dalam pelaksanaan pembayaran UC pada prinsipnya bank bertindak dengan 

kredJbilitasnya sendiri maka bank harus melaksanakan transaksi dengan prlnsip kehati­

hatian sesuai dengan ketentuan dan standar praktek perbankan yang berlaku. Oleh 

karenanya pertimbangan dan penanganan bank dalam melaksanakan transaksi L/C ini 

san gat diperlukan. 134 

13
' Jan Ramberg. op cit, p. H)2.6.3 

114 Ke!Ut Rindjln, op cit , h.l24 
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BAillY 

PRAKTEK TRANSAKSI LIC DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) 

TBK. 

A. PERAN BNI DALAM MENGAKOMODASI KEPENTINGAN EKSPORTIR 

l. PENERAP AN FASILITAS LIMIT NWE DI KANTOR CABANG 

LIC merupakan salah satu sarana pembayaran dalnm perdagangan internasional 

yang dewasa ini menjadi pilihan bagi eksportir dan importir karena dianggap lebih 

aman bagi masing- masing pjbak.U5 Penggunaan UC melibatkan pihak ketiga 

lainnya diluar eksportir dan irnportir yang diantaranya adalah bank, ofeh karena itu 

UC disebut sebagai produk trade finance karena pasti melibatk:an pihak bank. 

Pada saat nasabah suatu bank melakukan impor maka bank akan menerbitkan LIC 

atau dengan kata lain bank sebagai issuing bank demikian sebaliknya pada saat 

nasabah suatu bank meJakukan ekspor maka bank akan menerima inward LIC dan 

atas L/C tersebut bank penerima wajib me!akukan pembayaran selama syarat 

dokumen terpenuhi, dalam hai inl bank sebagal negotiating bank. 

Pelaksanaan kewajiban pembayaran atas UC masuk dapat dila.kukan salah satunya 

dengan negosiasi. Di BNI pelaksanaan negosiasi dapat dilakukan dengan fasilitas 

negosiasi wesel ekspor yang diberikan meialui kantor cabang dimana nasabah 

tercatat pertama kali. 

Pemberian fasilitas limit NWE dl kantor cabang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif bagi peningkatan performance BNI secara khusus dan volume 

ekspor nasional secara umum. Fasilitas limit NWE bukan merupakan fasilitas kredit 

dan hanya bersifat eksposure untuk negosiasi wesei ekspor sehingga kewenangan 

1
'
5 S. Tamer Cavusgil, Gary Knight. and John R. Riesenberger, op cit, p. 376 
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memutus limit NWE merupakan hal yang berbeda dengan kewenangan memutus 

kredit. 

Balk eksportir yang merupakan nasabah pinjaman ma.upun nasabah simpanan non 

pinjaman masing- masing berhak untuk mendapat fasilitas limit NWE selama 

rnemenuhi persyaratan yang ada. Kewenangan atas masing- masing kriteria nasabah 

tersebut dibagi kepada unit bisnis yang berbeda dimana fasilitas limit NWE bagi 

nasabah pinjaman proses analisa melalui sentra kredit dan bagi nasabah simpanan 

non pinjaman proses analisa melalui kantor cabang. Keduanya tetap harus 

mendapatkan rekomendasi kelayakan negosiasi dari Divisi Intemasional. 

Walapun secara definitif disebutkan bahwa limit NWE bagi kantor cabang adalah 

hal yang berbeda dengan kredit namun ada resiko laedit pada limit NWE yang 

menyebabkan kerancuan antara kewenangan kantor cabang dan kewenangan sentra 

kredit. Pembagian kewenangan ini semakin rancu dengan status nasabah yang ~~ 

satu sisi sebagai nasabah pinjaman dan sekaligus nasabah simpanan. 

Ketidak~je1asan kewenangan akan berakibat pada pencadangan laba rugi, karena 

konsekuensi a.tas negosiasl sepenuhnya berada di kantor cabang, maka kantor 

cabang mengharapkan batasan- batasan yangjeJas yang menjadi kewenangan kantor 

cabang sehingga dalam melakukan ekspansi fasilitas UC bagi nasa.bah kantor 

cabang dapat menetapkan langkah- langkah yang tepat. 

Kondisi ini menyebabkan kantor cabang lebih berhatj- hati dalam memanfaatkan 

fasilitas limit NWE bagi nasabah selain karena memperhitungkan ]aba rugi kantor 

cabang juga karena perangkat peraturan dan pembagiM kewenangan yang belum 

diklarifikasi secara tegas. Perangkat peraturan yang berlaku saat ini belum 

mendukung kantor cabang sebagai pemutus limit NWE karena secara s.truktural 

kewemmgan kantor cabang bukan memutus kredit. 

Namun karena tuntutan hisnis dan ketatnya dunia persaingan jasa perbankan dimana 

kantor cahang dituntut untuk dapat mencapai target dengan melakukan pengamanan 
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diri sendiri. Hal inilah yang kemudian seharusnya di1akukan oleh segenap kantor 

cabang dengan pertimbangan babwa di satu sisi fasilitas limit NWE dianggap 

sebagai peluang meningkatkan fee based income secara signifikan namun dengan 

resiko yang cukup tinggi dan pembagian kewenangan yang belum jelas. 

Kantor cabang tetap dapat menggunakan fasiHtas limit NWE dan membuka diri bagi 

nasabah simpanan dengan melakukan negosiasi terhadap tiC masuk selama telah 

memenuhi syarat dalam L/C atau dengan pengecualian yang sifatnya tidak prinsip 

dan masih dapat diterima. Negosiasi dilakukan dengan prosedur yang berlaku dan 

mendapat persetujuan management kantor cabang sebagai pemutus akhir. 

Sebagai Jangkah pengaman k:antor cabang dapat menetapkan ketentuan blokir atau 

gadai 136 terhadap simpanan nasabah selama bank belum rnendapatkan proceed atas 

LIC yang telah dinegosiasi. Walaupun ketentuan ini be~um dibakukan dalam 

peraturan perusahaan namun selama kantor cabang dapat menjalankan bisnis dan 

menciptakan sistem pengamanan diri maka peiuang meningkatkan pendapatan dapat 

dilakukan. Karena dari sisi yuridis gadai telah diatur dalam hukum nasional dan 

dapat memberikan kedudukan yang aman bagi bank sampai dengan L!C proceed, 

Pertama dalam memberikan fasilitas limit NWE bagi nasabah tentu akan dilakukan 

analisa secara menyeluruh termasuk kemampuan finanslal yang dimillki. Kantor 

cabang dapat memberikan penawaran akan melakukan negosiasl dengan 

pemblokiran terhadap sejumiah dana yang telah diperhitungkan atas negosiasi 

tersebut sampai dengan UC proceed. 

Di sisi lain terdapat tipe nasabah yang sangat memperhitungkan bunga. maka dapat 

diminta.kan jaminan berupa deposito yang diikat gadai. Sehingga di satu sisi dana 

136 Prof. R. Subekti, SH., Kilab Umlang~ Undang Hukum Perdata, (Jakarti!: PT. Pradnya Paramita, 1996) 
Ps, 1150 G<td.ai adalab svatu hak yang diperoJeh seorang berpiotang atas suatu benda bergerak, yang 
disetahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang laln atas namanya. dan yang memberlkan 
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pe!unasan dari barang tersebut secara didabulukan 
dartpada orang~ orang berpiutang lainnya, dengan kekeeualian biaya untuk rnelelang barang tersebut dan 
biaya yang telah dikelutvkan untuk rnenyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana 
harus didahulukan. 
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nasabah tetap mendapatkan pengembangan bunga dan di sisi lain kantor ca.bang 

mendapatkan pengamanan yang cukup sampai dengan UC proceed. Sekiranya hal 

ini dapat dilakukan maka negosiasi terhadap UC masuk dapat tetap dilakukan 

dengan tetap memperhatikan pengamanan terhadap kantor cabang sehingga kaotor 

cabang tidak kehilangan peluang untuk mencapai target yang telah ditetapkan. 

Sejalan dengan mulai diterapkannya fasilitas limit NWE pertumbuhan ekonomi 

globaJ mengalami guncangan akibat krisis perekonomian yang terjadi hampir di 

semua negara di dunia. Kondisi ini satah satunya berdampak terhadap kinerja 

perbankan dunia, ban yak diantaranya yang mengalami kebangkrutan. HaJ ini tentu 

saja membawa dampak misalnya terhadap melemahnya kinerja ekspor117 dan 

pembayaran UC kepada beneficiary. Bank sebagai penjamin pembayaran UC 

melalui negosiasi limit NWE juga mera.sakan dampak dari krisis global ini. Karena 

negotiating bank akan mendapatkan resiko UC unpaid ataupun penundaaan 

pembayaran sebagai akibat dari bangkrutnya issuing bank 

Kondisi ini nyata terjadl dalam sua:tu kasus pembukaan suatu UC usance pad amasa 

sebelum gejo1ak perubahan nHai rnata uang yang jatuh tempo pembayarannya 

terjadi pada saat ni!aJ mata uang tersebut telah melonjak jaub. Bertindak sebagai 

issuing bank adalah Bank BNX di Indonesia. Applicant mengajukan pembukaan 

UC usance valuta JPY kepada beneficiary di Jepang melalui Bank Mitshui. 

Pembukaan UC dicover melaJuj fasilitas kredit applicant di Bank BNX sejumlah 80 

sid 90 % dari fasilltas kreditnya. Namun pada saat jatuh tempo pembayaran kurs 

melonjak jauh sehingga melampaui batas kredit yang diberikan dan dengan 

demikian mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan pembayaran. 

Dilihat darl syarat dokumen pihak Bank Mitshuj dapat segera melakukan 

pembayaran seJama dokumen yang dipresentir comply with. Maka pada saat 

menagihkan pembayaran tersebut kepada issuing bank yaitu Bank BNX maka BNX 

juga barus melakukan pembayaran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. 

117 "Mewaspadai Stagnasi Ekspor Nasional", Bank & Manajcmen, September- Oktober 2008, h.69 
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Sementara applicant UC yang merupakan debitur mengalami ketidakrnampuan 

dalam meJakukan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo akibat adanya gejoiak 

nilai tukar mata uang maka BNX harus mencari jalan keluar untuk mela:kukan 

pembayaran kepada pihak negotiated bank pada saatjatuh tempo. 

Tindakan pertama yang harus dilaksanakan adalah menyeJesaikan pembayaran 

kepada pibak negotiated bank karena hal ini akan berpengaruh kepada kredibilitas 

bank di matn intemasional. Ini dilakukan dengan cara menggunakan biaya talangan 

(tagihan dalam penyelesaian). Secara internal kemudian BNX harus membantu 

mengembalikan kemampuan debiturnya untuk membayar kewajibannya, Dalam 

kasus ini dHakukan dengan cara rescheduling terhadap fasilitas kredit yang 

diberikan dengan perhitungan bunga sebagai kompensasinya. 

Menytkapi krisis perekonomian global maka sebagai 1angkah antisipasi terhadap 

kemungkinan berkurangnya devisa dan terjadinya resiko unpaid maupun penundaan 

pembayaran pemerintah menerbitkan peraturan wajib UC bagi pelaku perdagangan 

dalam ekspor komoditi tertentu138 ynitu Peraturan Direktur Jenderal Luar Negeri 

Departemen Perdagangan No.02/DAGLUIPER/3/2009 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan No.!O/M-DAGIPER/3/2009 tentang 

Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan Letter of Credit. Dengan peraturan ini 

dibarapkan dapat mendukung stabilitas perdagangan intemasioal dan kinerja 

perbankan dalam bidang ekspor dengan menggunakan UC. 

Sementara resiko balk unpaid maupun penundaan pembayaran atas transaksi ekspor 

yang mungkin terjadi yang salah satunya sebagai akibat dari krisis global adalab 

dengan mengalihkan resiko ters:ebut kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor 

Indonesia. Awalnya dahulu dikenal sebagai Bank Ekspor Indonesia yang didirikan 

m Peratumn Direktur Jenderal Luar Negeri Departemen Perdagangan No.02JDAOLUIPER/312009 tentang 
Petunjuk Teknis Pclaksa.naan Perat.utan Menteri Perdagangan NGJ G/M-DAG/PER/J/2009 ten tang Ekspor 
Barang yang Wajib Menggunakan LeUcr of Credit. 
Ps.1 Hasil ekspor barang (exporl proceed) dengan cara pembayaran letter of credit atau dengan cara 
pembayaran lain atas ekspor barang komoditi Crude Palm Oil (CPO), Produk Pertambangan dan Komoditi 
Kopi, Kakao, Karet wajib disalurlum dan diterima melalui Bank Devistl. Dalam Negeri. 
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pada tahun 1999 kemudian dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun J999 tentang 

Lembaga Pemblayaan Ekspor Indonesia yang dapat disebut sebagai [ndonesia 

Ex:imbank.09 Sesuai dengan maksud didlrikan lembaga tersebut adalah untuk 

mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pentngkatan ekspor 

nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, dan membantu peningkatan 

kemampuan produksl nasionaJ yang berdaya saing tinggi dan memiHki keunggulan 

untuk ekspot serta mendorong pengembangan usaha mikro. kecil, menengah, dan 

koperasi untuk mengembangkan produk berorientasi ekspor.140 

Dengan adanya Lembaga Pembiayaan Ek:spor Indonesia maka perbankan Indonesia 

dapat meminimalisir kemungkinan UC unpaid atau penundaan pembayaran karena 

pembiayaan dimaksud dalarn Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia termasuk 

penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pernbiayaan transaksi ekspor 

yang telah diberikan kepada eksportir rndonesia. 141 

2. KEWENANGAN KANTOR CABANG BNI MELALUI FASILIT AS NWE 

Sebagai bank yang unggui, terkernuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja, BNl 

ikut mendukung peningkatan aktivitas ekspor impor negara dengan memberil<an 

fasilitas NWE di kantor cabangnya. Fasilitas limit NWE adalah fasilitas yang 

diberikan kepada maslng~ rnasing kantor cabang dalam melakukan negosiasi atas 

wesel ekspor, Jadi fasititas trade finance yang diberikan kepada kantor cabang 

adalah untuk transaksi ekspor. 

Ekspor didefinisikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean 

Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor dapat dHakukan oleh 

setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki Surat ljin Usaha (SIUP), 

atau Ijin Usaha dari Departemen Teknis atau Lembaga Pemerintah Non Departemen 

m Undang- Undang Republik Indonesia No,2/2009 Ten1ang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 
1411 ibid, ps.4 
1 ~ 1 Ibid, ps,7 
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berdasarkan peraturan perundang~ undangan yang berlaku, dan Tanda Daftar 

Perusahaan. 142 Subyek hukum yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan 

istilah eksportir dan memiliki Tanda Pengenal Ekspor. 

Jika nasabah bertindak sebagai eksportir maka bank~nya eksportir alum menerima 

UC masuk. lni membawa akibat bagi bank untuk melakukan pembayaran atas UC 

masuk tersebut se)ama kondisi l•comply with". lnilah yang kemudian di BNI 

menjadi kewenangan kantor cabang yaitu melakukan negosiasi atas L/C masuk 

sesuai persyaratan. 

ReaJisasi UC Ekspor, dapat beropa: 143 

a. Negosiasi I Diskonto, yaitu : 

Pengambilalihan nilai weset yang ditarik oleh beneficiary kepada suatu bank 

atas dasar dokumen~dokumen yang dipresentasikan dan telah dinyatakan 

sesuai dengan: 

1. Syarat dan kondisi UC, 

2. UCPDC, 

3. Standard Praktek Perbankan Intemasional 

denga.n cara rnembayar terlebih dahulu kepada beneficiary sebeJum 

penerimaan pembayaran dari issuing/confirming Bank. 

2. Collection Basis, yair:u : 

Penagihan weseJ/dokumen yang dita.rik oleh beneficiary atas dasar suatu L/C 

untuk memperoleh pembayaran/akseptasi dari Issuing Banlr/Confirming Bank 

tanpa adanya pengambilalihan nilai weselldokumen kepada beneficiary 

terlebih dahulu. 

141 'I]arsim Adisasmita, Menangani iransaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit, cet.I, (Jakarta : PT.Puja 
Almasar Consultant (PaUCons); 2007), h3 
1
"
1 Pelatihan Transaksi Intemasional ( Makali!h disampaikan pada Pelatihan Transaksi Luar Negeri PT. 

Bank Negara Indonesia, Jakarta, September 2008 ) 
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Dalarn kondisi dokumen yang telab ditetapkan complying presenration dan telah 

mendapatkan keputusan management serta mens:yaratkan penarikan "by 

negotiation .. maka pihak bank diberikan kuasa secara tertulis untuk melakukan 

pembayaran teriebih dahulu kepada beneficiary sebelum diterimanya pembayaran 

dari issuing bank. Hal inilah yang disebut sebagai negosiasi atau pengambilaliban 

nilai dokumen, lo4.<1 

Negosiasi oleh negotiating bank dilakukan dengan syarat with recourse, yaitu 

bahwa pihak negotiating bank berhak memm:tut pembayaran kembali atas nilai 

negosiasi kepada pihak beneficiary apabila terjadi penolakan pembayaran atau 

akseptasi oleh confirming bank atau issuing bank Negotiating bank dalam hal ini 

dapat meiakukan negosiasi terhadap dokumen yang mengandung discrepancy 

dengan didukung adanya letter of indemnity atau atas dasar pemberian fasilitas 

kepada beneficiary, dalam hal ioi yaitu melalui fasilitas limit NWE di kantor cabang 

BNI yang telah rnendapat putusan dari management. 

Pertimbangan pemberian kewenangan peda kantor cabang di BNl adalah sebagai 

akibat dari sistern sentralisasi yang dilaksanakan selarna ini kurang menyentuh 

nasabah yang volume transaksinya·1ebih banyak dilakukan di kantor cabang karena 

cabang tidak memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan transaksi trade 

finance. Efisiensi wak:tu dan jarak merupakan sa1ah satu konsem nasabah untuk 

bertransaksi secara sentral di Kantor Besar yang dalam hal ini Divisi Intemasional 

maupun Sentra Kredit. Dengan kondisi sentralisasi tersebut mengakibatkan volume 

transaksi ekspor BNI menurun dibandingkan pada saat kantor cabang memiliki 

kewenangan dalam hal trade finance. 

Konsem lain pemberian limit NWE adalah untuk memJnimalisir kemungkinanfraud 

dj kantor cabang dengan membatasi kewenangan kantor cabang dengan limit 

tertentu untuk fasi!ltas L/C bagi nasabah/ c:alon nasabah. Sehingga walaupun kantor 

~<~ Collection and Documentary Credits, Revised & Updated, (Lnndon: E1.1romoney DC Gardner 
Wcrkbook), p.9 
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cabang diberi kewenangan dalam negosiasi wesel ekspor oamun kewenangan 

terse but terbatas dalam limit yang menjadi hak masing- masing kantor cabang. Hal 

ini terutama merupakan langkab yang diambil sebagai hasil pembelajaran atas kasus 

UC yang terjadi di BNI dimana kantor cabang memHiki kewenangan mutlak dalam 

memberikan fasilitas L/C bagi nasabah. 

Limit NWE bukan merupakan fasiHtas kredit dan hanya bersifat eksposure untuk 

Negosiasi Wesel Ekspor sehingga kewenangan memutus. !imit NWE merupakan hal 

yang berbeda dengan kewenangan memutus kredit 

Pertimbangan lain diberikannya kewenangan negosiasi wesel ekspor bagi kantor 

cabang adaiah keinginan BNI untuk turut serta secara aktif mendukung 

pembangunan bangsa, Ini dimaksudkan karena selama ini persentase transa:ksi 

ekspor yang dilalrukan meJalui BNI dibandingkan dengan transaksi ekspor secara 

nasional rnasih belum menampakkan perbandingan yang signifikan. 145 Ini berarti 

bahwa BNJ masih meHhat potensi peningkatan transaksi ekspor yang akan 

dilakukan melalui BNI dengan diberikannya fasilitas limit Negosiasi Wesel Ekspor 

kepada rnasing~ masing kantor cabang. Hal ini tentu akan berakibat secara langsung 

bagi sisi bisnis BNI salah satunya untuk peningkatan pendapat.an BNI. Bank 

Indonesia sebagai bank sentra1 turut memberikan dukungan bagi bank komersial 

untuk ikut serta mendukung perdagangan intemasional dengan diterbhkannya UU 

Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia dimana Bank Indonesia tidak lagi menyediakan fasiHtas 

pembiayaan perdagangan internasional. Sebagai akibatnya maka kemudian pada 

masa itu didirikan PT. Bank Ekspor Indonesia untuk menyediakan fasilitas 

pembiayaan perdagangan intemasional yang kemudian berkembang dengan 

diberikan ijin kepada semua bank komersial yang telah mendapa:t ijin sebagai bank 

devisa dapat turut serta mendukung perdagangan intemasional dengan memberikan 

fasiHtas ekspor impor kepada nasabahnya, 146 

I.U Laporan Ekspor Nan Migas Bl 2007 
1~ 6 Ramlan Ointing, Transcbi Bisnisdan ...... , op cil, h.ll 
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Limit NWE diberikan secara proporsional kepada masing- masing kantor cabang 

sesuai dengan volume aktifitas ekspor impor yang terjadi meialui kantor cabang 

tersebut. Kantor cabang dengan aktifitas ekspor irnpor yang besar akan mernperoleh 

limit Negosiasi \Vesel Ekspor lebih besar dari pada kantor cabang yang aktifitas 

transaksi ekspor impomya Jebih sedikit. Namun kondisi tersebut tidak menutup 

kemungkinan untok tambahan alokasi limit NWE jika kantor cabang tersebut 

mengaiami perkembangan transaksi ekspar impor dalam tahun berjalan. 

Teknis perbitungan alokasi limit NWE bagi masing- masing kantor cabang 

dilakukan olelt Kantor Besar melalui Kantor Wilayah yang membawahi beberapa 

kantor cabang. Dengan pertimbangan karena Kantor WHayah lebib mengenal 

prospek bisnis masing- masing kantor cabang yang dibawahinya sehingga 

perhitungan limit NWE diharapkan dilakukan secara proporsional dan tepat Divisi 

Intemasional dJ Kantor Besar menerima laporan dan melakukan pencatatan atas 

alokasi Hmit NWE yang diberikan Kantor Wilayah kepada kantor cabangnya. 

Penerapan Negosia.si Wesel Ekspor dengan limit tertentu di kantor cabang 

melibatkan beberapa unit yaitu Unit Pemasaran dan Unit Transaksi Luar Neged 

bersama dengan management kantor cabang sebagai pemutus akhir atas kelayakan 

nasabah yang bersangkutan. 

Unit Pemasaran cabang melakukan survey kelayakan nasabah/ caJon nasabah 

dengan peninjauan lokasi yang dimaksudkan untuk mengenal nasabah Jeblh dekat 

dengan menggali informasi selengkap- lengkapnya serta kepa.stian jaminan legalitas 

nasabah. Kemudian usulan dati Unit Pemasaran diteruskan kepada Unit Tr.ansaksi 

Luar Negeri untuk bersama- sama melakukan perhitungan limit N\¥"E atas nasabah 

tersebut Sebelurn management kantor cabang memberikan keputusan akhir atas 

pemberian limit N\VE sebelumnya harus melalui Divisi Internasional di Kantor 

Besar sebagai pemberi rekomendasL lni dimaksudkan sebagai cross check system 
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atas hubungan dengan bank Jawan, negara tujuan, dan detail dari UC itu sendiri 

apakah tela.h memenuhi standar di BNI atau belum. 

Cross check system dimaksud adalah untuk memberikan kepastian pembayaran atas 

negosiasi UC yang akan diJakukan karena evaluasi terhadap issuing bank atau 

bank~ bank yang terkait dalam UC yang diterima menjadi salah satu petimbangan 

apakah negosiasi layak dilakukan atau tidak. Hal ini mencakup apakah bank 

tersebut merupakan bank yang memilikJ hubungan koresponden 147 dengan BNI 

yang memiliki kemampuan finansial, bonafiditas dan popularitasnya, serta mel iputi 

fasilitas yang dapat diberikan dan reputasinya sebagai bank domestik maupun 

internasional. 148 

Jadi kantor cabang tidak dapat semata- mata melakukan negosiasi tanpa 

rekomendasi Divisi lntemasional. Setelah mendapatkan rekomendasi berbagai 

aspek dari Divisi Intemasional dan putusan dari management kantor cabang maka 

berdasarkan hal tersebut, Unit Transaksi Luar Negeri di kantor cabang akan 

melakukan negosiasi atas inward UC. 149 

Rekomendasi dimaksud yang diberikan oleh Divisi Intemasional satan satunya 

berupa suatu pernyataan atas dokumen yang dipresentir nasabah, yaitu apakah 

dokumen tersebut clean atau tidak Narnun keputusan akhir untuk menegosiasi suatu 

L/C tetap berada di kantor cahang. Sehingga dapat terjadi dimana dokumen yang 

141 Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, op cit, menyebulkan bahwa : 
Hubungan konsponden adalah hubungan an1am suatu bank dengan bank lain yang menjalin kerjasama 
dimana masing- masing pihak menglkatkan diri untuk bertindak sebagai wakil/ agen dari pihak lain dan 
dalam kedudukannya bersedia menerima serta melaksanakan amanat dari pihak yang lain dalam operasi 
perbankan sebagaimaha diperjanjikan. Hubungan koresponden antar bank diatur oieh masing- masing 
kantor pusatnya (head office) dan berlaku meliputi seluroh kantor cabang masing~ masing pihak yang 
ditunjuk oleh head office~ nya. 
Hubungan koresponden dapat dlbedakan menjadi 3, yaitu: 

J. Koresponden biasa, dimana kedua bnnk tidak saling membuka rekening 
2. One side deposilory ccrespom:krtt, dimana hanya salah satu pihak saja yang membuka rekening di 

pibak lawarmya 
3. Depository corespondent, dimana kedua plhak saling membuka rekening di pihak Jawannya 

sehingga mempennudah penyelesaian transaksi. Rekening yang dibuka dikenal dengan istllah 
rekening vostr(l dan rekening nostro. 

J.4t Abdul Latiff Abdul Rahim, op cit , p.58 
1 ~9 incoming UC atau lJC yang masuk atas transaksi ekspor yang dilakukan nasabah 
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dipresentir dinyatakan tidak clean oleh Divisi lnternasional namun karena 

pertimba.ngan bisnis tertentu kantor cabang terhadap nasabahnya maka kantor 

cabang dapat melakukan negosiasi. Ini dimungldnkan terjadi selama pengecualian 

yang dilakukan kantor cabang atas negosiasi UC tidak menyalahi hal~ hal yang 

sifatnya prinsip dan atas keputusan yang dlbuat kantor cabang sepenuhnya 

bertanggung jawab atas negosiasi yang diJakukannya baik itu sejalan atau tidak 

sejalan dengan rekornendasi Divisi lntemasional. 

Peran Divisi Internas1onal dalam hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan 

kiarifikasi atas credit line dari suahl bank di luar negeri derni keamanan hank yang 

bersangkutan. Dalam kasus mark up harga barang ekspor dalam rangka 

memanfaatkan perbedaan bunga antara. bunga diskon di Indonesia dengan bunga 

Australian Dollar di Australia. Bertindak sebagai issuing bank adalah Bank ABC 

London dan advising bank adalah Bank BNX Jakarta dengan pembayaran L/C 

usance. Bank BNX setelah menerima persetujuan dengan tested telex, bank 

mendjskonto wesel berjangka ke Bank Indonesia dalam USD dengan bunga diskon 

3,5 % pa. basil dlskonto dalam rupiah dikredit ke rekening giro rupiah eksportir. 

Kemudian uang tersebut ditukarkan dengan Australian dollar dan ditransfer ke 

Australia. 

Namun temyata outstanding wesel berjangka dengan bank ABC London sudah 

melampaui credit line yaitu sebesar USD 15 juta sementara credit line hanya 

sebesar USD 5 juta. Dalam hal ini kantor cabang melanggar ketentuan intern karena 

pada saat akan mendiskorrto wesel tidak melakukan konfirrnasi credit line terlebih 

dahulu kepada kantor besar. Dilihat dari dokumen, transaksi tersebut legal karena 

apa yang menjadi obyek perdagangan tidak fiktif dilakukan pemeriksaan oleh 

kantor bea dan cukai dengan surat~ surat sah yang dikeluarkan instansi yang 

berwenang. Demikia.n juga prosedur diskonto wesel ke Bank lndonesia dilakukan 

sesuai ketentuan yang berlaku dan pada saat jatuh tempo pelunasan wesel berjangka 

dilakukan dengan sesuaL 
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Eksportir melakukan transaksi ini dalam rangka mendapatkan keuntungan darl 

perbedaan bunga (interest differencial) yang pada saat itubunga diskonto wesel 

berjangka sebesar 3,5 % pa, sedangka bunga Australia dollar sebesar 15 % sehingga 

ada selisih yang menjadi keuntungan eksportir. 

Maka dalam memberikan fasilitas UC terhadap nasabab suatu bank harus sungguh­

sungguh mengadakan penyelidikan terhadap kegiatan bisnisnya. Dalam kasus 

tersebut kantor cabang menghentikan pemberian fasilitas UC sampai dengan 

outstanding dilunasi. 

Pemberian fasnitas limit NWE kepada masing~ masing nasabah dihitung 

berdasarkan transaksi ekspor yang telah dilakukan di BNI untuk nasabah dan di 

bank lain bagi calon nasabah. Dari rekaman transaksi tersebut akan diberikan limit 

negosfasi sebesar nilai tertinggi yang pemah ada. Selain pertimbangan tersebut 

diatas} penetapan Jimit NWE bagi nasabah juga mempertimbangkan potensi 

trnnsaksi ke depan yang mungkin dilakukan di BNI dengan menggunakan perangkat 

knowing your customer (Kl'Ci 50 dan memperhatikan aspek legalitas perusahaan 

dan hasH kunjungan yang telah dilakukan Unit Pemasaran kantor cabang. Prinsip 

KYC mutlak harus dilaksanakan karena sangat berkaitan dengan ketentuan undang~ 

undang tindak pidana pencucian uang.1 51 

Limit yang diberikan bagi masing- masing nasabah berlaku selama 1 (satu) tahun 

namun jika volume transaksi berjalan ke depan menunjukan peningkatan maka limit 

negoslasi atas nasabah yang bersangkutan dapat dttinjau ulang untuk ditingkatkan 

selama limit negosiasi pada kantor cabang sebagai negotiating ba11k masih 

mencukupi. 

Atau dalam hal kondisi limit kantor cabang sudah tidak menculrupi maka kenaikan 

limit NWE dapat dimintakan kembali kepada Kantor Wilayah yang membawahinya 

130 Try Widiyono. SH., MH., Sp.N., cp cit, b37 menyebutkan; suatu slslem ke!ja khususnya dalam bidang 
perbankan yang digunakan untuk menggali informasi sedctaii· detailnya guna rnenghindari potensi kerugian 
bagi perusahaan. 
m Try Widiyono, SH,l'vlli, Sp.N., op ell, b.33 
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untuk dilakukan switching limit dar! kantor cabang lain yang limitnya masih 

tersedia. kepada kantor cabang yang membutuhkan kenaikan limit. Hal ini dilakukan 

sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan guna memenuhi kebutuhan nasabah 

dan diharapkan dapat mempertahankan nasabah yang telah ada selama in~. 

Limit NVlE dapat pula diberikan kepada nasabah pinjaman (debitur) dengan ana!isa 

kelayakan dilakukan pada Sentra Kredit. Pada Sentra Kre<Ht mekanisme pemberian 

limit NWE juga melibatkan beberapa unit kerja yaitu Pemasar/ Pengelola masing­

masing debitur, dan management dari Sentra K.redit tersebut. 

Secara struktural usulan pemberian limit NWE kepada debltur di Seotra Kredit 

diberikan oleh Pemasar/ Pengelola debitur setelah di!akukan srudi kelayakan dan 

analisa atas pennohona.n debitur. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada 

Divisi Intemasional untuk rnendapatkan rekomendasi sebelum diputuskan oJeh 

management Sentra Kredit yang bersangkutan. Limit NWE merupakan fasilitas 

yang perhitungannya melekat dengan fasilitas kredit berjalan yang dlperoJeh 

debitur dari BNI Sentra Kredit Namun limit ini diberika.n khusus untuk negosiasi 

wesel ekspor saja, sementara untuk fasilitas pembukaan UC debitur dapat 

menggunakan plafond kredit yang telah meialui analisa dan studi keiayakan selama 

peruntukan plafond kredit yang diperoJeh termasuk pembukaan fasilitas IJC. Jadi 

sebenarnya limit NWE juga merupakan jenis kredit tidak langsung yang diberikan 

kepada debitur dimana untuk ana lisa dan pemberian seluruh fasilit.as kredit di BNI 

dilakukan secara terpusat di Sentra Kredit. 

Dapat dipastikan bahwa debitur pasti sekaligus merupakan nasa.bah simpanan 

ka.rena transaksi atas fasilitas kredit yang diperoleh melalui produk simpanan yaitu 

giro atau tabungan. Namun nasabah simpanan belum tentu nasabah pinjaman. Hal 

ini salah satunya yang mendasari diberikan kewenangan menentukan limit NWE 

melalui kantor cabang dan melalui Sentra Kredit dilakukan secara teTpisah guna 

memaksimalkan ekspolarasi potensi nasabah untuk menggunakan fasHitas LIC 

melalui BNL 
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B. RESIKO YANG DIHADAPI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI L/C 

l. MASALAH- MASALAH DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN 

LIC 

UC teJah dianggap sebagai suatu system pembayaran ekspor impot yang ideal 

dimana dalam sistern ini melibatkan beberapa pihak yang pada intinya adalab 

applicant, issuing bank, beneficiary, negotiating bank. Bagaimanapun juga suatu 

sistem diciptakan pasti ada suatu resiko yang mungkin timbul sebaga) akibatnya. 

Demikian terhadap para. pJhak yang terlibat dalam transaksi L/C melekat resiko 

tersebut. 

Pada umumnya masa.lah yang terjadi adalah berupa wesel yang tidak dibayar 

(unpaid bills), pembayaran yang tertunda (delay of payment), pembayarnn ganda 

(double payment), penyelesaian wesel ( settlement of draft), dan penipuan (fraud) 

dalam transaksi L/C. 152 

Jika suatu resiko terjadi pada salah satu pihak maka baik secara langsung atau tidak 

akan membawa resiko kepada pihak lainnya. Seperti misalnya resiko wesel yang 

tidak dibayar (unpaid bills). Resiko ini melekat pada pihak bank sebagai bank 

pernbayar. Sesuai dengan pdnsip UC pada saat dokumen yang dipresentir telah 

diperlksa dan sesuai dengan klausul L/C maka bank penerima wajib meiakukan 

pembayaran. Maka sejak saat itulah resiko unpaid bills melekat jika pada saat 

pembayaran tersebut ditagihkan kepada issuing bank dinyatakan discrepancy mayor 

yang tidak dapat dikoreksi maka ada potensi kerugian bagl bank pembayar. Ini 

terjadi seperti pada kasus negotiating bank di Indonesia dengan issuing bank di luar 

negen. 

m Roselyn Hutabarat, op cit, 11.26 

Universitas lndonesja 8l 

Letter Of..., Krista Kurnia, FH UI, 2009



Negotiating bank di Indonesia rnenerima UC dari issuing bank di luar negeri 

dengan syarat Beneficiary: firma Setia dan Shipment from: Tanjung Priok, Jakarta. 

Setelah ba.rang dikapalka.n eksportir menyerahkan dokumen kepada negotiating 

bank untuk dinegosiasjkan. Oleh negotiating bank dinyatakan ada discrepancy 

antara lain Nama Penerima : Fa. Setia dan pelabuhan muat : Tg. Priok) Jakarta. 

Namun dokumen tersebut dinegosiasikan oleh negotiating bank kepada eksportir 

karena discrepancy dianggap rninor. 153 

Tetapi issuing bank di Juar negeri tidak memahami hal tersebut dan dokurnen 

dianggap tidak sesuai dengan UC dan karenanya dianggap unpaid. Disamping itu 

tanggal yang tercantum dalam wesel adalah beberapa hari setelah tanggaJ negosiasi. 

Discrepancy tersebut teijadi salah satunya karena adanya over service kepada 

nasabah. Negotiating bank tidak mendapat pembayaran kembali (reimbursement) 

dari issuing bank karena issuing bank menolak rnembayar.154 

Selain resiko tersebut bank juga rentan terhadap resiko penipuan lfraud) kanma 

pada dasamya bank bertransaksi berdasarkan dokumen saja. Hal ini dapat dilihat 

pada kasus penipuan L!C BNI Kebayoran dimana salah satu penyebabnya adalah 

pemalsuan terhadap dokumen yang dipresentir, bahwa dokumen tersebut tidak 

diterbitkan oleh instansi yang berwena.ng. 

Dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan dan penipuan LC dan BL maka 

ada beberapa hal yang memiliki relevansi dengan tindak pidana tersebut. Pertama 

hendaknya dipahami mengenai prosedur pembukaan LC. Karena dengan 

pernahaman yang baik mengenai syarat dan prosedur pembukaan LC maka 

kemungkinan terjadi tindak pidana dapat diminimalisir.155 

Selain terjadi pada pihak bank, pihak beneficiary juga dapat mengalami resiko 

unpaid bills. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa suatu resiko hanya melekat mut1ak 

1
'
1 Broke Wunnicke, Diane B. Wunnicke, and PaulS. Turner, op eft, p.422.1S.9 

154 Charles. del Busto, Case Studies ... , op cit. 
m M. Solchudin, op cit 
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pada satu pihak saja dalam transaksi L/C karena proses penyelesaian atas suatu 

transaksi dengan L/C meiJbatkan han yak pihak maka pada saat resiko terjadi secara 

langsung maupun tidak akan berimbas kepada pihak~ pihak dalam LIC ltu sendiri. 

Beneficiary dlkatakan mengalami resiko unpaid bills jlka barang yang menjadi 

obyek perdagangan telah dikirim dan ternyata issuing bank tidak memberikan 

akseptasi atas L/C yang telah diterima bank-nya beneficiary, Namun dapat saja 

kondisi tersebut hanya rnerupakan pemba.yaran yang tertunda (delay payment) yang 

merupakan suatu kondisi dimana beneficiary belurn mendapatkan pernbayaran a.tas 

komodir.i dagang yang telah diklrimnya. Hal ini juga merupakan resiko yang dapat 

tetjadi kepada pihak beneficiary karena alasan pengiriman dokurnen yang terlambat 

karena kelalaian bank~ penundaan pengiriman dokumen, dan dokumen mengandung 

discrepancy. 1515 Hal ini dapat menyebabkan gagalnya pembayaran yang dapat 

merugikan semua pihak baik eksportir rnaupun bank. 

2. PEMBERLAKUKAN UCPDC DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

NASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL 

Syarat dan ketentuan dalam UCPDC mencenninkan konsensus bersama antar bank 

di seluruh dunia, dan oleh karenanya dijadikan dasar bersama untuk menjalankan 

bisnis~ utarnanya dalam penerbitan dan pelaksanaan L/C. 157 Agar semua persyaratan 

(term and condition) dalam UCPDC berlaku bagi para pihak yang menyepakatinya 

maka hat tersebut hams dinyatakan secara tegas dalam L/C. 

Kedudukan UCPDC tidak setara dengan hukum nasional ataupun peraturan 

perundang- undangan intemasional. Suatu perjanjian intemasional harus dibentuk 

oleh subyek hukum internasional, yaitu negara atau organisasi internasiona!. 

1~ lbid. h. 649 
1s1 Hikmahanto Juwana, "Aspek Hukum Perdata lnlernasianal Letter D/Credif', (Makalab disampaikan 
pada Forum Diskus1 Pengaturan Letter of Credit di indonesia, Jakarta 5 Mei 2004) 
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UCPDC bukanlah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Negara maupun 

organisasi internasjonal namun dibentuk oleh suatu lembaga swasta1 yaitu 

International Chamber of Commerce {ICC), Lembaga tersebut bukan merupakan 

organisasi intemasional dalam konteks llukum intemasional publik, karena tidak 

didirikan oleh negara. Lembaga tersebut didirikan oleh subyek hukum perdata di 

Perancis yang menggunakan istilah "intemasionaP'. Selain itu UCPDC tidak dapat 

dianggap sebagai suatu peraturan perundang- undangan~ mengingat tidak ada 

peraturan perundang~ undangan yang men~ take over materi muatan UCPDC. 

Karena faktor- faktor tersebut mak:a menurut teori llmu hukum keberJakuan UCPDC 

terhadap para pihak dalam L/C tidak bersifat memaksa (dwingen recht). 158 

Uniform Customs and Practise for Documentary Leuer of Credits adalah aturan 

bersama para bankers di seluruh dunia. 159 Keheradaannya lebih dikarenakan 

kebutuhan bersama para bankers dalam transaksi UC. Transaksi UC akan 

melibatkan pelaku yang berasa1 dari 2 (dua) negara yang berbeda. Bila antara para 

pelaku tersebut tidak terdapat suatu persepsi yang sama maka akan menimbulkan 

kesulitan dalarn praktek perdagangan dengan L/C. Untuk menghindari dan 

mengatasi kesuUtan yang mungkin timbul akibat praktek perdagangan dengan UC 

maka dibentuklah UCPDC yang dif.asilitasi oleh ICC dan dengan dernikian 

diharapkan terdapat kesamaan babasa antara para pelakul pengguna L/C dan dapat 

mencegah terjadinya sengketa yang timbul akibat kesalabpahaman. 

Dilihat dari substansinya, UCPDC dapat dikatakan sebagai kontrak baku bagi bank 

penerbit dan bank pembayar yang terlibat dalam transak.si LIC. Dengan adanya 

UCPDC seJain terdapat persepsi yang sama juga terdapat keseimbangan 

kepentingan antara bank penerbit dan bank pembayar. Dengan demikian UCPDC 

tidak mengikar secara langsung terhadap para nasabah (applicant dan beneficiary). 

m ibid 
"g. Abdul Latiff Abdul Rahim, op cit 
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Apabila UCPDC yang dlsepakati para pihak sebagai rujukan dalam pelaksanaa.n 

UC dikaitkan dengan kekuatan mengikat suatu hukum nasional, maka UCPDC 

tidak dapat meng- override hukum nasionaL Artinya meskipun di dalam LIC sccara 

tegas dinyatakan bahwa para pihak tunduk pada UCPDC namun apabila ada 

pertentangan antara hukum nasional dan UCPDC maka ketentuan UCPDC dapat 

dikesampingkan. Sebaliknyo UCPDC tidak dapat mengesampingkan kaedah hokum 

nasional yang bersifat memaksa yang mengatur mengenai UC. Hukum nasional 

tidak dapat dikalahkan oleh UCPDC sehingga apabila terjadi parselisihan UC 

berdasarkan prinsip tersebut hakim dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

hukum nasionaL '60 

Dalam transaksi dengan lJC bank penerus diluar negeri akan rnelakukan 

pembayaran dengan cara yang telah ditentukan dahun UC yaitu secara atas unjuk 

(sight payment). pembayaran kemudian (deferred payment), akseptasi (acceptance) 

atau negosiasi (negotiation). 

Meskipun UCPDC telah mengatur mengenai tata cara dan prosedur pembayaran 

dengan UC namun dalam pe!aksanaannya masih sering terjadi perselisihan dimana 

bank mengalami kerugian akibat adanya kesalahan) penyimpangan, kelalaian, atau 

penipuan baik yang berupa wesel tidak dibayar (unpaid bills), pembayaran yang 

tertunda (delay of payment). pembayaran ganda {double payment), penyeJesaian 

wesel (settlement of draft), maupun penipuan (fraud). Masalah lni bahkan 

menimbulkan perselisihan antar bank. 

Dalam prakteknya penyelesaian masalah tersebut dapat melalui korespondensi dan 

pembicaraan antar bank, Dalarn penyelesaian seperti ini aspek hukum tidak 

diperiukan. Namun jika penyelesaian memerlukan caropur tangan pengadilan atau 

!br.l Mardy Fery, SuaiU Gagasan Tentang Pengaturan Letter Of Credit (LC) Dalam Hukum Nasional (Upa)I(J 
Perlindungan Hulrum Bagi Pengguna LC)}, Tesis Program Pascasatj:ana Program Studl Hukum Eka.nomi 
Univen;itas Indonesia, 1004. 
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lembaga hukum lainnya maka aspek hukum sangat diperlukan dan oleh karenanya 

menjadi kasus hukum internasiona1. 161 

Pada kenyataannya UCPDC tidak mengatur adanya pilihan hukum dalam hak 

terjadi perselisihan. Berdasarkan publikasi pendapat ICC yang menyatakan : 

Because of its incorporation into the documentary credit, the UCP governs 

Documentary credits primarily, but not solely. Courts and arbitration tribunals 

often apply the UCP because it is the most universally followed set of customery 

Documentary credits rules and because it is perceived as being quite close to the 

level of perfection permitted by the "laws" of international compromise. However it 

must be recognize that incorporation of UCP into the documentary credit does nat 

prevent a court from applying its country's national law " 162 

Maka untuk rnenentukan hukum nasional yang berlaku atas L/C dalam hal tidak ada 

pilihan hukum dida."larkan pada prinsip~ prinsip atau kaidah- kaidah hukum perdata 

intemasional, yaitu berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the 

closest and the most real connection) atau teori prestasi yang paling karakteristik 

(the most characteristic connection). Beberapa ahli juga mengenal teori pilihan 

hukum lainnya yaitu lex loci contractus dan lex loci solution. 

Teori lex loci contractus menyatakan bahwa hukum nasional yang berlaku atas UC 

adalah hukum nasional dimana kontrak at.au perjanjian diterbitkan sementara teori 

lex loci solution menyatakan bahwa hukum nasional yang bertaku bukan hukum 

negara dimana perjanjian dibuat namun adalah hukum dirnana kontrak 

dilaksanakan. 163 

Teori keterkaitan paling dekat (the closest and the most real connection) ini dapat 

diterapkan untuk menentukan hukum nasional sebagai hukum yang berlaku dalarn 

ha1 bank penerus diberi kuasa untuk rnelakukan pembayaran LIC kepada penerima. 

If! S:afarudin Surya Lesmana, Aspek Hukum Penggunaan Letter of Credir (UC) Dalam Transaksi 
Perdagangan lnternasional, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004 
162 Dr. Ramlan Ginting. SH., LLM.,Lel/er of Credit ......... , op cit, h.20 
tn Hikmahanto Juwana, op cit, h.9 
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Jadi merupakan hukum Negara yang memHiki keterkaita.n paling dekat dan paling 

nyata dengan pelaksanaa.n L!C itu sendiri. Berdasarkan pendapat ICC tersebut 

maka terdapat 2 (dua) forum bagi penyelesaian perselisihan yaitu pengadilan dan 

lembaga atbitrase. 

Dalam hal bank penerus diberi kuasa untuk melakukan pemhayaran UC secara 

sight atas unjuk dan L/C tidak memuat klausula pllihan hukum, maka berdasarkan 

teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the closest and the most real 

connection) maka hukum nasiona:J yang berlaku terhadap pembayaran L/C adalah 

hukum negara dimana bank pembayar berada164 karena hubungannya dengan 

penerima, bank penerbit hanya berfungsi sebagai penerbit L/C. 

Dalam hal bank penerus diberi kuasa melakukan pembayaran UC secara negosiasi 

dan di dalam UC tidak memuat klausula pilihan hukum maka berdasarkan teori 

keterkaitan paling dekat dan paling nyata (the clwest and the most real connection) 

mak:a hukum nasional yang berlaku adalah hukum negara dimana bank negosia.si 

berada. Hal ini disebabkan karena keterkaitan paling dekat dan nyata berada pada 

negara bank negosiasi yaitu beropa penelitian dokurnen yang diajukan dan 

pembayaran L/C. Sementara hubungarmya dengan penerirna. bank· penerbit ha.nya 

sebagai penerbit UC saja. 

Lebih lanjut dalam hal bank penerbit diberi kuasa melakukan pembayaran UC 

berdasarkan akseptasi {acceptance) dan UC tidak mernuat k1ausula piiihan hukum 

maka berdasarkan teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata {the closest and 

the most real connection) rnaka hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana 

bank akseptasi berada ka.rena bank yang melakukan akseptasi melakukan penelitian 

dokumen yang diajuk:an dan mempertimbangkan bahwa bank melakukan akseptasi 

ata.s wesel berjangka dan membayarnya pada saat jatoh tempo. 

164 Dr. Ramlan Glnting, SH., LLM., Letter of Credit'"'"'' , op cit, \1.12.2 
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Jika bank penerus diberi kuasa untuk menambahkan konfirmasinya dalam UC dan 

UC tidak memuat kJausula pilhan hukum maka berdasarkan teori keterkaitan paling 

dekat dan paling nyata (the closest and the most real connection) maka hukum yang 

berlaku adalah hukum negara dimana bank penerus sebagai bank konfirmasi berada 

kanma dengan konfirmasi yang dinyatakan dalam UC maka tanggung jawab bank 

terhadap pembayaran L!C sarna dengan tanggung jawab issuing bank. Bank 

konfirmasi melakukan penelitian atas dokumen yang diajukan sebagai syarat 

dibayamya L/C. Sesuai dengan persyaratan L/C bank konfirmasi meJakukan 

pembayaran baik secara sight maupun usance. 
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A KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pada awalnya perdagangan internasional dimulai karena adanya keterbatasan 

maslng- masing negara dalam pemenuhan kebutuhan mengakibatkan adanya 

interaksi antar negara yang menimbulkan perdagangan internasional. Karena 

perbedaan antara pelaku perdagangan maka diperlukan peran bank sebagai 

mediator kepentingan pembeii dan penjual. Demikian BNI sebagai bank devisa 

dapat berperan balk sebagai bank penerbit maupun bank pembayar. 

Dalam konteks BNI sebagai bank-nya eksportir maka BNI memiliki kewajiban 

sebagai negotiated bank untuk melakukan pembayaran kepada nasabahnya 

selama dokumen complying presentation. Demi mendukung peningkatan ekspor 

nasiona1 maka BNI memberikan layanan transaksi UC kepada nasa:bahnya, 

Dukungan tersebut dinyatakan dengan diberikannya fasilitas limit Negosiasi 

Wesel Ekspor melalui kantor cabangnya masing~ masing. Dengan fasilitas ini 

kantor cabang dapat membuat keputusan sendiri untuk membayarkan wesel 

ekspor yang masuk dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang 

berlaku secara nasional dan internasiona1. 

2. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor ini bukan berarti fasilitas yang tanpa resiko 

karena negosiasi yang dilakukan oleh kantor cabang sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab kantor cabang yang berimbas kepada pendapatan kantor 

cabang. Sehingga kantor cabang dapat memberlakukan pengikatan gadai atau 

blokir sejumiah dana yang telah diperhitungkan dengan fasilitas negosiasi yang 

telah diberikan sebagai langkah pengamanan atas resiko yang mungkin terjadi. 

Fasilitas L/C sendiri walaupun saat ini dapat dikatakan sebagai sarana yang 

dapat mengakomodir kepentingan importir dan eksportir namun tetap melekat 
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resiko bagi para pihak yang terlibat didala:mnya. Secara garis besar resiko 

ters.ebut adalah wesel yang tidak dibayar (unpaid bills), pembayaran yang 

tertunda (delay of payment), pembayaran ganda (double payment), penyelesaian 

wesel (settlement of drafi) 1 dan penipuan (fraud) dalam transaksi UC. 

Masing- masing resiko tersebut tidak dapat dikatakan hanya merupakan resiko 

pjhak tertentu saja namun memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak 

yang lain. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka mutlak bagi para pihak 

untuk rnenguasai aturan main dalam transaksi LJC. 

B SARAN 

Menjawab pennasalahan mengenai peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan 

eksportir maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Pertama peran BNI untuk mempennudah proses negosiasi di1akukan salah 

satunya dengan diberikannya fasilitas negosiasi wesei ekspor bagi masing~ 

masing kantor cabangnya dengan perhitungan antara resJko dan prospek bisnis. 

2. Namun demikian praktek negosiasi wesel ekspor tetap memerlukan penegasan 

pemberian kewenangan bagi kantor cabang dalam bentuk standard operation 

procedur. Hal ini perlu dilakukan untuk memberika.n kepastian hukum bagi 

kantor cabang dalam melakukan transaksi khususnya dalam pelaksanaan 

negosiasi dokumen atas transaksi ekspor yang dilakukan. 

3, Selama penegasan belum diberikan oleh unit yang benvenang maka tidak berarti 

babwa kantor cabang tidak dapat memanfaatkan fasilitas negosiasi weseJ ekspor 

yang telah diberikan. Fasllitas negosiasi tetap dapat dilakukan guna 

memaksima1isasi pendapatan kantor cabang. 
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Sementara resiko yang mungkin dihadapi para pihak datam transaksi L/C dapat 

diminimalisir dengan cara sebagai berikut : 

L Pengamanan dimaksud atas negosiasi wesel ekspor dapat dilakukan dengan 

pemblokiran sejumlah saldo setelah diperhitungkan dengan resiko yang 

mungkin teijadi sampai dengan LIC proceed atau dengan mengikat gadai atas 

sejumlah aset beneficiary yang telah dilakukan perhltungan sehelumnya. 

2. Guna meminimalisir resiko atas fasilltas UC baik yang diterbitkan atau atas UC 

masuk maka perlu dipahami praktek UC yang berlaku tidak banya secara 

nasional at:au intern perusahaan namun praktek LIC secara internasionaL Dalam 

hal ini selalu mengacu pada UCPDC yang disepakati dalam LIC yang saat ini 

berlaku yaitu UCPDC 600. 

3, Selain daripada itu dapat dHakukan pengamanan melalui Lembaga Pembiayaan 

Ekspor Indonesia yang dulunya adalah Bank Ekspor Indonesia dimana lembaga 

tersebut akan mengcover resiko yang mungkin terjadi baik kepada importirJ 

eksportir~ maupun bank sesuai dengan tujuan dan fungsi Jembaga: tersebut 

berdiri. 

Dengan demikian maka strategi pengelolaan atau pengembangan transaksi 

perdagangan internasional BNI dapat dilakukan secara komprehensif dan 

menyeluruh dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal. 
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UCP 600 

UCP 600 are the latest revls!M of the Uniform Customs and t>ractlce that g0Vffl1 the operation of letters of 
credit. 

UCP 600 comes Jnto effect on 01 July 2007 

The. 39 articles or UCP 600 are a comprehensive and practical worldng aid to bankers, lawyers, Importers, 
and exporters, transport exeOJtives, educators, and everyone Involved In letter of credit transactions 
worldwide. 

ICC Uniform Customs and Pri~:dloo for Doetunentary Credits (UCP 600) 

Foreword 

This reviSion of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (C(Immonly called ~uCP") IS the 
sh:th revbolon of the rules slnte they were first promulgated In 1933. It Is the fruit of more than three years 
of work by the Intematlonal Chamber of Commerce'$ (ICC) CommiSSion on Banking Technique and Praatce. 

ICC, which was established In 1919, had as Its primary objective racllltattng the flow of lntematltma! tr<lde at 
a time when natiooalfsm and protectionism posed serious threats to the world trading system. It was rn that 
splrlt that the UCP were first lntro!fuced - to alleviate the confusion q~.used by lru;llvldcal couJttr!es' 
promotillg their own national rules Ql'l letter of credit practice. The objective, !;!nee attained, was to create a 
set of contractual rules that wouh:l establish uniformity In that practice, so that practltloners would not have 
to cope with a plethora of often amfllctlt~g t~atlonal regulations. The ur.!versal acceptance of the UCP by 
proctltioners In countries with widely divergent economic and judicial systems Is a testament to the rules' 
success. 

lt Is Important tu recall that the UCP represent the ~ of a private lnterfltltional orgillt'llzatlon, not a 
governmenWI body. Since Its inception, ICC h~s II"'S!sted on the central role or ~lf·regulatlon In business 
practice. These roles, formulated entlrel'!' by ex9erts ln the private sector, have validated that approach. The 
UCP remain the most successful set of ptlvate rules for trade ever developed. 

A. range of Individuals and groups «mtrlbuted to the currertt revision, which Is entltled UCP 600. itlese 
Include the UCP Drafting Group, whlch sifted through more than 5000 lndlvldual comments before arriVIng 
at tills consensus text; the UCP Consulting Grot~p, consisting of members froiY1 more th<>n 25 countries, 
whlctl served as the at.Msory body reacting to and proposing changes to the various drafts; the: more that'! 
400 members of the ICC CommissiOn on Banking Technique and Fractlce who made pertinent suggestions 
for d'H.'!I'!!:Jes In the text; and ICC nat!ortal commltrees worldwide whldl took: an active role In consolidating 
comments from their members. ICC also expresses ItS gratitude to ])Tactlt!oners In the tl'<lnsport and 
Insurance industries, whose perceptive ruggestlons honed the final draft. 

Guy Sebban 
Secretary General 
International Chamber of commerce 

Introduction 

In May :mu:;, the International Chamber of C{lJ!lmerte authorized the ICC Commission on Banking 
TechniQue and PT<'ctlce (BankJng commisSion) to begin a revJSlon of the Uniform Customs ar.d Practice tor 
Documentaty Credits, tCC Publication soo. 

As with other revisions, the general obJective was to address developments In the banking, tntmoport and 
lrn;uraoce Industries. AddltiOoall'!', there was a rteed to k>Ok at the lang~,Utge and style used Jn the UCP to 
remove wording that could lead to Inconsistent application and Interpretation, 

When work on the revision started, a number of global surveys Indicated that, because of discrepancies, 
approxlmately 70% of <!ocuments presented under letters of credit were belng rejected on first presentation. 
This obVIously hill:!, and continues to have, a negative effect on the letter of credit belng seen as a means of 
payment and, If unchecl<ed, could have serious lmpllcat'!Ons for IIH!IIntalnlng or lncreasln!J Its market share as. 
a recognized means of sett1ement In !ntematlonal trade. The introduction by bankS Of a discrepancy fee has 
highlighted the Importance Of this lswe, espedal!y when the underlying d!screP<'Jncles have bf!en fOl.lnd to be 
dubious or unsound. Whilst the nt~mber of ca~s Involving litigation has not grown during the lifetime of UCP 
500, the Introduction of the ICC's Dcx:umeotary Credlt Dispute Resolution Expertise Rules (OOCDEX) In 
October 1997 (subSequently revised In March 2002) has resulted In more lhan 60 cases being decided. 
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To add:ess these and other co'lcerns, the Banking Commission established <:l Drafting Grovp to revise UCP 
500. It was al$0 de<:lded to create a s~:Cond l;}tOllp, known as the Consulting GroJp, to review and advlse on 
early drafts. submitted by the Drafting Group. Tl:e Consulting Grt;n,rp, made up of over 40 indivi<h.mls fmm 2$ 
countries, wr.sJsted Qf banking and transport indusb'y experts. Ably cG-cl!aired by John Turnbull, Oeputy 
General Mal)eger, Sumltomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd, London and Carlo 01 Nlnnl, Adviser, 
Italian Bankers Association, Rome, the Consulting Group provided valuable Input to tile orattlng Group prlor 
to release of draft texts to ICC national commrt:tees. 

The Drafting Group began the review process by analyzing the content of the offlclal Oplnlons Issued by the 
aanklng Commu;:s!on. under tJCP SOD, some 500 Opinions wer<:~ reviewed to <:~ssess whether U'!e 1$$ues 
Involved warranted a chal'lge In, an addition to or a deletion of any UCP article. Jn addition, consideration 
was given to the content of the four PosltiDn Papers: ISSued by the Commission m September 1994, the two 
Decisions rssued by the Commission (ooncernlng the Introduction of the euro and the determination of what 
ronstltuted an O!iglncl document under UCP SOO sub-article 20(b) and the decls!ons Issued In oocoex 
cases. 

During the revision process, tiOtlce was taken of the considerable work that had been com~eted In creating 
the International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits 
(JSSP), tee Publication 645. Th~ publication has eltOWed rntQ a oecessary companion to the UCP for 
detenn!nlng. compliance of OOCtJments with the terms of letters of tredlt. lt Is the expectation of tile Drafting 
Group and the Banking Commission that the application of the principles contain!!{{ In the lSBP, Including 
subsequent revisions thereof, will continue during the time UCP 600 Is In force, At the time UCP 600 Is 
Implemented, there will be an updated verston Of the ISBJ> to bring Its contents In line with tile substance 
and style of ti't<l new rules. 

Tl;e ft.lut Positron PaperS Issued tn September 1994 were Issued subject to their application under UCP 500; 
therefore, they will not be applicable under UCP 600. The essence of the O&lsloo covering the 
determination of an orlglnal docwneot has been Incorporated Into the text ot UO'I 600. The outcome of the 
DOCOEX cases were Invariably based on exiSting ICC Banking Commlssltm Opinions and therefore contained 
no specific Issues that reQuired addressing In these rules. 

One of the structural che:nges to the UCP l$ the lntroductl<m ot articles covering deflnlttons (article 2) and 
Interpretations (art!de 3). In J)I'OVld!ng deflnltlons of roles played by banks and the meaning of specific 
terrnso and events:, UCP 600 avoids the necessity of repetitiVe text to explain their Interpretation and 
application. Similarly, the article rovertn9 interpretations alms to take the ambiguity out of vague or unclear 
language that appears In letters of credit and to provide a definitive eh.lcklatlon of other <:hcoracterlstlcs of 
the Ua> o: the credit. 

During the courSe of the lest three years:, ICC national committees were canvassed on a range of issues to 
Gl!t:ennlne their preferences on alrernatlve texts submitted by the Drafting Group. The results of this 
CJ<erclse and the considerable Input from national committees on Jndlvldul:ll Items In the te>~:t l!i reflected In 
the c.ontent of UCP 600, The Oroftlng Group cc!1S!dered, not only the current practtce relative to tt.e 
documentary erodlt, but also trled to envisage the future evolution of that practice. 

This rt'!V!Sion of the Ua> represents the culmlnatlon of over three years: of exter.slve analysis, review, debate 
and compromise amongst the various members of the Drafting Group, the members of ~he Banking 
Commission and the respective ICC natkma1 committees. Valuable comment has also been receive<! from 
the ICC Commission on Transport and Logistics, the Commrsslon on Comw.ertlal Law and Practice and the 
Committee on lnsuronce. 

lt Is net appropriate fer this publlcauon to provide an e>::p!anath:m as to why an <~rtlde has been worded In 
such a way or what Is Intended by Its Incorporation Into the rules. For those Interested In understanding the 
rationale Md Interpretation of the: artk:les of UCP 600, thls information will be foond In the Commentary to 
the rules, tee Publlcallon 601, which represtmts the Drafting Group's views. 

On behalf or the Oraftlng Group l would !Ike: to toll: tend our deep appreciation to the: members of the 
Consulting Group, ICC national committees am:! members of the Banking Commission for their professional 
cumn'lt!nts and their wnstructlve participation ln. thiS process. 

Spedal thanks are due to the members of the Drafting Group and their lnstltutiO!'IS, who are listed be~ow In 
alph<~bctica! order. 

Nkole Keller- VIce President, Service Jntemattonal Products, Dresdner Bank AG, Fraold\wt, Gefl"llany; 
Representative to the ICC Commission on 6a!1klng Technique and Practice; 
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Laurence Kooy- L€gal Mvfser, BN? Parib<>s, Paris, Fran~e; Representative to the ICC COmmission on 
Banking Ted'mlque and Practice. 

Katja Lehr- Business Manager, Ttade Services Standards, SWIFT, La Hulpe, Belgium, then VIce President, 
Membership Representation, International Financial Services Assorlal1tm, New Jersey, USA; Representative 
ro the ICC Commission on Banking Technique and Practice; 

Ole Malmqvist - Vlee Presrdent, Oanske Bank, Copenhagen, Denmark; Representative to the ICC 
commissiOn on Banking Technique and Practice; 

Paul Mlseroz - Head of Trade finance Standards, SWIF'I', La Hulpe, 6elglum; Representative to the ICC 
Commission <Jn Banking Tethn!que and Practice; 

Rene Mueller- Dlrettor, credit Suisse, Zurich, SwitZerland; Represel"ltat!Ve to the !CC Ccmmlsslon on 
Banking Tethnlque and Practice; 

Olee Seng Soh - Consultant, Assodatloo Of Banks ln Singapore, Singapore; Representative to the ICC 
Commission on: eanklng Technique 01nd Ptactrce; 

Dan Taylcx-- President aod C£0,Interneatlonal Flnar>c~l Services Ass«:latlon., t4ew Jerstly USA; VIce 
Chairman, ICC Commission on Banking TechnlQoe and Practice; 

Alexander Zeleoov - Director, Voeshetonombank, Moscow, Jtuss:la; VIce COO!rman, ICC Commission on 
Banking Tectm!que and Practice; 

Ron Katz- Polley Manager, ICC commission on Banking Technique and Practice, tntematlonat Chamber of 
Commerce, Paris, France. 

The undersigned had the pleasure of chalrlng the Drafting Group. 

It was through the geneTous giving of their knowledge, time and energy that this revision was accompllsh.ed 
so successfully. As Chair of the D11'1ftlng Group, I would like to extend to them and to their Institutions my 
gratitude for th.elr contribution, for a job well domH'Ind fOr their friendship, I would also like to Ci!ter.d my 
sincere thanks to the l"fll)nagement Ql ABN AMRO Bank N.V., for their under.;tandlng, patience and support 
during the «X.~rse of this revision pr«ess. 

Gary COllye-r 
Corpornte Director, 
ABN AMRO Bank N.V., London, England 
and Technical Adviser to the ICC Commlsslon on Banklng Technique and Pnu::tlce 
November 2006 
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Application cf UCP 

Th~: uniform Customs i:'lnd PractJce for oowmentary Credits, 2007 Revision, ICC PubllcatiW'I no. 600 ("UCP") 
are rules that apply to ar;y documentary credit {"Credl~) (Jm:;ludlr;g, to the extent to which lhey may be 
apl)!lcable, any staf\dby letter or credit) when the teld: of the credit expressly lrn:Ucates that lt Is subject to 
theste rules. They are blndlng on all r;artles thereto unless expressly mod~led or exdtrded by the credit. 

Oenntttans 

For the purpose ot these rules: 

AdviSing bank means the bank that advises the credit at the request of the Issuing bank. 

Applicant means the party on whose request the credit hi issued. 

Banking day means a day on which a bank Is regularly open at the place at which an act subject t\'.'1 these 
rules Is to be performed, 

Beneficiary means the party In whose favour a credit Is Issued. 

complying presentation means<~: presentation that Is In accon:h:mce with the terms and conditions of the 
credit, the applicable p.r<.wls!ons or these rutes and lnte:rnatlooal standart! banking practiCe. 

Confirmation means a definite undertaking of the confirming bank, ln addltlor; to that of the issulng bartk, 
to honour or negotlate a complying pn!Sentatlon. 

Confirming bank mE!IH'l$ the bank that adds lts: confirmation to a credit upon the Issuing bank's 
authorization or request. 

Credit means any arrangement, however named or described, trn,~ ~ Irrevocable and thereby canstltutes a 
definite undertaklog of the lssulng bank to hOnour a compl'fl!'\9 presentation. 

Honour means: 

a. to pay at slght If the credit Is avaHable by slgl'lt payment. 

b. to Incur a deferred payment undertakh"l\1 and pay at maturity If the credit Is available by deferred 
payment. 

c. to accept a blll of exchange (~draft") drawn by the beneildary and pay at maturity If the credit Is available 
by aa::eptance. 

Issuing bank means the bank that Issues a credit at the request Of an applltil:nt or on Its own behalf, 

Negotlittlon means the purchase by the nom!natet;l bank of drafts (dnwn on a bank other than the 
nominated bank) anC/or documents under a complying presentation, by advandng or agreeing to <XIvance 
funds to the baneflctary on or before the banking day on which reimbursement Is due to the nominated 
bank. 

Nominated Bank means the bank with which the credit Is available or any bank in the case c( a credit 
available with any bank. 

Presentation means either the delivery of documents utlder a creCtt to the isSu!l\g bank or nominated bank 
or the documents so delivered, 

Prnsenter means a benefldary, bank or other party that makes a presentation. 
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UCP- 600 -::ArtiCle 3 

Interpretations 

Where appllaatr.e, words In the singular Include the plural and In the plur<~l Jndude the singular. 

A credit Is Irrevocable even If there IS no Indication to that effect. 

A docurmJnt may be signed by handwriting, facsimlle signature, pel'forated signature, stamp, symbal or any 
other mechanlcal or electronic method of authentlcat!Ofl. 

A requirement tor a doooment to be ieqallzed, viSaed, cerutied or slml!ar will be satisfied by any signature, 
mark, stamp or label on the document wh!Gh appears to satiSfy that requirement. 

Branches of !'I b.:Jnk In different countries are considered to be separate blu'!ks. 

Terms s!Jct) as •nrst das-s", -...reu known•, •Q\Jallned~, 'lndepe!tdent•. ~offldal", ~comp-etene or "local" >~sed 
to descflbe the Issuer of a dotument allow any lswer e:.cept the beneficiary to Issue that document. 

Unless ff!<tUired to be used In a dOOJmel\t, words soct'l as •prompt~, "Immediately"' or •as soon as possible" 
wiU be disregarded, 

The expression "on 'Dr about• or similar will be Interpreted 11s a stipulation that an event Is to occur durlog a 
period of flye. calendar days before until nve calendar days after the specified date, both start and end dates 
ln<luded. 

The word$ ~to", •unw•. •w1•, ~from" and "between• when used to determine a period of shlprr.ent Include 
the date or dates mentioned, and tM words "before• and "<~fter" exclude the date mentilmed. 

The words #from~ and "after" when osed to detcrmloe a maturity date exclude the date rnel\tlon-ed. 

The terms "first half" and "second half" of <1 month shall be construed respectively as the 1st to the lSth and 
the 16th to the last day of the month, all dates lnduslve. 

The term:s "bENJinnlng•, "middle" and "end" of a month shall be coootrued respectively as the 1st to the 
lOth, the 11th tel the 20th and the 21st to the last day of the month, all dates lndusive. 

Credits v. Contracts 

a. A credit by Its nature Is a separate transaCtion from the sale or other COJttract on which lt may be based. 
Banks are In no way concerned with or bound by such contract, even lf any reference whatsoever toll; ls 
lrrch.xJed In the credit. COnsequently, th-e- undertaking of a bank to honoor, to negotiate or to fulfil any other 
obligation under the <:re:d!t Is not subject to claims o: defences by the applicant resultlng from Its 
relationships with the lssuh'l9 bank or the !xlneflclary. 

A beneficiary can In llQ d!Sil avail Itself of the contractual relatlonshlps v:lstlng between btmks or between 
the applicant and the ls5ulng bank. 

b. AI\ Issuing bank should discourage- any atremp-t by the applltant to Include, as an 11\tegrel part of the 
credit, copies of the underlying contract, proforma !nvolce and the !Ike. 

Documents v. Goods, Services or Performance 

Banks deal with dott.~ments 1md not wlth goods, serv!r;es or perfonnallC!!! to which the documents rnay 
relate. 
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UCP 600 ~ Article 6 

Avallabllll'h Expiry Oate and Pla<:e for Presentation 

a. A Credit must state the bank with which It Is available or whether It Is available with any bank. A credit 
available wlth a nominated bank Is also available with the Issuing bank. 

b. A credit must state whether It Is available by sight payment, deferrnd payment, acceptanre or 
negotiatton. 

c. A credit most not be Issued aval!abte by a draft drawn on the applicant. 

d. 

i. A credit must state an expiry date for presentation. An expiry date Slated for honour or negotiation will be 
deemed to be an expiry date: for presentation. 

ll. The place of the bank wtth which the credit Is available Is the place for presentation. The pi~ for 
presentatloo under a credit available with any bank Is that of any bank. A place for presentation other than 
that of the Issuing bank ts In addition to the place of the Issuing bank. 

e, Except as provided In sub-article 29 {a), a presentation by or on behalf or the beneficiary must be made 
on or before the expiry d<rte. 

Jssuln{t Bank Undertaking 

a. Provtded that the stipulated documents are presented to the oomlnated bank or to the Issuing bank and 
that they cotl$tltute a complying prt:$entatlon, the lssuh'l9 bank must honour If the credit iS available by: 

I. sight payment, deferred payment or atteptan;:e with the Issuing ~nk; 

n. sight payment with a nomloateo bank and that nO!l"!!nated bank does not P<lYt 

Iii. deferred payment wJth a nominated bank and that nominated b<>nk does not Incur Its deferred payment 
undertaking or, having incurred Its deferred p.11yment undertaking, does not pay at maturity; 

lv. acceptance with a nomlllatoo bank and that nomlnatei:l bank does not accept a draft drawn on It or, 
having accepted a draft drawn on It, does not pay at maturity; 

v. negotiation with a nominated bank and that nominated bank docs not ne{lotlate. 

b. An Issuing bank Is Irrevocably bound to honour as of the time It Issues the tredlt. 

c. An Issuing bank undertak1!!S to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a compMng 
presentation ami forwarded the documents to the Issuing bank. Reimbursement for the arnoul'!t of a 
complying presentation: under a credit available by ao::e:ptance or deferred payment Is due at matuflty, 
whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity, An Issuing bank's undertaking to 
reimburse a nomlnated bank Is Independent of the Issuing bank's un:dertaklng tc the beneficiary. 

Confirmlng Bank Undertaking 

a. f>rovlded that the stipulated documents are presented to the confirming ban:k or to My other nominated 
bank and that they tonstltUte a complying presentation, the wnflnnlng bl.'nk must: 

i. honour, If the credit Is avaHable: by 

a, sight payment, deferred payment or acceptance with the (;()fltlrmlng bank; 
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b. stght payment with anothet nominated bOrlk and th<lt nominated bank does not pay; 

c. deferred payment with another rtominated bank and that nomlnatEO bank does not Incur Its deferred 
payment undertaking or, having Incurred Its deretred P<!J!ment ut<dertaklng, does not pay at maturity; 

d. acceptance with another nominated bank ilnd that nominated bank does not occept a draft drawn on It 
or, having i:!Ctepted a ;::lr<)ft drawn Ol'llt, does not PiliY at maturity; 

e. neQONation with another nominated bank and tha\' nomlnate<J bank doos not negotiate. 

n. negotiate., without reccurse, It the credit Is available by negotiation with the conilrmlr.g bank. 

b, A confirming bank Ill lrrev~bly bound to honour cr oegotlate as of the tlme It adds Its confirmation to 
the credit. 

e. A conllrmlng bali)( undertai«Mi to reimbur$e another nominated bank that has hono1.1red -IX negotiated a 
complying ~entation and forwarded the documents to the confirming ~nk. Relmb1,1rsement for the 
amount of a complytn.g presentation under a uetlit available by aa::eptance or deferred payment Is due at 
maturity, whether (!t not another nominated bank prepaid or purchased before maturity. A confinnlng 
bank's undertaking to reimburse another nominated bank Is Independent of the confirming bank's: 
undertaking to the beneficiary. 

d. U a bank Is authorized or requested by the Issuing bank to OO!'Iflrm a credit but Is not prepared to do so, 
It must Inform l.tte lssulr19 bank without delay and may advise the credit without confirmation, 

Adltlslng of Cl'edlts and Amendmei'Jts 

a. A credit and any amendment may be advised to a beneficiary through an adv!S!I'JG bank. An <'I<Mslng bank 
that Is not a confirming ~nk adVIses the tredlt and any amendment wlthotit any undertaking to honour or 
negotiate. 

b. By advising the cred(t or amendment, the aclVlslng bank signifies that It has satisfied itself as to the 
apparent authenticity or the credit or amendment and that the advice atturately reflects the: tertns artd 
conditions of the credit or amendment recelwiJ, 

c. An advising bank may utilize the services of another bank {~second advising bank") to advise the <:!'edit 
and any ameodment to the benefldary. 8y adviSing the credit or amendment, the second advising bank 
signifies that It has satisfied ItselF as to the apparent autllentlclty of the adva It has received and that the 
advke accurately reflects the tenns and condiHons ot the credit or amendment received. 

d. A benk utlllzlng the services of an atMslng bank or second advising bank to advise a credit must use the 
same bank to advise any amendment thereto. 

e. U a bank Is requested to advise a credit or amet'ldment but elects not to do so, It must so Inform, withoot 
delay, the bank from which the: tredlt, amendment or ad11!ce has been received. 

f. If a bank Is requested to advise a credit or amendment but cannot satisfy Itself as to the apparent 
authenticity of the credit the amendment or the advice, It must so Inform, without delay, the bank from 
which the h'lstructtons appear to have been retelved. If the adVIsing bank or St!'COI'Id advlsLr.g bank elects 
nonetheless to advise the credit or amendment, It mvst InfOrm the beneflclary or second adviSing bank that 
!t has not been able to s:etlsfy lt,relf as to the apparent authenticity of the credit, the amendrl'>ent or the 
advice. 

Amendments 

a. Except as otherwlse provided by ertlcle 35, a credit om neither be amended nor cance!red without the 
011greement of the Issuing bank, the amflrmlng bank, if any, and the benefk:Jary. 

-
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b. An issuing bank is lrrevoct>b!y bound by an amendme"t as of the time It Issues the ame1dm~:nt. A 
confinnlng bank may extend its confirmation to an amendment and wilt be Irrevocably bound as of the time 
It advises the amendment. A conllrmlng bank may, however, cttoose to advise ;m amendment without 
extending Its t:Mfltrnatlon and, lf so, It must Inform the Issuing bank without delay and Inform the 
beneficiary In Its aQvl!;:e. 

c. The terms and candltlons cl the original credit (or a credit Incorporating previously accepted 
amemtments) wUI remain in fOrce ror the benefiCiary until the beneficiary comrnurdcates tts acceptaoce of 
the amendment to the bank that advised sucn amendment. The beneficiary should give notification of 
acceptance or rejection of an amendment. lf the benefldary falls to give such notlflcatkm, a presentation 
that compiles with the credit and to any not yet atce;Jted amefldrnent will be deemed to be oot!flcatk>rl or 
acceptance by the beneficiary of such amendment. As of that moment the credit will be amended. 

d. A bal'lk that advises 1t11 amendment should Inform the bank from which It received the amendment of any 
nottflcatloo of acceptance or rejection. 

e. Partial acceptance of an amendment Is not al!owetl and wll! be deemed to be notifiCation of rejection of 
the amendment. 

f, A provision ln an amendment to the effect that the amendment shall enter lnto Ioree unless rejected by 
the benefldalj' within a certain bme shan be d!sr¢9arded. 

Teletransmltted and Pre-Advised Credrts and Amendments 

a. An authenticated teletransmlsslon of a credit or amendment wlll be deemed to be the operative credit or 
amendment, and ;zmy sub5equent mall oonflnnatlon shall be disregarded. 

If <t teletransmlsslon states "fUll detailS m fOllow~ (or words of similar effect), or states that the mall 
confirmation Is to be the operative credit or amendment, then the teletraflSfrllsskm wm not be deemed to be 
the operative credit or amendment. The Issuing bank must then Issue the operative credit or amendment 
without delay In terms not lfiCQnsJstent wltl'l the te:!etrnnsmlsslon. 

b. A prellmlnary advice of the Issuance of a credit or amendment epre•advlc:e·) shall onJY be sent If the 
Issuing bank Is prepared to lssoe the operatlve credit or amendment. An Issuing bank that sends a pre­
advice Is Irrevoc-ably committed to Issue the operative credit or amendm~:mt, without delay, In te:ms not 
inconsistent With ttle pre-advice. 

Nomination 

a. Unless a nominated bank Is the conffrmrng bank, an authorization to honour or negotiate does not lm!X»>e 
any O!»lgaijon on tOOt nominated bank to honour or negotiate, except when expressly agreed to by that 
nominated bank and so ('OfOmunlcated to the beneficiary. 

b. By nominating a bank to accept a draft cr Incur a deferred payment undertaking, an Issuing bank 
authorizes that nominated bank to prepay cr purchase a draft ar;cepted or a deferred ].)ayment undertaking 
Incurred by that nornlnated bank. 

c, Receipt or examination and forwarding of documents by a nominate<! bank that Is nQt a confirming bank 
does not make that nominated bank !!able to honour or Mgotlate, nor does It constitute honour or 
negotiation. 

UCP 600.".;, .. Ar:i1cJe .. :,.,!$ 

Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements 

a. u a credit states that reimbursement 1s to be obtalned by a nominated bank ("claiming bank~) claiming 
oo another party {~reimbursing bank"), the credit must state If the reimbursement Js subJect to the ICC 
rules for bank-to-bank reimbursements In effect on the .tate of issuan::e of the credit. 
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b, If a crettit does net state that relm!Y.Jrsermmt Is subject to the lCC rules fur bank~to·ban:o: 
relmbursement!l, the following apply: 

i.An issuing b<>nk must proWde a reimbursing bank with 11 rtdmbursement authorlzatlor. that conforms with 
the avallablhty stated In the credit. The reimbUrsement authonzatlon should not be subject to an exQiry 
date. 

li.A dalm!ng tn;.nk shall not be requlred to supply a reimburSir.g bank with a certificate of rompUance: with 
the tenns and o:mdltlorut of the credit. 

iii.An Issuing bank will be respooslbte for any loss of Interest, together with any e¥J)eoses !I'ICUrred, If 
reimbursement ls not provfded on first dema!ld by a reimbursing bank In arxor<!ante with the terms and 
conditions of the credit, 

lv.A reimbursing bank's charges are fQl' the ;;~«<unt of the Issuing ban~>;. ~owever, lfttte charges are fer t11e 
account of the benenclary, It Is the responsibility of an Issuing bank to so Indicate In the credit and In the 
reimbursement aul.t!orlzatio~. If a reimbursing bank's charges afe for the account of Um beneficiary, they 
shall be dedvtt«! fft)m t.he amount due to a dalmlng bank when reimbursement Is made. If no 
reimbursement Is made, the reimbursing bank's charges remain the obllgatlon or the Issuing bank. 

c. An Issuing bank Is not relieved of any of Its obligations to provide relrnbu!'$ement if refmbummeot rs not 
made by a :ralmbtlrslng bank on first demand. 

Standard for fxamlnutlon of Documents 

a. A nominated bank acting on Its oomlmotlon, a confltmhiQ bank, if any, and the rssulrtg bank must examine 
a presentation to determine, on the basis of the documents alone, whether or not the dotuments appear on 
their face to coostltute a complying presentation. 

b. A nominated bank acting on Its nomination, a cooffrmlng bank, lf any, and the !Ssuh'!O bank sllall each 
have a maximum af five banking days following the day of presentation to determine If a presentation Is 
complying, This period Is not curtaUe<l or otl<erwlse affected. by the oo:umwce on or arter the date of 
presentation of any expiry date o-r last day for presentation. 

c. A presentation lm:ludlng one or more original transport documents subject to articles 19, 20, 21, 22, 23, 
24 or 25 must be made by or on behalf of the benefiCiary not later than 21 calendar days after the date of 
shipment as described In tliese r-ules, but ln any event oot later than the expiry date of the credit. 

d. Data ln a document, wlietl read in context with the creo'lt, the document Itself and International standard 
banking practice, need not be k:lentlcal to, but must not conflict with, data In that <lOOJment. any other 
stipulated document or the credit. 

e. In doruments other than the commercial Invoice, the description ot the goods, seNkes or performance, if 
stated, may 00 In general terms not conflicting with thi!!irdesttlptloro in the credit. 

f. If a credit reQuires presentation of a document other than a transPQTt doClJment, Insurance document or 
commercial Invoice, without stipulating by whom the document Is to be lsuued or Its data content, banks will 
accept the doooment i!IS presented If Its contl<nt appears to fulfil the function of the required document and 
otherwise ct'!mplles with sub-article 14 (<I). 

g. A dorument presented but not required by the credit wJII be dlsregarl'.IOO and may be returned to the 
presenter. 

h. If a credit contains a crmdltlon without stipulating tht!: document to Indicate eompllance with the 
condUion, bl)nk.$ will deem such condition as not stated and will disregard It, 

1. A document may be dated prior to the Issuance date of the credit, bt.tt must not be dated leter than Its 
date cf presentation, 

j. When the addresses uf the beneficiary and the applicant ;;ppear In any stlpnli!lted document, they need 
not be the ~me as those stated In the crt!dlt or ln any otheT stipulated document, but must be within the 
same country as the respecUvt< addresses mentioned In the credit. Contact details (telefax, telephone, email 
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and the like) stated as part of the beneficiary's and the applicant's address will be disregarded. IA.owever, 
when the address and contact details. of the oppllcant <Jppear as part of the consignee or Mtlfy P<lrtr detells 
on a transport document sul',lject to artldes 19, 20, 11, 22, 23, 14 or 25, they must be as stated in the 
credit. 

k. The shipper or consignor of the goods lrxHcated on any document need not be the belleflclary of the 
credit. 

I. A transport document may be Issued by anv party other than a carrier, owner, master or charterer 
pr~vlded that the transfll,)l't document meets the requirements of artrcles 19, 20, 21, 22, 23 or 14 of these 
rules. 

Complying Presentation 

a, When an Issuing bank determines that a presentatlnn Is complying, It must honour, 

b. When a conflrmlntJ bank determines that a presentation IS complying, It must honour or negotiate and 
forward the doooments to the !sst~lng bank. 

c. When a nominated bank ~term!nes tMt a presentation fs complying and hooours Ot negotiates, it must 
forward the documents to the o:mtlrm!n9 bank or Issuing bank. 

Discrepant Documents, Waiver and NoticE 

a. When a nominated bank actlng on Its nomlnatloo, a o:mflrmlng bank, If any, or ttnt Issuing l.mnk 
determines that a presentation does not comply, It mBY rotuse to honour or negotiate. 

b. When an ISStJing bank deten'nlnes that a presentation does not comply, It may In Its sole judgement 
approach the applk;ant for a wo!ver of the d!screpandes. This does not, however, extend the Derlod 
mentioned Jn sub·artlde 14 (b). 

c. When a nominated bank acting on lts nomination, a c:onflrmlng bank, If any, or the Issuing bank decides 
tQ refuse to ho!WUr or n~otlate, It must give a single notice to that effect to the presenter. 

The notice must state: 

I. that the bank Is refusing to honot~r or negotiate; and 

!1, each discrepancy In respe<;t of which the bank refuses to honour or negotiate~ and 

lli. 

a) that the bank Is holdlnq the documents pending further Instructions from ttle presenter; or 

b) that the issuing bank is holding the documents antlllt receives a walvet frcm'l the applicant and <>orees ~o 
accept !t, or receiVes further Instructions from the presenter prior to agreelng to accept a walver; or 

c) that the bank ls returning the documents; or 

6) that the bank is actJng In accordance with Instructions previously recelved from the presenter. 

d. The notice reQJJired In sub-artlde 16 (c) must be given by telecommunication or, If that rs not possible, by 
other expeditious means no later than the dose of the hfttl bank,lng day following the day of presenta«on. 

e. A 1'\Ctnlnated bank actin!} on Its nomlnatlon, a confirming bank, If a11y, or the lssulng. bank may, after 
providing notice required by sub-;utlde 16 (c) {UI} (a) Of (b), return the documents to the presenter at .any 
time. 
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f. Jf ;;~n Issuing b<l:r.k or a conrtrming O<>nk fails to <let In ac<:Qn:lance wlth the provlSions or this iiirtlcle, It shalf 
be precluded from claiming that the doet~ments do riOt constltute a complying presentation. 

g. When an ISSUing bank refuses to honour or a confirming bank refuses to honour or negotiate and has 
given notice to tnat effect In accordance With this artlde. It shall then be entitled ro dalrn a refund, with 
Interest, .at any reimbursement made, 

Original Documents and copies 

a. At least one original of each doc1.1ment stipulated In the credit must be p:resent<:d. 

b. A bank shall treat as an orlgloal any document bearing an apparently original Signature, mark, stamp, or 
label of the tssuer of the document, unless the doCument Itself Indicates that It Is not an original. 

e, Unless a document Indicates otherwise, a bank wlll also aaept a document as original If It; 

I. appears to be written, typed, perforated or stamped by the document Issuer's hand; or 

il. appe;;~rs to be on the document Issuer's origlnal stationery; or 

Ill. states that it Is original, unless the statement appears not ~o apply to the document presentetJ. 

d. If a credit requi~ presentation of copies or documents, presentation of either ortglt'tals or coples Is 
permitted. 

e. If a credit requires presentation of multiple documents by using terms such as "In dupllcateft, "In two fold. 
or ~rn ~."'No copies•, this will be satlsfle(l by the presel'ltatlon of at least one original aM the remaining 
number ln copies, except whef'l the document Itself lniDc:ates ctherNise. 

Commercial InvOice 

a. A ;:omrnerclal h"liiOX:e: 

I, must appear to have been Issued by the benefldary (eJCcept as provided ln article 38); 

ii. must be made out In the name of the applicant (extept as ptcvlded In sub-article 3S (g)); 

Ul. must be made out In the same currency as the credit; and 

iv. need not be signed. 

b. A nominated bank acting on Its nomlnatfofl, a coollrmrng bank, lf any, or the Issuing bank may aecept a 
commercial Invoice Jssved for en amount In e)(cess of the amount permltted by the credit. ar.d liS decision 
wlll be binding upon all parth2s, provided the: bank In question has ~tot honoured or negotiated for an amo1,1nt 
ln excess of that permitted by the credit. 

c. Tile description of the goods. services or per{(:rmance ln a commen::lallnvolce must correspond w!th that 
appearlng In the credit. 

Transport Document Coverlrtg at Least Two Different Modes of Transport 

a. A transport dotument covering at least two different mades of trar.sport {multlmodal or combined 
transport document), however named, must appear tG: 

1. Indicate the name of the c<Jrrler and be signed by~ 
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-the c.ar:ler or a named agent for or on behalf of the carrier, or 

~ the master o.r a named agent for or on behalf of the master. 

Any signature by the carrier, master or agent must be ldentlfled as that of the car:ler, master or a9ent. 

Any signature by an agent must Indicate wh&IH!r the agent has signed for or on behalf of the ~rrrer or for 
or on behalf of the mast&. 

II. lndlcatl!! that the goods have been dispatched, taken In Charge or shipped on board at the place stated In 
the credit, by: 

" pre-printed wording, or 

~ a stamp or notation Indicating the date on which the goOds have been dispatched, taken h1 charge or 
shipped on boom.!. 

The date of lssuance of the transport document will be deemed to be the date of dispatch_. taking Jo charg-e 
or Shipped oo board, and the date or shipment. Howillver, If the transport document Indicates, by stamr> or 
notatlon, a date of dlspa\ch, taking In charge or shipped on board, this date will be deemed to be the d<~te of 
shlpment. 

Ill. indicate the place of d!sp.,tch, taking In marne or shipment and the place or tlnal destination stated In 
the credit, even ff: 

a. the tr<)nsport dcx::ument stetes. In addition, a different ¢ace of dispatch, taking In ~;;her,ge w shipment or 
place of tlnal destination;. 

b. the transport document contatns the Indication "Intended" or slmllar qua!lflcatlon In relatkm to the vessel, 
port of loading or port of discharge, 

lv. be the sole original transport doet~ment or, It Issued In more than orte: original, be the full set as lndrceted 
on the transport dOCl.lment. 

v, contam terms ar1d conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and 
conditions of carriage (short form or blank back transport document). Contents of terms and conditions of 
l:ar!lage will not be examined. 

vi. contain no Indication that It IS subJect to a chi!rter party, 

b. For tile purp~e of this arth;!l!, transhipment means unloading from one means of conveyance and 
reloading to another means of conveyance (whether or not In different modes of transport) dutlng the 
carriage from the place of dlspa:tcl!, taking ln charge cr shipment to the place cK final destination stated In 
the credit. 

<· 

1. A transport document may lndlcate that the goods will or may be transhipped provided that the entire 
C!lrr1age Is covered by one and the same transport document. 

li. A tram>port document Indicating thi't transhipment will or may take place ls acceptable, even If the credit 
prohibits ttanst'!lpment. 

UCP 600 -.Article 20 

Bill or tadiog 

a.A bill of la:dl~, however named, must appear to: 

i. Indicate the name of the carrier and lie' signed by: 
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- the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or 

- the master or a named agent for or on behalf of the master. 

Any signature by the carrier, master or agent must be Identified as that of the carrier, master or agent. 

Any sl9nature by an a9ent must Indicate whether the agent has signed for or on behalf of the carrier or for 
or on behalf of the master. 

li. Indicate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated In the 
credit by: 

• pre-printed wording, or 

• an on board notation Indicating the date on which the goods have been shipped on board. 

The date of Issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of shipment unless the bill of lading 
contains an on board notation indicating the date of shipment, In which case the date stated In the on board 
notation will be deemed to be the date of shipment. 

If the bill of lading contains the Indication "Intended vessel" or similar qualification In relation to the name of 
the vessel, an on board notation Indicating the date of shipment and the name of the actual vessel Is 
required. 

IIi. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated In the credit. 

If the bill of lading does not Indicate the port of loading stated In the credit as the port of loading, or If it 
contains the Indication "Intended" or similar qualification In relation to the port of loading, an on board 
notation Indicating the port of loading as stated In the credit, the date of shipment and the name of the 
vessel Is required. This provision applies even when loading on board or shipment on a named vessel Is 
Indicated by pre-printed wording on the bill of lading. 

lv. be the sole original bill of lading or, If Issued In more than one original, be the full set as Indicated on the 
bill of lading. 

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the terms and 
conditions of carrla9e (short form or blank back bill of lading). Contents of terms and conditions of carriage 
will not be examined. 

vi. contain no Indication that It Is subject to a charter party. 

b. For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another 
vessel during the carriage from the port of loading to the port of discharge stated In the credit. 

'· 
I. A bll! of lading may Indicate that the goods will or may be trcmshlpped provided that the entire carriage Is 
covered by one and the same bill of lading. · 

11. A bill of lading Indicating that transhipment will or may take place Is acceptable, even If the credit 
prohibits transhipment, If the goods have been shipped In a container, trc~ller or LASH barge as evidenced by 
the bill of lading. 

d. Clauses In a bill of lading stating that the carrier reserves the right to tranship will be disregarded. 

ucP,t;OO- ArtiCie::ii.: 

Non-Negotiable Sea Waybill 

a. A non-negotiable sea wayb!ll, however named, must appear to: 

i. Indicate the name of the carrier and be signed by: 
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"the <;:ar.ier or a named ?t;tent rot or en behalf of the car6er, or 

-the master or a named agent for or oo behalf of the rraster. 

Any signature by the carrier, master or agent must be Identified as that Of the carrier, master or agent. 

Any signature by an agent fT!IISt Indicate whether the agent has s1gned for or on behalf of the carrier or for 
oc M behalf of the master. 

il. lr.dlcate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stolted in the 
crectrt by: 

w pre~prll'!ted wt)rdlng, or 

• an on board notation Indicating the aate on whi:Cb the goods have been shipped on board. 

The date of Issuance of the non· negotiable sea wa.yblll will be deemed to be the date of shipment unless the 
non-negotiable sea waybill contains an on board notation indkatlng the di)te of shipment, In wlli<:h case the 
date stated In the on boatd notatloll will be deemed to be the date of shlpme:r;t-

Jf the non•negotlable sea wayblll cont~ln$ the Indication •Intended vessel~ or s!mll<tr ql.lallncauon In rel;;~:tlon 
to the name Of the vessel, llll on board notatlonlndlcattng the date Of shipment and the name of the actual 
vessel Is required. 

iii. lndla"Jte shipment from tlte port of loading to the port of dlsdtarge stated In the credit. 

If Uie non-negotiable sea wayb!ll does not Indicate the port Qf loading stated In the credit as the port Qf 
loading, or If It contah'l!> the Indication •Intended" or similar quaUflcaUO!'l In relation to the port of loading, on 
on board notation Indicating the port or loading as stated In the credlt.. the: date of shipment and the name 
of the vesrrel!s required. Thls proVIsion applies even when leading on board or shipment on a named vessel 
is Indicated by pre-printed wordlo.Q on the nofl-negottable sea waybill, 

lv. be the sole orlg!oal non-negotiable sea waybill or, If Issued In more than one OTiglnal, be the full set as 
lndltated on the oo~negotlable sea waybill. 

v. contain terms and conditions of carriage or make reference to another source containing the rerms and 
conditions of ca!Tiage (short form or blank back noll-negotiable sea waybill). Contents of terms and 
conditions of carriage will not be examined, 

vl. contain no Indication that It Is subJect to a charter party, 

b. For the purpose of this article, transhipment means unloading from one vessel and reloading to another 
vessel during the carnage from the port of lOading to the port of diScharge stated In the credit. 

I. A non-negotiable sea waybill may lnOic~te that the goods will Ol" may be transhipped p!'O\!Ided thil!t ttJa 
entire carriage ts covered by or.e and the same non~negotlabJe sea waybilL 

ll. A non-negotiable sea wayblll lnd1Qtlng that transhipment will or may take place Is acceptable, even lf the 
credlt prohibits transhipment, If the goods have been shipped ln a container, trailer or LASH barge as 
evidenced by the non-negotiable sea wayblli. 

d. Clauses In a non-negotlable sea waybill sti:'ltlng that the carrier resetVes the right to tronshlp wm be 
disregarded. 

Charter Party BUI of lading 

a. A blll of lading, however named, contafnlng an indlc:at!on that It ls subject to a charter party {Charter 
party bill of lading), must ;,ppear to: 

-
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I. be signed by: 

- the mi!ISter or a named agent for or C('j behalf of Ule master, or 

-the eywner or a n<Jmed agent fur or Qn behalf of the owner, or 

• the charterer or a named agent for or on behalf or the ch<trterer. 

Any signature by the master, owner, charterer or agent must be ldentlfle<1 as that of the master, owner, 
charterer or agent. 

Any signature by an agent must Indicate whether the agent has s!gne<t for or on behalf of the rn;,ster, owner 
or charterer. 

An agent signing fur or on behalf Of the owner or t:harterer must Indicate the name of the owner or 
charte'rer. 

li. lndfcate that the goods have been shipped on board a named vessel at the port of loading stated In the 
credit by: 

~ pre-printed wordl119, or 

- an on bOard notation indicating the date on which the goods have been shlpped on board. 

The date of ISS1.1l!nce of the charter party bUI of !;xllng will be deemed to be tt;e date ot shipment unless the 
charter party bill ot lading contalllS an on board notation Indicating the date of shipment, ln whkh c:a* the 
date stated ln the on board notation will be deemru:l to be the date of shipment. 

lil. Indicate shipment from the port of loading to the port of discharge stated In the ~:redlt. The port cf 
discharge may also be shown as a range of ports or a geogf'3phlca! area, <IS stated ln tfle credit. 

iv. be the sole original charter party bill of I<Jdlng ot, lf issued rn more than one original, be the full set as 
IndiCated on the charter perty b¥11 of lading. 

b. A bank will not examine ch<!rter party contracts, even If tlley are reQuired to be presented by the terms of 
the creOit. 

Air lra~tsi)Ort Document 

a. An air transport document, howe11er named, must a~ar to: 

i. Indicate the name of the carrler and be signed by: 

• the carrler, or 

- a named agent for or on behalf of the carrier. 

Any signature by the carrier or agent must be Identified as that of the carrier or agent, 

Any signature by en agent must Indicate that the agent has signed for or on behalf of the carrier. 

lt.lndlcate that the goods ha11e been accepted for carrl<lge. 

iii. lndlcate the dated Issuance. This date wlll be deemed to be the date o! shipment unless the air 
traMpcrt document (Ontalns a specific notation of the actual date of shipment, 1n whiCh case the date stated 
In the notation will be deemed to be the dete of shipment. 

Any other Information appearing on the air transport docut'O(ltlt relative to the flfght number and date will 
not be considered !n determining the date of shipment. 
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lv. indicate the airport of departure and !he airport of destination stated In the credit. 

v, be the original for ronslgnor or shipper, even tf the crelht stipulates a full set of originals. 

vi. contain terms and conditions of tll'rr1age or make reference to another source cont01tn!ng the terms and 
conditions of carriage, Contents of terms and condltlon$ of carriage will not be examlned. 

b. For the purpose of this artide, transhipment means unloading from one aircraft and reloading to another 
aln:r3ft during the carr~ge rrom the airport of departure to the airport of destl;'lation stated In the credit. 

,, 
1. An aJr transPOTt document may lfldlcate that the goods will or may be transhipped. provided that the 
entire carriage lr; covered by one and the same air transport document. 

ii. An air transport document lndlt:ating that transhipment will cr may take place IS ;x;ceptable, even If the 
credit prol'tlblts transhipment. 

Rood, Rail or Inland Waterway Transport Documents 

a. A road, ran or Inland waterway transport document, however named, must appear to: 

1. Indicate the name of the carrier antl: 

~ be signed by the carrier or a named agent for<»" on behalf of the carrter, or 

• Indicate recelpt of the goods by signature, s:tamp or notation by the t;:trrler or a named agent for or on 
behalf of the carrier. 

Any slgneture, stamp or notatloo of receipt of the goods by the arr!er or agent nwst be ldentffied as that of 
the carrier or agent. 

Any signature, stamp or notation of receipt of the goods by the agent must !rtd!cate that the agent has 
signed or acted for or on behalf Qf the carrier. 

If a rail transport documel'lt does not lo:tentlfy the carrier, any signature or stamp of the railway company will 
be accapte<t as evldem::e cf the document being signed by the carrier. 

U. Indicate the date of shipment or the date the goods have been received for shipment, dispatch or <::<>rriage 
at the place statl';!O In the credit, Uniess the transport document contains a OOted reception stamp, an 
!ndicatkm of the date of re<:l';l!pt or a date Of shipment the date of Issuance of the tfQnsport doroment will be 
deemed to be the date of shipment. 

111. Indicate the pla[:r! of Shipment and the place of destination stated In the credit. 

b. 

1. A road transport document must appear to be the ortg!nal for consignor or shipper or bear no marking 
Indicating for whom the dowment has heen prepared. 

ii. A rail transport document marked "dupllo!Jte:• will be accepted as an or!glni!!l. 

m. A rail or Inland waterway transport dowment will be accepted as an Ot"lglnal whether marked as an 
original or not 

c. Ill the absence of M lndh:atlon on the transport document as to the mtmber or originals lssue<r, the 
number presented wt!l be deemOO to constitute a full set. 
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d. For the purpo.se of this article, trans!'lipment means unloading from one: means of eonwtyance and 
reloading to another means of ~onveyan<:e, wfth!n the Si!me mode of transport. during ttte carr:a9e from the 
place of shipment, d!spatcll or carriage to the place ot destination stated In the credit. 

•• 
J. A road, rail or inlan3 waterway transport document may Indicate t~t the goods will or may be 
transhipped provided that the entire carriage Is covereD by ooe and the same transport dt!Ctlment. 

il. A I'O<'Id, ran or Inland waterway transport document !ruila~ting that transhipment wlll or may take 1=1a~e Is 
acceptable, even lf the credit prohibits transhipment. 

COurier Receipt, Post Rerelpt or Certificate of ~osttng 

a. A courier recerpt, however named, evidencing receipt of goods for tranSJ,IOit, must appear to: 

I. Indicate the name of the courier service and be stamped or signed by the named courier service at the 
place from which the credit states the goods are to be shipped; and 

11. ltlr.lkate a date of picK-up or of recelpt or won!lng to thls effect. This <late will be deemed to be the date 
or shipment. 

b. A requirement that courier charges are to be paid or prepaid may be! satisfied by a tronsport docume:At 
lsst.U!Hf by a courier service evldenclng tlmt cou!1et ch<>rges are for the account of a party other than the 
consrgn~. 

c, A post receipt or certlffcate of posting, however named, evldendng receipt of goods for transport, must 
appear to be stamped or slgne\1 and dated at the place from which the credlt states the goods are to be 
shipped, Thts date wll! be deemed to be ttte date of shlpment. 

On Peck", "Shipper's Load and Count•, "Said by Shipper to Contain• and Charges Add!tlMaJ to Freight 

a. A transport document must not Indicate that the goods are or wlll be loade<l on deck. A clause on a 
transport doellment statl119 that the goods may be loaded on deck Is aa:eptable. 

b. A transport document bearing a clauft suCh as "shlpper's load <"Jnd count• and "said by shipper tc 
contain" Is acceptable. 

e. A transport document may bear a reference, by stamp or otherwise, to charges additional to the frelght. 

Clean Transport Document 

A bank wilt only accept a clean transport document. A clean transport document IS one bearlng rn> clause or 
notation expressly Cleclarlng a defective condition of the goods or their packa{tlng:. Tlle word nc!eanft need 
not appear on a transport document, e~~<:n lf a J::redlt has a requirement for that transport dOt.:ument to be 
•clean oo board·. 

Insurance Document and COverage 

a. An lnsurana: document, suCh as an !OSUfance policy, an Insurance rertlfkate or a dedara:tlcn under an 
open cover, must ap;!ear tD be: Issued and slgnild by an insurance company, an underwriter or their agents 
or their proxies. 
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Any signature by an ager.t or proxy most indicate whether tile agent or proxy hQS SIQ'ned for cr on behalf of 
the insurance company or underwriter, 

b. When the !l!Suranc:e document Indicates that It has been Issued in more than one origin&!, all Originals 
must be pre.sentell. 

c. Cover notes wlll not be ac~:epted. 

d. An Insurance policy IS acceptable In lieu of an Insurance certificate or a dec:laratloo ontler an open awer, 

e. The date of the insurance document must be rw later than the date of shlpment, unless It oppears from 
the Insurance doc:ument that the cover 15 effective from a date not later than the date of shipment. 

f. 

J.The IOStlr<)nce document must frtdlcate tl'!e amount of lnsoran« coverage and be 111 the same currency as 
the credit. 

11. A requirement In the aedlt f« Insurance coverage to be for a percentage of the value of the goot1s, of the 
InvOice value or slmlfar Is deemed to be the minknum amount of oovemge re<tUired. 

If there IS no lnd!<atlon In the credit ot the Insurance coverage required, ~he aroount of lnsura~ coverage 
must be ~t le<tSt 110% m the CIF or ClP v~lue ot the goo<ls. 

When the CIF or CtP value cannot be determined from the oowrnents, the amount of Insurance coverage 
must be calculated on the basis of the amount for whlell honour or negotiation Is requested or the gross 
vatue of the goods as shown on the Invoice, whlchever Is greater. 

Ui. lhe Insurance document must lm:flc:.ate that rlslcs are covered at le<lst between the place of taldflQ In 
charge Gr shipment and the pia« of discharge or final destination as stated in th.e credit. 

g. A credit shoofd state the type of Insurance reQUired and, If aey, the additional risks to be CGV&ed. An 
Insurance document wlll be accepted without regard to any risks that are rnJt covererllf the credit uses 
lmpredse terms su~n as "'usual risks" or ~ct.-sl;!;!mary risks". 

h. When a credlt requires Insurance agalnst •all risks" and an insurance docu~t Js presented con~lnlng 
any "<~II riskS" notation or clause, whether or not bearing the heading •au risks•, the Insurance rk.M.:urnent will 
be accepted without regard to any rlsks stated to be excluded. 

I, An lnsuram:e dt>Cument may contain reremnce to any e:xcloslon clause. 

j. An Jnsvrance document may Indicate that the cover Is subject to a franchise or excess (deductible}. 

a. lf the exPll)' date of a credit or the last day for presetltatloo falls on e day wrten the bani: to which 
presentatloo Is to be made Is dosed for reasons other than those referred to In article 36, the exp!ry d1>te or 
the last day for presentatJon, as the case may be, wm be extended to the first foUowlng banking day. 

b, If preserttat!on Is made ort the first following ba!\ldrtg day, a r~omll'@t:ed bank mu:st provide the Issuing 
bank or wnfinnlng: bank with a statement on ns covering schedule that the presentation was made within 
the time limits extende<iln actordance with svb-artlcle 29 (a). 

c. The latest date for shipment will r1ot be extended as a result of sub•artk:le 29 {a}. 

Tolerance In Credit Amount. Quantlty and Unit Prices 

a. The words ~about• or Happroxlmatety• used In connection wlth the amount of the credit or the quantity or 
the unit price stated In tile credit are: to be construed as altowl:ng: a tolerance not to ex~d 10% more or 
10% less thom the amount, the quantity or the unit priJ;e to whleh they refer. 
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b. A toference not to exceedS% more or 5% less than the quantity of the soods Is allowed, provided the 
credit does not state the Qv<lnt!ty In terms of a stlpvlateCi n\Jmbet ot packing ur.lls Of' ln;fivldual Items and 
the t<>tal atnount o! the drawings does not e)l:ceed the am01.1nt of the credit. 

c. Even when partial shipments are not allowed, a toleratKe not to exceed 5% less than the amoont of ttle 
Credit Is allowed, provided that the quantity of the goods, If stated In the r:redlt, IS shipped In full and a unit 
price, If stated In the credit, ts not reduced or that sub-artiCle 30 (b) Is not eppllcable. Thls tolerance <Fo~ 
oot apply when the credit stipulates a specific tolerance or uses the: expressions referred to In sub-artlde 30 
(a), 

Partial Drawings or Shipments 

a. Partial drawings or shipments are allowed. 

b. A preser;tatiOn consisting of more than one set of transport documents evlt:lendng sl1lpment commencing 
on the same means of convevance and for the same journev, provided Uiey lod!cate the same: destlnatlcn, 
will not be regarded as. co~lng a partial s.htpment, even If t!Y::y Indicate different dates Qf shipment or 

. dlfreren.t ports of toadlng, places ot taking Jn charge or dispatch. If the presentation consists of more than 
one set of transport documents, the latest <I at<:: of shipment as evli:!etleed on any of the! sets of transport 
doc11ments will be regarded as the date of $hlpment. 

A presentation consisting of one or more se3 of transport documents ~rdenclng slllpment on more than 
one means Of tofl\leyance within the same mode of transport will be tegarded as coveting a partial 
shipment, even If the means of conveyance leave on the same day for the same destination. 

c. A presentation consisting of fllGI"e than one courier receipt. post receipt or certlfkate of posting will not be 
regarded as a partial shipment U the rourll;:r receipts, post receipts or certificates of posting appear to have 
been stamped or Signed by the same courier or postal service at the same pla~;e and date and tor the same 
destination. 

Jnstal!'l\ent orawtngs o: Shlpmertts 

If a drawing or shSpment by instalments wlth!n glven periods Is stipulated !n the credit and any lnstalment Is 
not drawn or shipped within the period allOW«! fur that Instalment.. the credit ce.Mes to be avaHab!e fot that 
aoo any subsequent l"st<llment. 

Hours of Presentation 

A bank has no obligation to accept a presentation outside of Its banking hours. 

Dlsdalmer on Effectiveness of Documents 

A bank assumes no liability or responsibility for the form, suffldency, :accurecy, genultleness, fa!slf~C<>tion or 
legal effect ot any {fl)(ument, or for the general or particular conditions stipulated In a docurr.ent or 
superimposed thereon; nor does It assume any ll11blllty or fesponslblllty for the description, quantity, weight, 
quality, condition, pacldng, delivery, value or e~<::Jstence of the goods, services or other performance 
represented by any do{Urnent, or for the good faith or ac:ts or omissions, solvency, performance or standing 
of the consignor, the ~rlier, the forwarder, the consign~;:e or the Insurer of the goods or arty other person. 

Dtsdalmer on Trans:m!sslon and Translation 

-
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Tra:,Sfe.rrlng bank means a nominated bank that tr<msfers the >::re::llt or, in a credit available with any bank, 
a bank that Is speclf!cally authorized by the ;ssulng bank to transfer and thal transfers the credit. Ali Issuing 
bMic: may be a trartSferrl09 bank. 

Transferred credit means a credit that has been made available by the transferring bank to a second 
beneflclary. 

c:. Unless otherwise agreed at the time of trdnSfe:r, all charges (sud! as commissions, fees, costs or 
expens.::s) Incurred in respect of a tran!>fer must be paid by the first beni1!flc!ary. 

d. A credit may be transferred In part to more than one second beneficiary provide:! partial drawings or 
shipments are allowed. 

A transferred credit cannot be transferred at the request Of a second benetrclary to any subseQO(:nt 
benefldary. The firSt benefklary Is not consldere<l to be a subsequent beneflclary. 

e. AtiY tequest for tranSfer must lndkate If and under what conditions amendments may be advlsed to the 
se<:ond beneficiary. The transferred credit must clearly Indicate those conditions. 

t. If a t'.fi'edlt Is transferred to more than one second benefltlary, rejection of 11n "mendment by one or more 
secood benetlclary does not Invalidate the accepta!\Ce by any ottwr se<;ood beneficiary, with respect to 
whkh the transferred credit will be amended acccrdlngly, For any secol'ld beneficiary that rejected the 
amendment, the transferred credit will remain l!n!!mended. 

g. The transferred J:redlt must accl.l~ly reflect the terms and conditions of the credit, lntll!dlng 
conflrmatHm, If any, with the exception of: 

- Ute amount of the credit, 

- any unit prke stated therein, 

- the e)(plry date. 

- the perkXI for presentat:ltm, or 

- tl'.e latest shipment date or given period for shipment, 

any or all of which may be reduced or curtalled. 

The percentage for which Insurance «Wer m.vst be clfected may be Increased to pr-ovide the amount of 
cover stipulated In the credit or these artlc!es. 

The nal'llC of the first benefldary may be substituted for that of the applicant In the crt:dlt. 

If t11e name of the applicant ls speclflrally required by the credit to appear In any document other than the 
invoice, sucl'l requirement must be reflected in the traMfert"ed cretfit. 

h. The nrst benefiCiary has the rlght to substitute its own Invoice and >~Jraft, If vny, for those of a second 
beneficiary for an amount not In excess of that stipulated in the Cr£dlt, and IJJ)Ofl such s!lbstltutlon the first 
benetlclary can draw 1.mder the credit for the difference, If _,ny, betwe£n Its Invoice and the Invoke of a 
second beneficiary. 

i. lf the first beneficiary Is to present ItS own Invoice and draft. !f any, but falls to do so on fltst demand, or 
If the invoices presented by the first ber.efictary create discrepancies that dld not eltlSt In the presentation 
made by the second benef!da:ry and the first beneUdary tails to correct them on firSt demand, tlle 
transferrlng bank !las the rlgl:rt: to present the documents as received from the second beneficiary to the 
Issuing bank, without further respGnslblllty to the first benefklary. 

j. The first benefldary may, rn Its request for transfer, Indicate that h;:mour or negotiation Is. to be effected 
to a second t>enefldary at Ule place to which the credit has been transferred, up to and Including ttle explry 
date of the credit. Thls Is without projudlee to the right of the first beneflc!ary !n accordance with sub·artl:::le 
38 (h). 
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k, Presentation of documents by Ol'" en behalf of a set:on<l beneficiary must be made to the transterrin;~ 
hank. 

Assignment of Proceeos 

The fact that a credit Is not stated to be transferable: shall not affect: the rlght of the beneficiary to assign 
<~ny proceeds to which It may IX! or may berome entltk!d under the credit. In accardllrtce wlth the l)r'Ovistons 
af applicable law. ihls article relates only to the assignment of proceeds and not t<J the assignment of the 
right tu perform under the credit. 
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